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Maha suci Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah 
dan Segala Puji Syukur senantiasa kita panjatkan 
ke haribaan Allah SWT yang hanya karena berkah 
dan rahmatNya, serta usaha berbagai pihak secara 
bersatupadu menyusun  Laporan Tahunan Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi tahun 2010 
ini sehingga dapat tersaji dengan baik semoga 
menjadi amal saleh bagi kita semua dalam rangka 
mewujudkan amar ma’ruf dan nahi mungkar.

God the Holiest, there is no God but Allah and all 
our thanks and praise must go to Allah. Because for his 
blessings and hardwork of several parties combined, 
we managed to compile the Annual Report of the 
Directorate General of Post and Telecommunication 
of 2010 into its final form. We hope this will benefit us 
all, namely a call to maintain what is right and forbid 
what is wrong.

Sektor pos dan telekomunikasi memiliki arti yang 
sangat strategis dalam memperkukuh persatuan 
dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan 
pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta 
meningkatkan hubungan antar bangsa, dengan 
kata lain Sektor Pos dan Telekomunikasi sebagai 
urat nadi perekonomian merupakan kebutuhan vital 
bagi kehidupan rakyat dan pembangunan ekonomi 
nasional 

The post and telecommunication sector plays 
an extremely strategic role in strengthening the 
national unity, smoothening government activities, 
and ensuring well distribution of the development 
programs and their outcomes, as well as promoting 
international relations. In other words, the post and 
telecommunication sector being the economic veins 
is a vital need for all the community members and the 
national economic development.

Perkembangan sektor pos dan telekomunikasi 
bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan 
dari waktu ke waktu, sebagaimana pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perposan dan 
pertelekomunikasian di tanah air yang  telah dilakukan 
sejak jaman penjajahan.  Pada tanggal 1 Januari 
tahun 1875 tupoksi sektor pos dan telekomunikasi 
dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum 
dalam hal ini Dinas Pos dan Telegrap. Selanjutnya 
pada tahun 1907 Dinas Pos dan Telegrap menjadi 
bagian dari Departemen Perusahaan Pemerintah 
Dinas Pos, Telegrap dan Telepon.

The post and telecommunication sector is 
moving dynamically which corresponds with the 
gradual development and progress in line with the 
execution of the main duties and functions of post and 
telecommunication services in Indonesia. This has 
been an ongoing process from the colonial periods. 
On 1 January 1875, the post and telecommunication 
main duties and roles were assigned to the Ministry 
of Public Works, in this case the Post and Telegram 
Service. Further in 1907, the Post and Telegram Service 
became part of the Ministry of State Companies, Post, 
Telegram and Telephone Service.

KATA PENGANTAR
FOREWORD
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Di jaman Kemerdekaan hingga saat ini dinamika 
pembinaan Pos dan Telekomunikasi juga disesuaikan 
dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik 
dan teknologi. Berawal dari Perjuangan Angkatan 
Muda Pos, Telegrap dan Telekomunikasi pada tanggal 
27 September tahun 1945 merebut Kantor Pusat 
Pos, Telepon dan Telegrap dimana saat itu Dinas PTT 
banyak mengumandangkan dan menyebarluaskan 
kemerdekaan Indonesia. Dinas PTT di dalam lingkup 
tugas pokok dan fungsi Departemen Perhubungan 
dimana pada tanggal 29 Mei Tahun 1947  keputusan 
Menteri Perhubungan No 1/P/T/47 membentuk Badan 
Pembantu Pejabat Pos, Telegrap dan Telepon.

From the early period of Indonesian Independence 
until now, the dynamics of Post and Telecommunication 
supervision and development has been adjusted to the 
socioeconomic, political and technological changes. 
This began when the Young Generation of Post, 
Telegram and Telecommunication on 27 September 
1945 took over the Post, Telephone and Telegram 
Head Office where at that time this Post, Telegram and 
Telecommunication Service disseminated and spread 
the news about the Indonesian independence. The 
Post, Telegram and Telecommunication Service within 
its scope of main duties and roles of the Ministry of 
Communication whereby on 29 May of 1947, Decree 
of the Ministry of Communication No. 1/P/T/47 set up 
Post, Telegram and Telephone Sub Agency.

Melalui keputusan Presiden No 63, tanggal 27 
Maret Tahun 1966 sebagai penyempurnaan Kabinet 
Dwikora maka pos dan telekomunikasi pembinaanya 
dilakukan oleh Departemen Pos dan Telekomunikasi 
yang dikepalai oleh seorang Deputi Menteri di 
lingkungan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya 
melalui Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1966 
Pos dan Telekomunikasi pembinaannya dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di 
dalam lingkungan Departemen Perhubungan.

Through Presidential Decree No.63 dated 27 
March 1966, as the improvement of Dwikora Cabinet, 
the post and telecommunication sector of which 
its supervision and enhancement was headed by a 
Deputy Minister in the Ministry of Communication. 
Further, through Presidential Decree No. 163 of 1966, 
the Post and Telecommunication sector of which its 
supervision and enhancement were executed by the 
Directorate General Post and Telecommunication 
within the Ministry of Communication.

Pada Era Orde baru yaitu Kabinet Pembangunan 
IV sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 54 
Tahun 1983 pembinaan Pos dan Telekomunikasi 
dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Postel, 
Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 
yang berjalan hingga Kabinet Pembangunan VII. 
Pada Kabinet Pembangunan VII pembinaan Pos 
dan Telekomunikasi dilakukan oleh Ditjen Postel 
yang berada di dalam Departemen Perhubungan. 
Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden RI 
nomor : 61 tanggal 13 April  1998. 

During the New Order period, namely the 4th 
Development Cabinet according to Presidential Decree 
No.54 of 1983, the supervision and enhancement of 
Post and Telecommunication were conducted by the 
Directorate General of Post and Telecommunication, 
Ministry of Tourism, of Post and Telecommunication. 
This occurred until the 7th Development Cabinet. 
During the 7th Development Cabinet, the supervision 
and enhancement of Post and Telecommunication 
were conducted by the Directorate General of Post 
and Telecommunication, Ministry of Communication. 
This was in line with Presidential Decree No. 61 dated 
13 April 1998.

Di tengah- tengah perjalanan kabinet 
pembangunan Indonesia Bersatu Presiden Susilo 
Bambang Yudoyono melalui Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2005, terhitung sejak 31 Januari 2005 
Ditjen Pos dan Telekomunikasi resmi bergabung  
bergabung  ke dalam Departemen Komunikasi dan 
Informatika atau Depkominfo.  Peraturan presiden 
(perpres) tersebut dilengkapi pula Perpres No 
10/2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara RI.

In the mid term of the United Indonesian 
Development Cabinet under President Susilo 
Bambang Yudhoyono through Presidential Regulation 
No. 9 of 2005, as from 31 January 2005, the Directorate 
General of Post and Telecommunication was officially 
placed under the Ministry of Communication and 
Information Technology. This Presidential Regulation 
was accompanied with Presidential Regulation No.10 
of 2005 regarding the Organization Unit and First 
Echelon Duties of the State Ministry of the Republic 
of Indonesia.
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Perjalanan Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi tidak berhenti sampai di situ 
saja. Sebagai akibat adanya konvergensi antara 
telekomunikasi dan informatika maka imbasnya adalah 
reorganisasi Kementerian Kominfo yang dilaksanakan 
pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2011 dan juga Peraturan Menteri 
Komunikasi Nomor 17/Per/M.Kominfo/10/2010. 
Ditjen Postel dipecah menjadi 2 (dua) Direktorat baru 
yaitu Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika (SDPPI),yang melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi di bidang Sumber Daya dan Perangkat 
Pos dan Informatika yang sebagian besar adalah 
menyangkut manajemen spektrum frekuensi radio 
dan standarisasi postel dan Ditjen Perangkat Pos 
dan Informatika (PPI) yang melaksanakan tugas di 
bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang 
menyangkut penyelenggaraan pos, telekomunikasi 
dan radio serta TV siaran.

The development process of the Directorate 
General of Post and Telecommunication did not 
stop here. As a result of the convergence between 
telecommunication and information, the Ministry of 
Communication and Information Technology was 
reorganized in 2010 pursuant to Presidential Regulation 
No. 24 of 2011, and Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology No. 17/
Per/M.Kominfo/10/2010. The Directorate of Post and 
Telecommunication was developed into 2 (two) new 
Directorates General, namely Directorate General 
Resources and Devices of Post and Informatics 
(SDPPI) and Directorate General Devices of Post and 
Informatics (PPI). Both perform the main duties and 
roles pertaining to Human Resources and Postal and 
Information Devices, most of which relate to radio 
frequency spectrum management and standardization 
of post and telecommunication, and the Directorate 
General of Post and Information Devices (PPI) in 
charge of the duties in post and information pertaining 
to the provision of post, telecommunication, radio and 
TV broadcast services.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas 
operasionalisasi Ditjen Postel di Tahun 2010, maka 
Ditjen SDPPI menyusun buku Laporan Tahunan ini.  
Semoga Laporan Tahunan ini cukup bermanfaat 
dalam memberikan informasi tentang kondisi 
pembangunan yang telah dilaksanakan.  Maha-
suci Engkau ya Allah, kami tetap memujiMU, aku 
memohon ampunan kepadaMu serta aku bertaubat 
kepadaMu dan mohon keridhoan-Mu Amin

As the accountability and operations of the 
Directorate of Post and Telecommunication in 2010, 
the Directorate General Resources and Devices 
of Post and Informatics has compiled this Annual 
Report. I hope this Annual Report will become useful 
information on the development conditions which have 
been carried out. God the holiest, we will keep praising 
You, please forgive our sins as we are repenting before 
You and asking for Your blessings. Amin.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIRECTOR GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION

	

						     MUHAMMAD BUDI SETIAWAN
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A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI	 A.  MAIN DUTIES AND ROLES

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor  : 25 /P/M.KOMINFO/7/2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Komunikasi dan Informatika, merupakan 
salah satu satuan kerja yang memiliki tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
dan standarisasi teknis di bidang Pos dan 
Telekomunikasi. Direktorat Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi terdiri dari Sekretariat 
Direktorat Jenderal, Direktorat Pos, Direktorat 
Telekomunikasi, Direktorat Pengelolaan Spektrum 
Frekuensi Radio, Direktorat Standarisasi Pos dan 
Telekomunikasi serta Direktorat Kelembagaan 
Internasional Pos dan Telekomunikasi. Selain 
itu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu :

The Directorate General of Post and 
Telecommunication pursuant to Regulation of 
the Minister of Communication and Information 
Technology No. 25/P/M/KOMINFO/7/2008 
regarding the Organization and Working 
System of the Ministry of Communication and 
Information Technology, is responsible for 
formulating and implementing the policies and 
technical standardization in the field of Post and 
Telecommunication. The Directorate General 
of Post and Telecommunication consist of the 
Secretariat of the Directorate General, Directorate 
of Post, Directorate of Telecommunication, 
Directorate of Radio Frequency Spectrum 
Management, Directorate of Standardization of 
Post and Telecommunications, and Directorate 
of International Affairs. In addition, the Directorate 
General of Post and Telecommunication is 
supported by 3 (three) Technical Implementation 
Units, namely:

1.	 Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi 
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika No 20/PER/M.
KOMINFO/4/2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat 
Telekomunikasi.

1.	 The Center  Of Telecommunication 
Equipment Testing Laboratory, which was set 
up pursuant to Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology 
No. 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 regarding 
the Organization and Working System of the 
Center  of Telecommunication Equipment 
Testing Laboratory.

2.	 Balai Monitor yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
No 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

2.	 The Regional office for radio frequency 
spectrum monitoring, which was set up 
pursuant to Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology 
No. 15/PER/M/KOMINFO/2/2007 regarding 
the Organization and Working System of The 
Technical Operation Unit Regional office for 
radio frequency spectrum monitoring.

3.	 Balai Telekomunikasi dan Informatika 
Perdesaan yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
No 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi 
dan Informatika dan Perdesaan.

3.	 The Center for Rural Telecommunication 
and Information Technology, which was set 
up pursuant to Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology 
No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 regarding 
the Organization and Working System of 
the Center of Rural Telecommunication and 
Information Technology. 

BAB I  CHAPTER I
PENDAHULUAN  INTRODUCTION
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Di lingkungan Direktorat Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi, Sekretariat Direktorat 
mempunyai tugas dinamisasi dan dukungan 
teknis serta administratif kepada seluruh satuan 
kerja di dalamnya, sedangkan di lingkungan 
Direktorat mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan, bimbingan teknis serta 
evaluasi di bidangnya masing-masing. Adapun 
Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
mempunyai tugas pengujian alat atau perangkat 
telekomunikasi, monitoring dan penegakan 
hukum bidang spektrum frekuensi radio, 
pengelolaan pembiayaan penyediaan akses 
dan layanan telekomunikasi dan informatika 
perdesaan.

Under the Directorate General of Post 
and Telecommunication, the Secretariat of 
The  Directorate General is responsible for 
the mobilization and providing technical and 
administrative support to the entire working units 
under it, while the Directorate is responsible for 
formulating the policies, technical guidance and 
evaluation of the respective fields. The Technical 
Operation Unit within the Directorate General of 
Post and Telecommunication is responsible for 
testing telecommunication equipment or devices, 
monitoring and law enforcement in the field of 
radio frequency spectrum, cost management 
in providing telecommunication access in rural 
areas.

B. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL 
POS DAN TELEKOMUNIKASI

B. THE VISION AND MISSIONS OF THE 
DIRECTORATE GENERAL OF POST AND 
TELECOMMUNICATION

Untuk mencapai keberhasilan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi merumuskan 
Visi dan Misi organisasi sebagai berikut : 

To achieve the success in carrying out its 
duties and roles, the Directorate General of 
Post and Telecommunication is responsible for 
formulating its organization vision and missions as 
follows:

1.   VISI
Terwujudnya Sistem Pos dan 

Telekomunikasi sebagai sarana memperkokoh 
persatuan dan kesatuan bangsa, dan sebagai 
penunjang ekonomi menuju masyarakat adil, 
makmur dan sentosa berlandaskan Industri 
Pos dan Telekomunikasi yang mandiri dan 
kuat serta berdaya saing dengan layanan 
yang handal, beragam, tersebar merata  
menjangkau pelosok dengan tarif yang 
memadai dan tersedia setiap saat dalam 
lingkungan masyarakat informasi.

2.   VISION
To make the Post and Telecommunication 

System as a valuable means to strengthen 
the national unity, and support the economy 
towards just and prosperous nation based on 
independent, strong, competitive Post and 
Telecommunication Industry through reliable, 
diversified and well distributed services all over 
Indonesia at affordable prices and available all 
the time to the informed community.

2.  MISI

Misi Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi adalah :

Meningkatkan pembinaan a.	
penyelenggaraan Pos dan 
Telekomunikasi dengan peran aktif 
seluruh potensi nasional.
Meningkatkan dukungan kebijakan b.	
penelitian dan pengambangan 
industri Pos dan Telekomunikasi dan 
mendorong optimalisasi penguasaan 
dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Meningkatkan kualitas pengaturan c.	
/kebijakan bidang Pos dan 
Telekomunikasi.

2.  MISSIONS

The missions of the Directorate General of 
Post and Telecommunication are to:

Enhance the provision of Post and a.	
Telecommunication through active role 
of all national potentials.
Step up the support for research and b.	
development policies on Post and 
Telecommunication industry, and 
maximize the mastery and application of 
applied technology.
Improve the quality of regulations/policies c.	
of the Post and Telecommunication 
services.
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Meningkatkan iklim usaha dan peran d.	
serta masyarakat pada industri Pos dan 
Telekomunikasi.
Meningkatkan pemerataan pelayanan e.	
jasa Pos dan Telekomunikasi ke seluruh 
pelosok NKRI.
Mendorong tersedianya ragam jasa f.	
Pos dan Telekomunikasi yang handal 
dengan tarif yang terjangkau.
Meningkatkan kualitas sumber g.	
daya manusia bidang Pos dan 
Telekomunikasi.
Peningkatan peran aktif pada h.	
fora internasional bidang Pos dan 
Telekomunikasi.

Improve the business quality and d.	
community participation in the Post and 
Telecommunication industry.
Improve the distribution of Post and e.	
Telecommunication services throughout 
the Unitary State of the Republic of 
Indonesia.
Ensure the availability of various Post f.	
and Telecommunication services which 
are reliable at affordable prices.
Improve the human resource quality in the g.	
field of Post and Telecommunication.
Increase the active role in Post and h.	
Telecommunication international 
forums.

C. SASARAN -SASARAN C. GOALS

 Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja 
memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki 
untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang 
ditetapkan dalam Rencana Strategik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 
sebagai berikut:

The Directorate General of Post and 
Telecommunication of the Ministry of 
Communication and Information is operating by 
utilizing its all resources to achieve its goals as 
contained in the Strategic Plans of the Ministry of 
Communication and Information Technology of 
2010-2014 as follows:

Meningkatkan kecukupan informasi 1.	
masyarakat dengan karakteristik komunikasi 
lancar informasi benar menuju terbentuknya 
Indonesia informatif dalam kerangka NKRI

Meratanya pembangunan sarana dan a.	
prasarana pos, komunikasi dan informatika 
di seluruh Indonesia
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi b.	
dan informatika yang efektif dan efisien
Tersedia dan tersebarnya informasi yang c.	
faktual dan berimbang ke seluruh pelosok 
dan lapisan masyarakat Indonesia dalam 
kerangka NKRI

Ensure adequate information for all community 1.	
members through “smooth communication, 
accurate information” to accomplish informed 
Indonesian people in the frame of the Unitary 
State of the Republic of Indonesia.

Well distribution of post, communication a.	
and information means and facilities all 
over Indonesia.
Effective and efficient organization of post, b.	
communication and information services
Availability and distribution of factual and c.	
balanced information to all places and 
Indonesian community members in the 
context of the Unitary State of the Republic 
of Indonesia.

Mewujudkan birokrasi layanan pos, 2.	
komunikasi dan informatika yang profesional 
dan memiliki integritas moral yang tinggi

Terselenggaranya pengelolaan sumber a.	
daya komunikasi dan informatika yang 
optimal
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi b.	
dan informatika yang profesional dan 
memiliki integritas moral yang tinggi
Tersedianya standar alat dan standar mutu c.	
layanan serta mekanisme pengawasan 
yang akuntabel pada layanan pos, 
komunikasi dan informatika

2.  Ensure the post, communication and information 
bureaucracy which is professional with high moral 
integrity

a.	 Optimum management of communication 
and information resources

b.	 Post, communication and information 
services which are professional with high 
moral integrity.

c.	 Availability of standard equipment and 
standard service quality and supervision 
mechanism which is accountable for post, 
communication and information services.
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3.	 Mendorong peningkatan tayangan dan 
informasi edukatif untuk mendukung 
pembangunan karakter bangsa

Tersedianya layanan konten informasi a.	
yang edukatif, mencerahkan dan 
memberdayakan masyarakat
	Terlaksananya pemberdayaan b.	
masyarakat untuk memanfaatkan konten 
informasi edukatif, mencerahkan dan 
memberdayakan masyarakat
	Tercapainya peran-serta aktif masyarakat c.	
dan lembaga komunikasi dalam 
penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan 
informasi edukatif, mencerahkan dan 
memberdayakan masyarakat
	Terwujudnya masyarakat informasi yang d.	
kritis, produktif, beradab, berdaya saing 
dan cinta tanah air

3. Ensure improved broadcast and educative 
information to support the national character 
building

a.	 Availability of educative information contents 
which brighten and empower the public.

b.	 Public empowerment to utilize the educative 
information contents which brighten and 
empower the public.

c.	 Active participation of the public and 
communication institutions in providing, 
distributing and utilizing educative information, 
which brightens and empowers the public.

d.	 Informed the public who is critical, productive, 
civilized, competitive and loves the nation.

Mengembangkan sistem komunikasi dan 3.	
informatika yang berbasis kemampuan 
lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah 
lingkungan.

Mendorong tumbuhnya iklim penelitian d.	
dan pengembangan di bidang komunikasi 
dan informatika
Mendorong penciptaan sumber daya e.	
manusia unggul di bidang komunikasi dan 
informatika
Mendorong berkembangnya industri f.	
komunikasi dan informatika yang berdaya 
saing tinggi dan ramah lingkungan
Mengembangkan sistem komunikasi dan g.	
informatika yang mendorong tumbuh-
kembangnya kreatifitas dan inovasi 
berdasarkan kearifan lokal

4.  Develop communication and information system 
based on the local competence which is highly 
competitive and environmentally friendly.

Stimulate growth of research and development a.	
climate in communication and information 
development.
Enhance the creation of superior human b.	
resource in the field of communication and 
information.
Stimulate the growth of communication c.	
and information industry which is highly 
competitive and environmentally friendly.
Develop communication and information d.	
system which boosts creativity and innovation 
based on the local wisdom.

Memperjuangkan kepentingan nasional 5.	
komunikasi dan informatika dalam sistem 
pasar global

Mendorong penguatan kapasitas produksi a.	
industri komunikasi dan informatika 
nasional agar mampu bersaing di dunia 
internasional
Mendorong rasa cinta tanah air melalui b.	
penggunaan produk dalam negeri bidang 
komunikasi dan informatika
Meningkatkan posisi tawar Indonesia c.	
dalam perjanjian internasional di bidang 
komunikasi dan informatika
Membangun pencitraan positif negara d.	
Indonesia di mata Internasional

Advocate the national interest in the field of 5.	
communication and information within the 
global market system.

Encourage capacity building for the national a.	
communication and information industry 
so that it able to compete internationally.
Boost the love towards the nation through b.	
the use of communication and information 
domestic products.
	Increase the Indonesian bargaining power c.	
in the international agreements in the field 
of communication and information.
	Build up the Indonesia positive image d.	
before the international communities.
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D.	 SUMBER DAYA MANUSIA	 D.	 HUMAN RESOURCE

Dalam mengawaki organisasi Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada tahun 
2010 didukung oleh Sumber Daya Manusia 
sebanyak 1428 orang. Komposisi pegawai 
berdasarkan pangkat, pendidikan, jabatan, jenis 
kelamin, dan diklat penjenjangan selengkapnya 
dapat dilihat sebagaimana bagan berikut ini:

In 2010, the Directorate General of Post and 
Telecommunication is supported by 1,428 employees. 
The detailed composition of its employees based 
on their ranks, levels of education, positions, sexes 
gender, leadership education and training is found in 
the following charts:

1.  Komposisi  Pegawai Berdasarkan 
Pangkat Golongan Ruang

1.  Composition of Employees based on 
their Ranks

Grafik 1. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan/ruang
Chart 1. Composition of Employees based on their Ranks

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan 
tingkatan pegawai dalam rangkaian susunan 
kepegawaian, atas dasar periode dan kedudukan 
dalam jabatan ataupun prestasi. Oleh karena itu 
Pangkat dan golongan setiap tahun mengalami 
perubahan. Pada tahun 2010 komposisi pegawai 
bedasarkan pangkat dan golongan sebagaimana 
tersebut di atas.

Ranks refer to the positions or levels of 
employees within the employee composition. 
Consequently, the employees ranks and positions 
keep changing each year. In 2010, the employee 
composition based on their ranks and positions 
are indicated in the above table.

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang 
Pendidikan Formal

2. Composition of Employees based on their 
Formal Education Levels

Grafik 2. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal
Chart 2. Composition of employees based on their formal education levels
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Sesuai peran Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi sebagai regulator bidang pos 
dan telekomunikasi, sumber daya manusia 
yang mengawaki sangat bervariasi pendidikan 
formalnya. Namun demikian pendidikan formal 
Strata 1 dengan berbagai konsentrasi keilmuan 
dan SLTA masih mendominasi dari segi jumlah. 
Untuk itu guna meningkatkan tingkat pendidikan 
formal maka program tugas belajar bagi pegawai 
yang berpendidikan formal Strata 1 untuk 
melanjutkan kejenjang Strata 2 masih terus 
berlanjut di tahun 2010.

In line with the role of the Directorate General 
of Post and Telecommunication as the post and 
telecommunication regulator, its manpower’s 
formal education levels vary widely. They, however, 
remain being dominated by bachelor degree 
holders in various disciplines and high school 
graduates. The Directorate wishes to enhance its 
employees’ formal education and keep providing 
the opportunities for the bachelor degree holders 
to pursue their education to earn master degrees 
in 2010.

3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Pada prinsipnya jabatan dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional 
yang saling berhubungan dalam pelaksanaan 
tugas kedinasan, adapun jumlah komposisi 
pegawai Ditjen Postel berdasarkan jabatan dapat 
dilihat pada bagan dibawah ini.

3. Composition of Employees based on their 
Positions

In principle there 2 (two) types of positions, 
namely structural and functional positions which 
are interrelated in performing the duties. The 
employee composition of the Directorate Post and 
Telecommunication based on their positions are 
found below.

Grafik 3.Komposisi pegawai berdasarkan jabatan
Chart 3. Composition of employees based on their positions

4.	 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis 
Kelamin

4.	 Composition of Employees based on 
Gender

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai 
wanita dan pria di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi tidaklah dibeda-bedakan. 
Namun demikian dari segi jumlah pegawai pria 
masih relatif tinggi dibanding dengan pegawai 
wanita hal tersebut dapat dilihat  dalam grafik).

The Directorate General of Post and 
Telecommunication gives equal job opportunities 
for men and women. However, there are more 
male employees compared to the female ones as 
indicated by the chart below.

 

Grafik 4. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin
Chart 4. Composition of employees based on gender
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5.  Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat  
  Perjenjangan

Diklat penjenjangan adalah suatu proses atau 
kegiatan  pembelajaran bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di lingkungan  Direktorat Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi yang sangat terkait dengan 
pembinaan karir PNS dalam jabatan structural 
terdapat 5 (lima) jenis pendidikan struktural 
dimulai dari Diklat Administrasi Umum hingga 
Diklat PIM I.

5. Composition of Employees based on 
Leadership Education and Training they 
have attended

The leadership education and training refers 
to a process or learning activities for the Civil 
Government Employees within the Directorate 
General of Post and Telecommunication, and are 
closely related to the career path development 
for the Civil Government Employees in their 
structural positions. They comprise 5 (five) types 
of structural education and training which begin 
from the General Administration Education and 
Training to Management I Leadership Education 
and Training.

Grafik 5. Komposisi pegawai berdasarkan diklat penjenjangan
Chart 5. Composition of employees based on Leadership Education and Training they have attended.

5.	 Komposisi Pegawai Kantor Pusat Dan 
UPT

5. Composition Of Employees At The Head 
Office And The Technical Operation Units

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
sebagai unit organisasi  yang mempunyai tugas 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan  terkait 
bidang pos dan telekomunikasi didukung oleh 
Sumber Daya Manusia (SDM) ang tersebar di 
kantor pusat sebanyak 557 pegawai, UPT Monitor 
Pengelolaan Spekfrekrad 881 pegawai, BBPPT 
52 pegawai dan BTIP 31.

In carrying out its Main Duties and Roles of the 
Directorate General of Post and Telecommunication 
as the organization unit responsible for the planning 
and executing the policies pertaining to post and 
telecommunication services, the Directorate is 
supported by 557 employees at the head office, 
881 employees at the Regional offices for radio 
frequency spectrum monitoring., 52 employees 
at the (BBPPT) Center of Telecommunication 
Equipment Testing Laboratory and 31 persons 
at the Center for Rural Telecommunication and 
Information Technology.

Grafik 6. Komposisi pegawai kantor pusat dan UPT
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6.	 Komposisi Pegawai Di Satuan Kerja UPT 
Monitor Pengelolaan Spekfrekrad

6. Composition Of Employees At The 
Working Unit Of Radio Frequency 
Spectrum Management Monitor Technical 
Implementation Unit

Satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor 
Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di 
Indonesia terdiri dari Balai Kelas I, Balai Kelas II, 
Loka dan Pos yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) 
propinsi adalah merupakan satuan pelaksana 
yang bertugas untuk melakukan monitoring 
kontrol dan penegakan hukum di bidang 
penggunaan spektrum frekuensi radio. 

The working unit of the Technical Operation 
Unit of Radio Frequency Management in 
Indonesia consists of First Class Center, Second 
Class Center, small centers and posts available 
in 33 (thirty three) provinces and serves as the 
implementation unit responsible for conducting 
monitoring, control and law enforcement for radio 
frequency spectrum usage.
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Grafik 7. Komposisi pegawai UPT
Chart 7. Composition of Employees at The Technical Operation Units
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A.   BIDANG  POS
      
       1.	 Public Service Obligation (Pso)

A.   POSTAL SERVICE
     
       1.   Public Service Obligation (Pso)

Sesuai dengan keputusan pada Kongres 
UPU di Beijing tahun 1999 yang menetapkan 
kewajiban Negara dalam menjamin “layanan 
pos universal”- yang wajib diadakan oleh 
Pemerintah dengan jenis dan tingkat berat 
tertentu yang jangkauannya mencakup 
sampai ke pelosok dan daerah terpencil 
dengan tariff yang seragam dan terjangkau 
dengan kata lain lingkup PSO Bidang Pos 
dibatasi terhadap layanan pos di Kantor Pos 
yang berada di luar kota atau yang disebut 
Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK).

IIn compliance to the resolution adopted 
during the UPU Congress in Beijing in 
1999 which obligates the States to provide 
“universal postal services” – which must be 
carried out by the Governments for certain 
types and weights of mails and must reach 
remote areas with uniform and affordable 
rates. In other words, PSO in postal services 
are restricted to postal services at the post 
offices outside the cities or called Post Branch 
Office outside the city (KPCLK). 

Seiring dengan hal tersebut  pemerintah 
melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
1998 tentang Perseroan mengisyaratkan 
bahwa dengan sifat usaha tertentu dapat 
melakukan penugasan khusus untuk 
menyelenggarakan kemanfaatan umum. 
Melalui Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
101/MBU/2002 ditegaskan bahwa apabila 
penugasan Pemerintah mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan, maka penugasan 
tersebut tidak dimasukkan sebagai kegiatan 
usaha BUMN yang bertalian  dengan seluruh 
biaya guna pelaksanaan penugasan tersebut 
sepenuhnya menjadi beban Pemerintah 
yang memberikan penugasan tersebut.

In line with the above, the government 
through Government Regulation No. 12 
of 1998 regarding Companies regulates 
that certain business entities may perform 
special assignment to provide such public 
benefits. Decree of the Minister for State-
Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2002 
regulates that in case the Government’s 
assignment inflicts any loss to the 
companies, such assignment shall not be 
included in the business activities of State-
Owned Enterprises pertaining to all costs to 
implement such assignment which will be 
borne by the Government for having granted 
such assignment.

Sejalan dengan hal tersebut, PT. Pos 
Indonesia mengajukan kepada Pemerintah 
menegani Kompensasi Beban Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 
setiap tahun anggaran, dan setelah disetujui 
oleh Pemerintah untuk mendapatkan dana 
kompensasi, sesuai dengan isi perjanjian 
layanan pos universal setiap tahun anggaran 
untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan 
penyelenggaran layanan pos universal oleh 
PT. Pos Indonesia (Persero) selama triwulan 
tahun anggaran dilakukan verifikasi yang 
dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari 
unsur Bappenas, Depkominfo, Ditjen Postel 
dan PT. Pos Indonesia (Persero). Kegiatan 
verifikasi tersebut dilakukan setiap 3  (tiga) 
bulan sekali terhadap 352 Kantor Pos 
Cabang Luar kota (KPCLK) yang dijadikan 
sampling dari 2.363 KPCLK yang mendapat 
subsidi dari dana PSO. 

In this respect, PT. Pos Indonesia has 
requested the Government to provide 
Compensation for the Costs Required to 
Provide Universal Postal Services in each 
budget year, and upon allocation by the 
Government of such compensation fund, 
according to the universal postal services 
agreements each budget year to verify 
universal postal services execution by PT. Pos 
Indonesia (public enterprise) for three months 
of the budget year. This duty is carried out by 
the Team made up of representatives of the 
Bappenas (National Development Planning 
Agency), Ministry of Communication and 
Information Technology, Directorate General 
of Post and Telecommunication and PT. Pos 
Indonesia (public enterprise). Such verification 
is conducted every 3 (three) months against 
352 post- branch offices outside the city 
(KPCLK) as random samples of total 2.363 
post branch offices outside the city (KPCLK) 
which receives subsidy from PSO fund.

BAB II  CHAPTER II
KEBIJAKAN STRATEGIS STRATEGIC POLICIES 
BIDANG POS FOR POST
DAN TELEKOMUNIKASI AND TELECOMMUNICATION SECTOR
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2.	 Rancangan Peraturan Pemerintah 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Pos

2.	 Draft Government Regulation On 
The Execution Of Law No.38 Of 2009 
Regarding Postal Services

Penyelenggaraan pos mempunyai 
peranan penting dan strategis dalam 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Penyelenggaraan pos yang semula bersifat 
monopolistik yang ditandai dengan beberapa 
jenis layanan pos yang hanya dapat 
dilaksanakan oleh suatu badan usaha maka 
dalam pada perkembangan saat ini tidak 
lagi dibedakan adanya suatu penyelenggara 
pos yang dapat melaksanakanjenis layanan 
tertentu. 

Postal services play vital and strategic 
role for the nation and community lives. 
Postal services used to be monopolistic 
and comprised several services which 
could only be performed by a public service 
enterprise. Nowadays, however, all types of 
postal services may be carried out by any 
undertaking.

Dalam Undang-undang Nomor 38 
Tahun 2009 tentang Pos ditegaskan bahwa 
kegiatan pos yang dapat diselenggarakan 
oleh badan usaha meliputi layanan 
komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, 
layanan paket, layanan logistik, layanan 
transaksi keuangan, dan layanan keagenan 
pos. kegiatan-kegiatan tersebut dapat 
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Swasta, dan Koperasi yang lingkup 
usahanya penyelenggaraan pos. Dengan 
demikian maka berbagai jenis layanan pos 
dapat dilaksanakan oleh berbagai badan 
usaha sehingga tidak lagi terdapat monopoli 
terhadap suatu layanan tertentu. 

Law No. 38 of 2009 regarding Postal 
Services states that postal services may 
be provided by enterprises for written 
communication services and/or electronic 
mail, parcel services, logistic services, 
financial transaction services, and postal 
agency services. All these services may be 
carried out by State-Owned Enterprises, 
Regional Government Enterprises, Private 
Companies and Cooperatives of which their 
business scopes include postal services. 
As a result, various postal services may 
be rendered by different enterprises and 
no certain enterprises monopolize such 
services.

Dengan adanya perubahan tersebut maka 
dipandang perlu untuk disusun peraturan 
pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan 
UU No. 38 Tahun 2009 untuk menjabarkan 
lebih lanjut pengaturan tentang jenis layanan, 
tata cara penyelenggaraan pos, standar 
layanan pos, penyelenggaraan pos dinas 
lainnya, perizinan, layanan pos universal, 
interkoneksi kode pos, dan peningkatan 
dan pengembangan penyelenggaraan pos 
dalam rangka memberikan kejelasan dan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
pos.

Due to these changes, it is deemed 
necessary to draft government regulation as 
the implementing regulation of Law No. 38 
of 2009. This Law is able to formulate further 
regulations on types of services, procedure 
of postal service implementation, standard 
postal services, organization of other official 
postal services, licenses or permits, universal 
postal services, postal code interconnection, 
and improvement and development of postal 
implementation as to give explanation and 
legal certainties in postal service execution.

Beberapa hal yang diatur dalam 
peraturan pemerintah ini antara lain bahwa 
penyelenggara pos menyediakan terdiri atas 
layanan komunikasi tertulis, paket, logistik, 
transaksi keuangan, dan keagenan pos. 
Dalam menyelenggarakan layanan pos, 
penyelenggara pos menetapkan Standar 
Operasi dan Prosedur (SOP).

This government regulation among others 
regulates that the postal service providers must 
cater written communication service, parcel, 
logistics, financial transaction and postal 
agency services. In providing postal services, 
the postal service providers must determine 
their Standard Operational Procedure (SOP).
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Dalam menyediakan layanan 
penyelenggara pos mempunyai kewajiban 
menyediakan jaringan pos sesuai dengan 
izin penyelenggaraannya antara lain 
kewajiban untuk membangun dan/atau 
menyediakan jaringan layanan pos yang 
sesuai dengan rencana usaha, kewajiban 
untuk menyediakan fasilitas pos yang 
dapat menjamin masyarakat diseluruh 
Indonesia memperoleh layanan pos yang 
sesuai dengan standar layanan prima dan 
harga terjangkau, dan kewajiban untuk 
menyediakan jaringan dan layanan jasa 
pos di daerah terpencil dan atau belum 
berkembang sebagai perwujudan kewajiban 
layanan pos universal.

In providing these services, the postal 
service providers must provide postal service 
network in compliance with their postal 
service provision licenses or permits, among 
others the obligation to build and/or provide 
postal service network which is in line with the 
business plans, obligation to provide postal 
service facilities which may guarantee that all 
Indonesian people will receive postal services 
that conform with the prime service standard 
at affordable prices, and the obligation 
to provide postal network and services in 
remote areas and under-developed areas as 
the manifest of mandatory universal postal 
services.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan layanan yang berkualitas, Menteri 
menetapkan standar layanan pos universal, 
sedangkan standar layanan poskomersial 
ditetapkan oleh masing-masing 
penyelenggara yang sekurang-kurangnya 
meliputi kepastian waktu layanan, kepastian 
biaya layanan, kejelasan prosedur layanan, 
produk layanan, kompetensi sumber daya 
manusia, penanganan pengaduan, saran 
dan masukan dan jaminan pemberian 
ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, 
ketidaksesuaian layanan dan kerusakan 
yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan 
kesalahan penyelenggara pos dimana ganti 
rugi yang diberikan paling tinggi sebesar 10 
kali biaya pengiriman, kecuali untuk kiriman 
yang diasuransikan.

To meet the public need for quality 
services, the Minister shall set universal 
postal service standard, while the post-
commercial service standard as determined 
by the respective providers must at least 
include fixed service time, fixed service costs, 
clear service procedure, service products, 
human resource competence, handling of 
complaints, suggestions and inputs as well 
as guaranteed compensation over delay, 
losses, service deviation and damages which 
may be proved resulting from the providers’ 
negligence and errors. The maximum 
compensation will be 10 times the courier 
service fee, with exception of insured courier 
services.

Untuk menjaga kerahasiaan Negara 
penyelenggaraan pos dinas lainnya dapat 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
atau pemerintah daerah setelah mendapat 
izin dari Menteri.

To keep the state’s confidential information, 
the provision of other postal services may 
be carried out by government institutions 
or regional administrations after obtaining 
licenses/permits from the Minister.

Dibidang perizinan, pemerintah berupaya 
mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pos dengan ketentuan 
harus memenuhi persyaratan dan kriteria 
serta tata cara yang ditetapkan dalam 
peraturan perundangan. Izin ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri dan dibagi 
menjadi tiga yaitu izin nasional, izin provinsi, 
dan izin kabupaten/kota.

For licenses/permits, the Government 
attempts to encourage the public role and 
participation to provide postal services 
on the condition that such must meet the 
requirements, criteria and procedure as set 
in the laws and regulations. The licenses are 
issued by the Minister Regulation and consist 
of three types, namely the national licenses, 
provincial licenses and district/city licenses.
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Kerjasama asing bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas layanan, 
mengembangkan industri pos dan 
perekonomian nasional. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penyelenggara pos asing 
diberikan kesempatan melalui kerjasama 
kepemilikan modal dalam bentuk 
usaha patungan. Agar kerjasama dapat 
diimplementasikan secara efektif dilakukan 
perluasan wilayah operasinya yaitu pada 
ibukota provinsi/kabupaten/kota yang 
telah memiliki pelabuhan udara dan/atau 
pelabuhan laut.

Foreign cooperation aims at improving 
the service quality, develop postal industry 
and national economy. To achieve such 
goal, foreign postal providers are given the 
opportunity through joint capital ownership, 
namely joint ventures. To ensure that such joint 
effort is implemented effectively, its operation 
areas are being expanded, namely to the 
provincial/district capital cities which own 
airports and/or seaports.

Namun demikian pasal ini memerlukan 
keputusan lebih lanjut dari Pimpinan terkait 
perluasan wilayah operasi pada ibukota 
provinsi/kabupaten/kota yang apabila wilayah 
operasinya diperluas, akan bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor :38 Tahun 
2009 tentang Pos.

However, this article requires further 
decision from the Director pertaining to the 
operation regional expansion to the provincial/
district capital cities, because the areas 
affected will contradict Law No. 38 of 2009 
regarding Postal Services.

Setiap penyelenggara pos wajib 
menyediakan interkoneksi terhadap 
penyelenggara pos lainnya dan dilakukan 
dengan menganut prinsip nondiskriminatif, 
transparan, bertanggung jawab, dan saling 
menguntungkan.

Each postal service provider must provide 
interconnection to the other postal service 
providers, and is carried out according to the 
principles of non-discrimination, transparency, 
accountability and mutually beneficial.

Pemerintah menugaskan kepada 
penyelenggara pos untuk menyelenggarakan 
layanan pos universal melalui proses 
seleksi. Agar layanan pos universal dapat 
diselenggarakan secara berkesinambungan 
pemerintah mengalokasikan biaya 
penyelenggaraan pos universal melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Selain itu penyelenggara pos wajib 
memberikan kontribusi dalam penyediaan 
layanan pos universal.

The Government shall assign the postal 
service providers to carry out universal postal 
services through selection process. To ensure 
that universal postal services are provided 
continuously, the Government shall allocate 
universal postal service funds the State Budget. 
In addition, the postal service providers must 
give contribution to the universal postal service 
provision.

Tarif layanan pos universal ditetapkan oleh 
pemeritnah agar layanan pos universal dapat 
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Universal postal service provision tariffs 
shall be determined by the Government so 
that universal postal services are affordable for 
all members of the community.

Untuk mendukung geopolitik, yuridikasi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan penyelenggaraan pos, pemerintah 
melakukan pengembangan sistem kode pos 
Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

To provide geopolitical support, jurisdiction 
of the Unitary State of the Republic of Indonesia 
and postal service provision, the Government 
must develop Indonesian postal code system 
development as determined by the Minister.

Peningkatan dan pengembangan 
penyelenggaraan pos nasional 
diselenggarakan melalui restruksturisasi 
sektoral yang disusun dalam bentuk 
Rencana Strategis Pembangunan Nasional 
dan penyehatan korporasi yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap penyelenggara 
pos milik Negara.

The improvement and development of 
the national postal service provision will be 
carried out through the sector restructuring 
drafted in the form of National Development 
Strategic Plan and corporate restructuring by 
the Government for the State-owned Postal 
Public Enterprise.
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3.	 Peraturan Menteri Tentang Tarif 
Interkoneksi Antar Penyelenggara 
Pos

3.  Minister Regulation On Interconnection 
Rates Among Postal Service Providers

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 
tentang Pos mengisyaratkan bahwa kebijakan 
di sektor Pos di masa depan akan mengarah 
kepada dibukanya pasar seluas-luasnya. 
Penyelenggara pos tidak lagi dibedakan 
antara penyelenggara layanan publik 
dengan penyelenggara swasta dan seluruh 
penyelenggara pos akan diberi keleluasaan 
untuk menyelenggarakan seluruh layanan 
pos. Dalam penyelenggaraan tersebut, 
operator tidak diperkenankan menolak 
kiriman yang disampaikan kepadanya 
meskipun operator tersebut tidak memiliki 
jaringan di daerah tujuan.

Law No. 38 of 2009 regarding Postal 
Services states that the policies of the Postal 
sector in the future will lead to the market 
opening in the broadest sense. Postal service 
providers will no longer be categorized into 
public service private service providers, and 
all postal service providers will be given the 
flexibility to provide all postal services. In 
doing so, the operators may not reject any 
mailing assigned to them although they lack 
the network in the place of destination. 

Hal tersebut tentu saja menyalahi 
prinsip “Wilayah Pos Tunggal (Postal Single 
Territory). Dengan prinsip tersebut, seluruh 
kiriman dari masyarakat harus diterima untuk 
diteruskan kepada penerima di mana pun di 
dunia sesuai alamat tercantum.

As such rejection will violate the principle of 
“Postal Single Territory”. Under such principle, 
all mails from the public must be received and 
forwarded to their recipients wherever they 
are in the world as addressed.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah draft 
Permen tentang Tarif Interkoneksi Antar 
Penyelenggara Pos.

The outcome of this activity is the 
draft Ministry Regulation concerning 
Interconnection Rates Among Postal Service 
Providers.

B.    BIDANG  TELEKOMUNIKASI B.    TELECOMMUNICATION SERVICES

A.	 Universal Service Obligation (USO)         A. Universal Service Obligation  
     (USO)

Dalam rangka memperkecil 
kesenjangan digital (digital devide) 
Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikaksi melalui  Balai 
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan 
melaksanakan tugas penyediaan jasa 
akses telekomunikasi dan informatika 
perdesaan KPU/ USO dengan target 
31.824 desa.

To bridge the digital divide, the Directorate 
General of Post and Telecommunication 
through the Rural Telecommunication and 
Information Center has provided the USO 
rural telecommunication and information 
access services in 31,824 villages.

Pengadaan penyediaan jasa 
akses telekomunikasi dan informatika 
perdesaan KPU/USO telah menetapkan 
PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 
sebagai pemenang untuk paket pekerjaan 
1,2,3,6 dan 7. Sedangkan untuk paket 
pekerjaan 4 dan 5, telah ditetapkan PT. 
Indonesia Comnet Plus (Icon+) sebagai 
pemenang.  

The procurement of USO rural 
telecommunication and information access 
services appointed PT. Telekomunikasi 
Seluler (Telkomsel) being the bid winner for 
package of works 1, 2, 3, 6 and 7. While for 
the package of works 4 and 5, PT. Indonesia 
Comnet Plus (Icon+) was declared the bid 
winner.
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Sebagai pelaksana penyediaan jasa 
akses telekomunikasi dan informatika 
perdesaan KPU/USO untuk paket 
pekerjaan 1,2,3,6 dan 7, PT. Telkomsel 
diberi kewajiban untuk membangun 
fasilitas telekomunikasi dan informatika 
perdesaan di 24.051 desa untuk Desa 
Berdering (telepon perdesaan) dan 69   
Desa Pinter (internet  di 100 desa sebagai 
pilot project). Sedangkan Icon+ sebagai 
pemenang untuk paket pekerjaan 4 dan 5 
berkewajiban membangun 7.773 ssl untuk 
Desa Berdering dan 31 Desa Pinter.

As the provider of KPU/USO rural 
telecommunication and information access 
services for package of works 1, 2, 3, 6 
and 7, PT.Telkomsel was assigned to build 
rural telecommunication and information 
facilities in 24,051 villages for Villages with 
phone connection (rural phone network) 
and 69 Villages with internet connection 
(internet connection in 100 villages as the 
pilot project). While Icon+ as the bid winner 
for package of works 4 and 5 had to provide 
7,773 connections for the Ringing Villages 
and Smart Villages.

Pada tanggal 9 Desember 2009 
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
telah menerbitkan  Peraturan  Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi  Nomor 
: 260/Dirjen/2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan  Direktur Jenderal Pos  dan 
Telekomunikasi Nomor : 247/Dirjen/2008 
tentang Wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi  (WPUT) Beban Kontribusi 
Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) 
Telekomunikasi.  Berdasarkan  Peraturan 
Direktur Jenderal  Pos dan Telekomunikasi 
tersebut PT. Telkomsel diberi tambahan 
pekerjaan  untuk  menyediakan akses 
telekomunikasi  di 1.436 desa ( 6 %  
dari kontrak 24.051 desa). Kewajiban 
PT. Telkomsel menyediakan akses 
telekomunikasi perdesaan  yang semula  
24.051 desa

On 9 December 2009, the Director 
General of Post and Telecommunication 
issued Regulation of the Director General 
of Post and Telecommunication No. 260/
Dirjen/2009 regarding the Amendment 
of Regulation of the Director General of 
Post and Telecommunication No.247/
Dirjen/2008 regarding Telecommunication 
Universal Service Areas (WPUT), 
Contribution Cost for Universal Services 
Obligation(USO). Pursuant to this 
Regulation of the Director General of Post 
and Telecommunication, PT. Telkomsel was 
assigned with additional project to provide 
telecommunication access in 1,436 villages 
(6% of the contracted 24,051 villages). 
The obligation for PT. Telkomsel to provide 
telecommunication access which initially 
was as many as 24,051 villages.

B.	 Regulasi Pembiayaan Pembangunan 
Ict Dan Rencana Pembangunan 
Infrastruktur

B.	 Regulation Of Ict Development Funding 
And Infrastructure Development Plan

Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi 
terjadi secara signifikan antara wilayah Indonesia 
Bagian barat dan Timur dalam hal ketersediaan 
jaringan tulang punggung/backbone berbasis 
serat optik yang menghubungkan antar 
pulau-pulau utama di Indonesia. Kesenjangan 
infrastruktur juga terjadi pada ketiadaan ekstensi 
dan perpanjangan jaringan backbone utama ke 
kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia.

There is a significant divide of 
telecommunication infrastructure between the 
western and eastern parts of Indonesia, namely 
in terms of the availability of fiber optic-based 
backbone which connects Indonesian main 
islands. Infrastructure divide also occurs due to 
the lack of extension and main backbone network 
extension to the districts all over Indonesia.

Pemerintah telah mendorong penyelesaian 
terhadap kesenjangan infrastruktur backbone 
dengan menggelar program PALAPA RING 
yang dilaksanakan oleh konsorsium para 
penyelenggara telekomunikasi. Pada kenyataan 
konsorsium yang dibentuk tidak dapat secara 
efektif untuk melaksanakan pembangunan 
PALAPA RING, akibat orientasi bisnis para 
penyelenggara telekomunikasi yang lebih fokus 
pada peningkatan daya saing pada kompetisi 
pasar yang sangat ketat.

The Government has done its best to overcome 
such backbone infrastructure gap by deploying 
PALAPA RING program as carried out by the 
consortium for telecommunication provision. 
Unfortunately, the consortium formed was not 
able to effectively carry out the PALAPA RING 
development. This was so because the existing 
telecommunication providers were more focused 
on improving their market competitiveness in the 
tight market.
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Menyadari kondisi tersebut, Kementrian 
Komunikasi dan Informatika sejak awal 
tahun 2009 telah melakukan kajian tentang 
kemungkinan penggunaan konsep pembiayaan 
ICT Fund untuk melakukan pembangunan 
infrastruktur backbone utama (PALAPA RING) 
dan ekstensi kabupaten. Kajian terhadap 
kemungkinan penggunaan dana konsep ICT 
Fund dimaksud didasarkan pada pemikiran 
perlunya campur tangan pemerintah dalam 
bentuk kebijakan untuk pembangunan 
infrastruktur dimaksud. 

Consequently, the Ministry of Communication 
and Information Technology has since 2009 
been assessing the possibility of applying the 
ICT Fund financing concept to develop the main 
backbone infrastructure (PALAPA RING) and 
district extension. The studies of the possibility 
of using the ICT Fund concept was based on the 
idea of the Government intervention through the 
policy for such infrastructure development.

Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan 
serangkaian studi dan pembahasan untuk 
mewujudkan rencana pemanfaatan dana yang 
terkumpul melalui kontribusi USO agar dapat 
digunakan untuk pembiayaan proyek ICT, 
namun hingga akhir tahun 2010 belum dapat 
dihasilkan regulasi yang dapat dijadikan dasar 
pelaksanaan pembiayaan ICT. Tetapi sudah 
dapat dihasilkan konsep  regulasi pembiayaan 
ICT dan rencana pembangunan backbone serat 
optik nasional Palapa Ring yang dilengkapi 
dengan rencana biaya dan perhitungan 
kelayakan sehingga capaian dari indikator ini 
telah mencapai 50 %.

Throughout 2010, a series of studies and 
discussions were conducted to manifest the 
plan to utilize the funds collected through USO 
contribution to be used to finance the ICT project. 
However, until the end of 2010 no regulation was 
made which would have served as the basis to 
fund ICT. A draft regulation to fund ICT and the 
plan to build Palapa Ring national fiber optic 
backbone was made along with the estimated 
cost and feasibility studies. These were aimed at 
achieving 50% indicator.

Sedangkan tidak tercapainya 100 % 
dikarenakan adanya kebijaksanaan / regulasi 
yang harus mendapat persetujuan dari Menteri 
Keuangan.

The failure to achieve 100% indicator was 
due to the policy/regulation which had to obtain 
approval from the Minister of Finance.

Direncanakan pada tahun 2011 akan 
dilakukan pengesahan regulasi dan kemudian 
dapat dilakukan Studi Kelayakan secara 
mendetail yang akan digunakan sebagai dasar 
pengadaan proyek Palapa Ring. 

It has been planned that in 2011 the regulation 
will be legalized and a Feasibility Studies will be 
conducted in detail of which the results will serve 
as the basis of procuring Palapa Ring project.

C.	 Regulasi Penyediaan Internet Exchange C.	 Regulation On Providing Internet 
Exchange

Program Nusantara Internet Exchange ini 
merupakan salah satu dari program prioritas 
pembangunan nasional sesuai dengan Instruksi 
Presiden Nomor. 1 tahun 2010;

Nusantara Internet Exchange Program is one 
of the national development priority programs in 
compliance to the Presidential Instruction No. 1 
of 2010.

Distribusi trafik nasional yang tidak merata 
pada tiap daerah dan hanya terpusat di Jakarta 
serta konten yang terkonsentrasi di pusat 
dan tidak adanya exchange di luar Jakarta 
mengakibatkan  biaya trafik di luar Jakarta 
mejadi mahal.

The national telecommunication traffic has 
not been evenly distributed across the nation but 
is still concentrated in Jakarta, and the contents 
which are concentrated in the center and lack of 
exchanges outside Jakarta have made the traffic 
outside Jakarta become costly.
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Nusantara Internet Exchange memiliki tujuan 
antara lain sebagai berikut :

The Nusantara Internet Exchange among 
others has the following goals:

a.	 Mendistribusikan trafik internet Wilayah 
pelayanan Universal Telekomunikasi; trafik 
nasional dan internasional;

b.	 Mengurangi ketergantungan ke Jakarta;
c.	 Meningkatkan pertumbuhan konten di 

lokal;
d.	 Meningkatkan QoS layanan di daerah;
e.	 Meningkatkan kecepatan layanan 

internet;
f.	 Mengefisiensikan routing trafik internet;
g.	 Mengurangi biaya pengiriman trafik 

nasional dan internasional

a.	 Distribute internet traffic to the Universal 
Telecommunication service areas; national 
and international traffic.

b.	 Reduce dependency to Jakarta;
c.	 Increase the content growth domestically;

d.	 Improve QoS services in the regions;
e.	 Increase internet service speed;

f.	 Make the internet traffic routing efficient
g.	 Decrease the transmission costs of the 

national and international traffic.

Untuk mendukung pelaksanan penyediaan 
Internet Exchange  dan sebagai landasan 
hukum bagi pelaksanaan kegitan Nusantara 
Internet Exchage (NIX) maka pemerintah 
melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika menerbitkan Peraturan Nomor : 21/
PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan 
Nusantara Internet Exchange untuk layanan 
Internet pada Wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi Internet Kecamatan.

To support the Internet Exchange 
provision and serve as the legal basis for the 
implementation of Nusantara Internet Exchange 
(NIX), the Government through Regulation of 
the Minister of Communication and Information 
Technology issued Regulation No. 21/PERM/M.
KOMINFO/12/2010 regarding the Provision of 
Nusantara Internet Exchange for Internet services 
in Universal Internet Telecommunication Service 
Areas in Subdistricts.

C. BIDANG FREKUENSI C. FREQUENCY SERVICES

1.	 Layanan  Pentarifan Spektrum 
Frekuensi Radio Yang Berbasis Pita 
Frekuensi Radio

1.	 Setting The Tariff For Radio Frequency 
Spectrum Service Based On Radio 
Frequency Band

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi 
Radio adalah bagian dari pungutan 
PNBP  (Pendapatan Negara Bukan Pajak) 
yang berlaku di Kementerian Kominfo 
sebagaimana diatur dalam PP No. 7 
Tahun 2009 tentang PNBP Yang Berlaku di 
Departemen Kominfo, yang meliputi BHP 
untuk Izin Stasiun Radio dan BHP untuk Izin 
Pita Spektrum Frekuensi Radio. 

The Licensing Fee of Radio Frequency 
Spectrum (BHP) is part of Non-Tax State 
Income (PNPB) which is applicable in the 
Ministry of Communication and Information 
Technology in accordance with Government 
Regulation No. 7 of 2009 concerning Non-
Tax State Income(PNPB) which apply in the 
Ministry of Communication and Information 
Technology comprise The License Fee of 
Radio Frequency Spectrum for Radio Station 
License and the License Fee of Radio 
Frequency Spectrum for Radio Frequency 
Spectrum Band License.

Ketentuan tersebut telah diubah melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Tarif dan Tarif atas Jenis Penyelenggaraan 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 
Komunikasi dan Informatika

The above regulation has been amended 
with Government Regulation No. 76 of 2010 
regarding the Amendment of Government 
Regulation No. 7 of 2009 regarding Types 
and Tariffs of the Kinds of Non-Tax State 
Income applicable at the Department of 
Communication and Information Technology.
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Dalam penyusunan rancangan BHP 
Pita ini sudah dikonsultasikan pada publik 
dan para penyelenggara telekomunikasi 
dan  dimaksudkan untuk mengatasi 
masalah penghitungan BHP Frekuensi 
Radio yang akhir-akhir ini dianggap kurang 
proporsional, mengingat semula dikenakan 
BHP berdasarkan penggunaan tiap 
kanal frekuensi dalam setiap Izin Stasiun 
Radio (BHP ISR) menjadi dikenakan BHP 
berdasarkan alokasi penggunaan lebar pita  
(BHP Pita), 

The drafting of this has been made 
through consultation with the public and 
telecommunication operators, and was 
aimed to overcome the The Licensing Fee 
of Radio Frequency Spectrum was lately 
considered not proportional. In the past 
the The Licensing Fee of Radio Frequency 
Spectrum was calculated based on the use 
of each frequency canal through each Radio 
Station License (BHP ISR). The policy has 
been changed by imposing Licensing Fee 
of Radio Frequency Spectrum based on the 
broadband use allocation (BHP Pita). 

BHP Pita tersebut akan diberlakukan 
untuk penyelenggara seluler dan FWA (Fixed 
Wireless Access). 

This License Fee of Radio Frequency 
Spectrum for Radio Freq uency Spectrum 
Band License will now be imposed on the 
operators providing cellular and Fixed Wireless 
Access (FWA) services.

Proposal to Amend Government Regulation No. 7 of 2009

Tujuan kebijakan pengenaan kewajiban 
BHP frekuensi berdasarkan BHP Pita adalah: 
mendorong percepatan dan pemerataan 
pembangunan serta  peningkatan  kualitas 
layanan telekomunikasi ke seluruh lapisan 
masyarakat; meningkatkan kepatuhan 
pemegang hak spektrum frekuensi secara 
optimal yang dapat menghilangkan penggunaan 
secara ilegal. 

The policy for imposing License Fee of 
Radio Frequency Spectrum for Radio Frequency 
Spectrum Band License is aimed at accelerating 
and distributing the developments and 
improvements of telecommunication service 
quality to all community levels; step up maximum 
compliance of the frequency spectrum right 
holders. By doing so, illegal use of frequency 
spectrum may be eliminated.

2.	 Alokasi Kanal Frekuensi Radio Untuk 
Penyelenggaraan Radio Siaran Am

2.	 Allocation Of Radio Frequency Canal For 
Am Radio Broadcast

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 
inventarisasi penggunaan frekuensi radio untuk 
penyelenggaraan radio siaran AM baik yang 
telah memiliki ISR maupun belum memiliki ISR.

In 2010,  an inventory of radio frequency 
use was carried out for AM radio broadcasting, 
for radio stations already owning ISR and those 
which have not.
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Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar 
untuk membuat pemetaan kanal (allotment) 
frekuensi radio siaran AM di setiap wilayah 
layanan seluruh Indonesia yang disusun 
berdasarkan evaluasi yang komprehensif 
antara hasil simulasi dengan menggunakan 
tools software dan hasil verifikasi di lapangan.

The result of such inventory will serve as the 
basis to map out the radio frequency canals 
(allotment) for AM radio broadcast in all service 
areas throughout Indonesia. The allotment was 
made according to the comprehensive evaluation, 
among others simulation outcome using software 
tools and results of field verification.

Hasil dari kegiatan ini telah disusun Draft 
rancangan Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika tentang Penggunaan 
Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan 
Penyelenggaraan Radio Siaran AM (Amplitudo 
Modulation). Dalam draft tersebut juga diatur 
antara lain: ketentuan teknis dan ketentuan 
penyelenggaraan radio siaran AM yang 
dilengkapi dengan pemetaan kanal frekuensi 
radio siaran AM merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari draft rancangan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

The results of these activities were then 
used to draft Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology 
on the Use of Radio Frequency Spectrum 
for AM Radio Broadcast. This draft regulation 
among others addresses technical provisions 
and AM radio broadcast accompanied with AM 
radio frequency canal mapping, which serves 
as inseparable part of such draft Regulation of 
the Minister of Communication and Information 
Technology.

3.	 Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio 3.	 Radio Frequency Licensing Service

Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi 
radio telah mengadakan kegiatan Evaluasi 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2000 guna meningkatkan kualitas 
pelayanan perizinan frekuensi radio serta 
mengefisienkan proses prosedur pelayanan 
perizinan dengan indikator sasaran waktu 
pelayanan yang dibutuhkan menjadi kurang 
dari 44 hari (KEP DIRJEN POSTEL 155/
DIRJEN/2005).  Hasil dari kegiatan ini terlihat 
dari rekapitulasi waktu rata-rata yang dibutuhkan 
untuk proses perizinan penggunaan spektrum 
frekuensi radio mulai dari tahapan data entry 
sampai dengan cetak izin dan SPP yang 
dipantau sejak bulan Januari s.d. Desember 
2010 membutuhkan waktu maksimal 42 hari.

The Directorate of Radio Frequency Spectrum 
Management has conducted the Evaluation of 
ISO 9001:2000 Quality Management System 
Application aimed at improving the radio 
frequency licensing service quality and making the 
licensing service procedure efficient. This will be 
achieved by making the servicing time less than 
44 days (DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL 
OF POST AND TELECOMMUNICATION NO.155/
DIRJEN/2005). The results of this activity are 
evident from the recapitulation of average time 
need to process the radio frequency spectrum 
licenses from data entry until, Notice of Payment 
printing which has been monitored from January 
to December 2010. The process requires 
maximum 42 days.

D.	 BIDANG STANDARDISASI D.	 STANDARDIZATION FIELD

1.	 Acuan Teknis Pelayanan Sertifikasi 
Alat Dan Perangkat Telekomunikasi 
Tipe Tertentu

1.	 Technical Reference Of 
Telecommunication Equipment And 
Devices Certification Of Certain 
Types

Direktorat Standardisasi menyusun 
acuan teknis sebagai acuan pengujian 
di balai pengujian dan bagi vendor 
sebagai acuan standar alat dan perangkat 
telekomunikasi yang akan beredar di 
Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Proses penyusunan ini 
melibatkan berbagai instansi terkait seperti 
Stakeholder, Regulator, BPPT, BSN dan 
lain-lain melalui rapat maupun konsultasi 
publik. 

The Directorate of Standardization has drafted 
technical reference as the testing reference in the 
testing center, and for the vendors as standard 
reference for telecommunication equipment 
and devices which will be distributed across 
Indonesia. This compilation process will involve 
relevant parties, such as the Stakeholders, 
Regulators, the Agency for the Assessment 
and Application of Technology (BPPT), National 
Standardization Agency (BSN) through meetings 
and public consultations.
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Peraturan Direktur Jenderal tersebut 
dimaksudkan sebagai acuan teknis, peraturan 
tersebut antara lain :

This Director General’s Regulation is aimed 
at serving as technical reference, among others, 
as follows:

1.	 Internet Protocol Private Branch Exchange
2.	 Media Converter
3.	 Key Telephon System 
4.	 Digital Log Carier
5.	 Broadband Wireless Acess
6.	 Mobile Satelit
7.	 INMARSAT

1.  Internet Protocol Private branch Exchange
2.  Media Converter
3.  Key Telephone System
4.  Digital Log Carrier
5.  Broadband Wireless Access
6.  Mobile Satellite
7.  INMARSAT

2.	 Bertambahnya Layanan Pengujian Yang 
Ada Di Balai Besar Pengujian Perangkat 
Telekomunikasi

2.	 Adding Services To The Existing 
Testing Service At The Center  Of 
Telecommunication Equipment Testing 
Laboratory

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan 
ISO 17025-2005 Balai Besar Pengujian Perangkat 
Telekomunikasi (BBPPT) memandang perlu 
melakukan kegiatan Pemenuhan Akreditasi 
Laboratorium Kalibrasi agar dokumen sistem 
manajemen mutu dapat diimplementasikan 
laboratorium kalibrasi,sehingga proses 
akreditasi laboratorium kalibrasi dapat berjalan 
dengan lancar.

As regulated under ISO 17025-2005 provision, 
the Center  of Telecommunication Equipment 
Testing Laboratory (BBPPT) deems it necessary 
to fulfill the Calibration Lab Accreditation activity 
in such a way that the quality management 
system document may be implemented by the 
calibration lab. In this way, the calibration lab 
accreditation process will be smooth.

Untuk memperluas ruang lingkup layanan 
di bidang pengujian dan sebagai penyandang 
akreditasi ISO 17025 : 2005 dalam bidang 
pengujian perangkat telekomunikasi, maka 
sebelum laboratorium kalibrasi diakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Balai 
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi 
terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan 
yang ditetapkan oleh KAN disamping beberapa 
dokumen penting yanitu Panduan Mutu, 
Instruksi Kerja Kalibrasi, Calibration Data dan 
Lembar Kerja Kalibrasi.

To broaden the service scope in testing and 
as the holder of ISO 17025-2005 accreditation 
holder in testing telecommunication devices, 
before the calibration lab is accredited by the 
National Accreditation Committee (KAN), the 
Center  of Telecommunication Equipment Testing 
Laboratory must first of all meet the prerequisites 
as set by the National Accreditation Committee 
(KAN), apart from several important documents, 
namely Quality Guidelines, Calibration Working 
Instructions, Calibration Data and Calibration 
Worksheet.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini 
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, 
antara lain :

To carry out this activity, there are prerequisites 
to meet, among others:

1.	 Formulir Permohonan Akreditasi (FPA 03.01b 
Rev.1), yang terdiri dari :
a.	 Form B! (Ruang lingkup untuk 

Laboratorium Kalibrasi)
b.	 Form B2 (Uncertainty Budget)
c.	 CV calon penandatangan sertifikat 

kalibrasi

1.	 Accreditation Application Form (FPA 
03.01b Rev.1) comprising:
a. Form B1 (Scope for Calibration Lab)
b. Form B2 (Uncertain Budget)
c. CVs of prospective signatories of calibration 

certificates.
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2.	 Formulir Daftar Periksa Kesesuaian 
Terhadap ISO/IEC 17025 (FPA 03.02b 
Rev.2)

3.	 Panduan mutu terkendali
4.	 Legalitas Hukum 
5.	 Organisasi
6.	 Bukti ketelusuran pengukuran
7.	 Bukti pelaksanaan audit internal
8.	 Bukti pelaksanaan kaji ulang 

manajemen
9.	 Bukti pelaksanaan jaminan mutu hasil 

pengujian/kalibrasi

2.	 Checklist of Compliance to ISO/IEC 
17025 (FPA 03.02b Rev.2)

3.	 Quality control guidelines
4.	 Legality Aspects
5.	 Organization
6.	 Measurement detection proof
7.	 Internal audit execution proof
8.	 Management re-assessment proof

9.	 Calibration result quality assurance 
proof

Dari hasil persyaratan tersebut di atas, Balai 
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi 
telah menyusun dokumen sesuai kebutuhan 
yang dipersyaratkan, yaitu :

Based on such prerequisites, The Center  
of Telecommunication Equipment Testing 
Laboratory has compiled the following documents 
in accordance with the requirements, namely:

1.	 Form B1 mengenai ruang lingkup untuk 
laboratorium kalibrasi, Balai Besar 
Pengujian Perangkat Telekomunikasi 
(BBPPT) telah menyusun dokumen yang 
dimaksud yang terdiri dari jenis alat yang 
dikalibrasi, besaran yang diukur, rentang 
ukur, kemampuan pengukuran terbaik, 
metode kalibrasi,standar,peralatan utama 
dan alat bantu,identitas dan spesifikasi 
standar acuan,standar kerja,peralatan 
utama dan alat bantu, sumber ketertelusuran 
pengukuran, interval kalibrasi,tanggal 
kalibrasi terakhir,akomodasi dan kondisi 
lingkungan,personil yang bertanggung 
jawab, pengendalian mutu dan pengecekan 
antara, interval pengendalian mutu.

1.	 B1 Form concerning the scope for calibration 
lab, the Center  of Telecommunication 
Equipment Testing Laboratory has compiled the 
said document containing types of calibrated 
devices, volume measured, measurement 
range, best measurement ability, calibration 
method, standards, main equipment and 
support equipment, identity and specification 
of reference standards, working standards, 
main equipment and support equipment, 
measurement tracking sources, calibration 
interval, most recent calibration date, 
accommodation and environmental condition, 
responsible officers, quality control and interval 
checking, quality control interval.

2.	 Form B2 mengenai uncertainty budget 
sebagai pendukung klaim CMC Balai Besar 
Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) 
telah menyusun dokumen dimaksud yang 
terdiri dari besaran yang diukur,jenis alat yang 
dikalibrasi,standar yang digunakan,metode 
matematis pengukuran, rentang ukur, dan 
ketidakpastian bentangan (BMC).

2.	 B2 Form concerning uncertainty budget as 
CMC claim. The Center  of Telecommunication 
Equipment Testing Laboratory has compiled 
the said document containing volume 
measured, type of calibrated equipment, 
standard applied, measurement mathematical 
method, measurement range, expanded 
uncertainty (BMC).

3.	 Instruksi Kerja metode kalibrasi untuk masing-
masing alat ukur yang dikalibrasi.

3.	 Calibration method working instructions for the 
respective calibrated measurement devices.

4.	 Lembar Kerja kalibrasi untuk masing-masing 
alat ukur yang dikalibrasi

4.	 Calibration worksheet for the respective 
calibrated measurement devices.

5.	 Calibration data untuk masing-masing alat 
ukur yang dikalibrasi.

5.	 Calibration data for the respective calibrated 
measurement devices.

Sehubungan dengan hal tersebut  Komite 
Akreditasi Nasional (KAN) telah melakukan 
asesmen kepada BBPPT dan dari hasil asesmen 
tersebut akan dilakukan evaluasi dan diterbitkan 
sertifkat akreditasi laboratorium kalibrasi.

National Accreditation Committee (KAN) has 
been assessed BBPPT. The assessment’s result 
is used as an evaluation for issuing accreditation 
certificate  to BBPPT to serve as an calibration 
laboratory.
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E.	 PERATURAN BIDANG POS 
DAN TELEKOMUNIKASI YANG 
DITETAPKAN SELAMA TAHUN 2010

E.	 REGULATIONS ON POST AND 
TELECOMMUNICATION ISSUED IN 
2010

Dalam rangka mendukung kebijakan 
penyelenggaraan bidang Pos dan 
Telekomunikasi yang tansparan dan akuntabel, 
maka selama tahun 2010 Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan 
beberapa kebijakan antara lain: Peraturan 
Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas jenis 
Penerimaan Negara; Peraturan Menteri yang 
terdiri dari 1 (satu) peraturan bidang Pos,  8 
(delapan) peraturan bidang Telekomunikasi, 
4 (empat) peraturan  bidang Pengelolaan 
Frekuensi dan 1 (satu) peraturan bidang 
Standardisasi; Keputusan Menteri 1 (satu) 
buah  bidang Frekuensi dan untuk Peraturan 
Dirjen Postel telah menerbitkan 10 (sepuluh) 
Peraturan bidang Standardisasi, sedangkan 
untuk Keputusan Dirjen telah diterbitkan 1 (satu) 
keputusan Dirjen Postel mengenai Penetapan 
Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal 
(KPCLU) penerima Dana Penyelenggaraan 
Layanan Pos Universal Tahun 2010.  Untuk 
jelasnya mengenai peraturan-peraturan 
dimaksud dapat dilihat pada matrik dibawah 
ini :  

To support the policies for providing Postal and 
Telecommunication services which are transparent 
and accountable, in 2010 the Directorate General 
of Post and Telecommunication stipulated 
several policies, among others: Government 
Regulation regarding Types and Tariffs of State 
Revenues; Minister Regulations on Postal 
services (1), Telecommunication services (8), 
Frequency Management (4), and Standardization 
(1); Minister Regulation on Frequency (1) and 
Regulations of the Directorate General of Post 
and Telecommunication on Standardization 
(10), as well as Decree of the Directorate 
General of Post and Telecommunication which 
stipulates the opening of Post Branch Offices to 
serve Universal Postal Services (KPCLU) which 
received Universal Postal Service Fund in 2010. 
The above regulations and decrees are found in 
the matrix below:

MATRIK PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TAHUN 2010

MATRIX OF LAWS AND REGULATIONS OF 
2010

JENIS 
PERATURAN

JUDUL PERATURAN KETERANGAN TYPE OF 
REGULATION

TITLE OF REGULATION REMARK

UNDANG-
UNDANG

LAWS

PERATURAN 
PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 76 
Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Komunikasi Dan Informatika

GOVERNMENT 
REGULATION

Government Regulation No. 76 of 
2010 regarding the Amendment 
of Government Regulation No. 
7 of 2009 regarding the Types 
and Tariffs of Non-Tax State 
Revenues in the Ministry of 
Communication and Information 
Technology 

PERATURAN 
MENTERI

1.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 01/PER/M.
KOMINFO/01/2010 Tentang 
Penyelenggaraan Jaringan 
Telekomunikasi.

Direktorat 
Telekomunikasi
 

MINISTER 
REGULATION

1. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 01/PER/M.
KOMINFO/01/2010 regarding 
Telecommunication Services

Directorate of 
Telecommunication

PERATURAN 
MENTERI

2.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 03/PER/M.
KOMINFO/02/2010 Tentang 
Perubahan atas peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
: 32/PER/M.Kominfo/10/2008 
tentang Kewajiban pelayanan 
Universal Telekomunikasi.

Direktorat 
Telekomunikasi

MINISTER 
REGULATION

2.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 03/PER/M.
KOMINFO/02/2010 regarding 
the Amendment of Regulation of 
the Minister of Communication 
and Information Technology No. 
32/PER/M.KOMINFO/10/2008 
regarding Mandatory Universal 
Telecommunication Services.

3.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 06/PER/M.
KOMINFO/05/2010 Tentang 
Layanan Pos Universal 

Direktorat Pos 3.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology technology No. 
06/PER/M.KOMINFO/05/2010 
regarding Universal Postal 
Services
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4.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 09/PER/M.
KOMINFO/06/2010 Tentang 
Perubahan keenam atas keputusan 
menteri perhubungan nomor: KM. 
4 tahun 2001 tentang Penetapan 
Rencana dasar teknis nasional 
2000 (fundamental technical plan 
national 2000) Pembangunan 
Telekomunikasi Nasional.

Direktorat 
Telekomunikasi

4.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 09/PER/M.
KOMINFO/06/2010 regarding 
the Sixth Amendment of 
Decree of the Minister of 
Communication No. KM.4 of 
2001 concerning the Stipulation 
of National Fundamental 
Technical Plan of 2000 of the 
National Telecommunication 
Development.

5.	 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 13/
PER/M.KOMINFO/08/2010 
Tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 15 Tahun  2003 tentang 
Rencana Induk (master Plan) 
Frekuensi Radio Penyelenggaraan 
Telekomunikasi Khusus untuk 
Keperluan Radio Siaran FM 
(Frequency Modulation).

Direktorat 
Frekuensi

5.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 13/PER/M.
KOMINFO/08/2010 regarding 
the Second Amendment of 
the Minister of Communication 
and Information Technology 
No. KM.15 of 2003 concerning 
the Master Plan of Radio 
Frequency to Provide Special 
Telecommunication for FM 
(Frequency Modulation) Radio 
Broadcast Purpose.

6.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 14/PER/M.
KOMINFO/09/2010 tentang 
Tata Cara Penilaian Pencapaian 
Tingkat Komponen Dalam Negeri 
Belanja Operasional (Operational 
Expenditure/OPEX) pada 
penyelenggaraan Telekomunikasi.

Direktorat 
Standardisasi

6.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 14/PER/M.
KOMINFO/09/2010 regarding 
the Procedure to Assess the 
Domestic Component Usage 
Level of Achievement in the 
Operational Expenditure 
(OPEX) while providing 
Telecommunication services.

7.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 16/PER/M.
KOMINFO/10/2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 
tentang Pengamanan Pemanfaatan 
Jaringan Telekomunikasi Berbasis 
Protokol Internet;

Direktorat 
Telekomunikasi

7.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 16/PER/M.
KOMINFO/10/2010 regarding 
the Amendment of the Minister 
of Communication and 
InformationTechnology  No.26/
PER/M.KOMINFO/5/2007 on the 
Securing of Internet Protocol-
Based Telecommunication 
Network Utilization;

8.	 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 18/
PER/M.KOMINFO/11/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Penyedia dan Pengelola 
Pembiayaan Telekomunikasi dan 
Informatika.

Direktorat 
Telekomunikasi

8.	 Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 18/PER/M.
KOMINFO/11/2010 regarding 
the Organization and Procedure 
of Agency responsible for 
providing and administering the 
Funding for Telecommunication 
and Information Services.

PERATURAN 
MENTERI

9.	 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 19/
PER/M.KOMINFO/12/2010 
tentang Perubahan atas 
Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 48/PER/M.
KOMINFO/09/2010 tentang 
Penyediaan Jasa Akses Internet 
pada Wilayah Pelayanan 
Universal Telekomunikasi Internet 
Kecamatan;

Direktorat 
Telekomunikasi

MINISTER 
REGULATION

9. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 19/PER/M.
KOMINFO/12/2010 regarding 
the Amendment of the Minister 
of Communication and 
Information Technology No. 
48/PER/M.KOMINFO/09/2010 
regarding Providing Internet 
Service Access in Universal 
Internet Telecommunication 
Service Areas for Subdistricts;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 20/PER/M.
KOMINFO/12/2010 tentang 
Sistem Informasi Manajemen 
dan Monitoring Layanan Internet 
Kecamatan;

Direktorat 
Telekomunikasi

10. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 20/PER/M.
KOMINFO/12/2010 regarding 
Management Information 
System and Internet Service 
Monitoring in Subdistricts;
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11.	Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 21/
PER/M.KOMINFO/12/2010 
tentang Penyediaan Nusantara 
Internet Exchange untuk Layanan 
Internet pada Wilayah Pelayanan 
Universal Telekomunikasi Internet 
Kecamatan;

Direktorat 
Telekomunikasi

11. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 21/PER/M.
KOMINFO/12/2010 regarding 
the Provision of Nusantara 
Internet Exchange in Universal 
Internet Telecommunication 
Service Areas for Subdistricts;

12. Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 25/
PER/M.KOMINFO/12/2010 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor : 29/PER/M.
KOMINFO/07/2009 tentang Tabel 
Alokasi Spektrum frekuensi Radio 
Indonesia.

Direktorat 
Pengelolaan 
Spekfrekrad

12. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 25/PER/M.
KOMINFO/12/2010 regarding 
the Second Amendment of 
Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 29/PER/M.
KOMINFO/07/2009 regarding 
the Table of Indonesian Radio 
Frequency Spectrum.

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 26/PER/M.
KOMINFO/12/2010 tentang 
Perencanaan Penggunaan Pita 
Frekuensi Radio (Band Plan) 
pada Pita Frekuensi Radio 300 
Mhz Untuk Sistem Komunikasi 
Radio Konvensional Dan Studio-
Transmitter Link;

Direktorat 
Pengelolaan 
Spekfrekrad

13. Regulation of the Minister 
of Communication and 
Information Technology No. 
26/PER/M.KOMINFO/12/2010 
regarding the Band Plan on 
300 Mhz Radio Frequency 
Band for Conventional Radio 
Communication System and 
Studio-Transmitter Link;

14.	Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 27/
PER/M.KOMINFO/12/2010 
tentang Pengalihan urusan 
proses,penerbitan izin, dan

14. Regulation of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 27/PER/M.
KOMINFO/12/2010 regarding 
Delegating the processing, 
issuing permits and licenses, 
and

KEPUTUSAN
MENTERI

1.	 Keputusan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor: 03/KEP/M.
KOMINFO/01/2010 Tentang 
Penetapan Bank Indonesia Rate 
untuk perhitungan BHP Pita 
spektrum frekuensi radio 2,1 GHz 
untuk penyelenggaraan jaringan 
bergerak seluler Tahun 2010.

Direktorat
Frekuensi
 

MINISTERIAL 
DECREE

1.	 Decree of the Minister of 
Communication and Information 
Technology No. 27/KEP/M.
KOMINFO/01/2010 regarding 
the Use of Indonesian Central 
Bank Rate to calculate Cost of 
Using 2.1 GHz Radio Frequency 
Spectrum Band to provide 
cellular mobile network in 2010.

Directorate of 
Frequency

PERATURAN  
DIRJEN 
POSTEL

1.	 Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor 65 /
DIRJEN/2010 tentang Persyaratan 
teknis alat dan Perangkat Handset 
Iridium.

Ditstand REGULATION 
OF DIRECTOR 
GENERAL OF 
POST AND 
TELECOMMU-
NICATION

1.	 Regulation of the Director 
General of Communication 
and Information No.65/
DIRJEN/2010 regarding the 
Technical Requirements for 
Iridium Handset Equipment and 
Devices.

Directorate of 
Standardization 

2.    Peraturan  Direktur Jenderal 
pos dan telekomunikasi Nomor 
: 233DIRJEN/2010 tentang 
Persyaratan teknis Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi 
Broandband Wireless Access 
(BWA) pada pita frekuensi radio.

Ditstand 2.	 Regulation of the Director 
General of Communication 
and Information No.233/
DIRJEN/2010 regarding the 
Technical Requirements for 
Broadband Wireless Access 
(BWA) of Telecommunication 
Equipment and Devices for 
Radio Frequency Band.

Directorate of 
Standardization

3.  	 Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 306/
DIRJEN/2010 tentang Persyaratan 
Teknis alat dan Perangkat Terminal 
untuk Aplikasi Komunikasi Data 
Land Mobile Portable dan Aplikasi 
maritim dengan Menggunakan 
satelit Immarsat Generasi 4

Ditstand 3.	 Regulation of the Director 
General of Communication 
and Information No.306/
DIRJEN/2010 regarding the 
Technical Requirements for 
Terminal Equipment and 
Devices for the Application 
of Mobile Portable Land Data 
Communication and Maritime 
Application using the 4th 
Generation Immarsat Satellite 
Equipment and Devices.

Directorate of 
Standardization

4.   Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 370/
DIRJEN/2010 tentang Persyaratan 
Teknis alat dan Perangkat 
telekomunikasi untuk Pesawat 
Telepon Seluler Global Sistem for 
Mobile Communication (GSM).

Ditstand 4.	 Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.370/
DIRJEN/2010 regarding the 
Telecommunication Technical 
Requirements for Cellular 
Global System for Mobile 
Communication (GSM) 
Equipment and Devices.

Directorate of 
Standardization
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5.  	Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : Nomor 
82/Dirjen/2010 tentang Persyaratan 
teknis alat Dan perangkat 
telekomunikasi Media Gateway 
Controller, tanggal 19 Pebruari 
2010.

Direktorat Pos 5.  Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.82/
DIRJEN/2010 regarding the 
Telecommunication Technical 
Requirements for Media 
Gateway Controller Equipment 
and Devices, dated 19 February 
2010.

6.    Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 84/
Dirjen/2010 tentang persyaratan 
teknis alat Dan perangkat 
wavelength division multiplexing 
(WDM), tanggal 19 Pebruari 2010;

Ditstand Directorate of 
Standardization

7.	 Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 223/
Dirjen/2010 tentang persyaratan 
teknis alat Dan perangkat 
telekomunikasi Digital Loop Carrier 
(DLC), tanggal 29 Juni 2010;

Ditstand 7.   Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.223/
DIRJEN/2010 regarding the 
Telecommunication Technical 
Requirements for Digital Loop 
Carrier (DLC) Equipment and 
Devices, dated 29 June 2010;

Directorate of 
Standardization

8.	 Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 277/
DIrjen/2010 tentang persyaratan 
teknis alat Dan perangkat 
telekomunikasi Key Telephone 
Sistem (KTS), tanggal 16 Agustus 
2010;

Ditstand 8.   Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.227/
DIRJEN/2010 regarding 
the Telecommunication 
Technical Requirements for 
Key Telephone System (KTS) 
Equipment and Devices, dated 
16 August 2010;

Directorate of 
Standardization

9.	 Peraturan  Direktur Jenderal 
pos dan telekomunikasi Nomor 
: 313/Dirjen/2010 tentang 
Pengelompokkan alat Dan 
perangkat telekomunikasi untuk 
keperluan sertifikasi, tanggal 30 
September 2010;

Ditstand 8.   Regulation of the Director 
General of No.313/
DIRJEN/2010 regarding the 
Grouping of Telecommunication 
Equipment and Devices for 
Certification Purpose, dated 30 
September 2010;

Directorate of 
Standardization

10.	Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 382/
DIrjen/2010 tentang Persyaratan 
teknis  alat Dan perangkat 
telekomunikasi IP PBX, tanggal 25 
Nopember 2010;

Ditstand 10. Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.382/
DIRJEN/2010 regarding 
the Grouping of Technical 
Requirements for IP PBX 
Telecommunication Equipment 
and Devices, dated 25 
November 2010;

Directorate of 
Standardization

11.	Peraturan  Direktur Jenderal pos 
dan telekomunikasi Nomor : 397/
DIrjen/2010 tentang Persyaratan 
teknis alat Dan perangkat 
telekomunikasi Media Converter, 30 
Nopember 2010;h

Ditstand 11. Regulation of the Director 
General of Post and 
Telecommunication No.397/
DIRJEN/2010 regarding the 
Technical Requirements 
for Media Converter 
Telecommunication Equipment 
and Devices, dated 30 
November 2010;

Directorate of 
Standardization

KEPDIR 1.	 Keputusan  Direktur Jenderal Pos 
dan telekomunikasi Nomor : 227/
DIRJEN/DFIRJEN/2010 tentang 
Penetapan Kantor Pos Cabang 
Layanan Pos Universal (KPCLU) 
Penerima Dana Penyelenggaraan  
Layanan Pos Universal Tahun 2010.

DECREE 
OF THE 
DIRECTOR 
GENERAL

1. Decree of the Director General 
of Post and Telecommunication 
No.227/DIRJEN/DFIRJEN/2010 
regarding the Opening of 
Branch Post Offices to serve 
Universal Postal Service 
(KPCLU) which receives 
Universal Postal Service Fund 
of 2010.
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BAB III  CHAPTER III
PROGRAM KERJA STRATEGIS STRATEGIC ACTION 
DAN PENCAPAIAN AND ACCOMPLISHMENT 

A.	 PROGRAM KERJA STRATEGIS

1. BIDANG POS

A.   STRATEGIC ACTION PLANS 
      
       1. POSTAL SERVICES

Verifikasi Layanan Pos Universal TA a.	
2010
Penertiban Penyelenggara Jasa Titipanb.	
Forum  Koordinasi Pembinaan c.	
Penyelenggaraan Industri Perposan 
Penyusunan Peraturan Bersama  dengan  d.	
Badan Karantina Pertanian
Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan e.	
Prangko
Pembinaan Filateli Nasionalf.	

a.  Verification of Universal Postal Service of 
Budget Year 2010

b.  Law enforcement on the Courier Service 
Operators

c.  Coordination Forum for Enhancing Postal 
Service Operators

d. Drafting Joint Regulations with the 
Agricultural Quarantine Agency

e. National Working Group for Postage 
Stamp Issuance

f.  National Philately Supervision

2.	 BIDANG TELEKOMUNIKASI

Pelaksanaan ID-SIRTIIa.	
Pengukuran kinerja jaringan b.	
penyelenggara jaringan bergerak seluler 
dan jaringan tetap lokal tanpa kabel 
dengan mobilitas terbatas berbasis 
GSM dan CDMA
	Penyediaan National Internet Exchange c.	
di ibukota propinsi
Penyusunan regulasi tentang d.	
pembiayaan dan rencana pembangunan 
infrastruktur ICT
Koordinasi Terpadu Interdep Dalam e.	
Rangka Mendukung Pelaksanaan 
Kewajiban USO

        2.  TELECOMMUNICATION SERVICES

a.	 Execution of ID-SIRTII
b. Measuring the network performance of 

cellular mobil network and wireless local 
fixed network operators with GSM and 
CDMA-based limited mobility

c.	 Provision of National Internet Exchange 
in provincial capital cities

d.	 Drafting regulations on the funding and 
plan to build ICT infrastructure.

e.	 Inter-Ministry Integrated Coordination 
to Support Mandatory USO 
Implementation.

3.	 BIDANG FREKUENSI

 Merencanakan dan mengimplementasikan 1)
spektrum frekuensi radio untuk 
pembangunan sarana dan prasarana 
(jaringan dan jasa) telekomunikasi bagi 
kepentingan masyarakat (seperti Seluler, 
FWA, BWA, Microwave Link, dan Sattelite 
Link)

	 Memfasilitasikan spektrum frekuensi radio 2)
untuk keperluan layanan khusus (seperti 
Amatir Radio, Pertahanan dan Keamanan, 
Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, 
Emergensi dan Keselamatan, Dinas 
Penerbangan dan Dinas Maritim, Radio/ 
TVSiaran, dan Telekomunikasi Khusus 
lainnya).

           3.  FREQUENCY SERVICES

1) Plan and implement radio frequency 
spectrum for telecommunication means 
and facilities construction (network and 
services) for the public (such as Cellular, 
FWA, BWA, Microwave Link, and Satellite 
Link)

2) Facilitate radio frequency spectrum 
for special services (such as Amateur 
Radio Stations, Defense and Security, 
Government Institutions, Private 
Companies, Emergency and Safety, 
Aviation Service and Maritime Service, 
Radio/TV Broadcast, and other Special 
Telecommunication).
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	 Merumuskan kebijakan dan peraturan 3)
perundang-undangan dalam rangka 
mendorong peningkatan akses informasi 
dan kemudahan masyarakat dalam 
mendapatkan layanan telekomunikasi, 
melalui pengelolaan spektrum frekuensi 
radio yang lebih transparan dan tertib

  Perkuatan manajemen spektrum frekuensi 4)
radio dalam proses perencanaan spektrum 
frekuensi radio, dalam prosedur dan 
pelayanan perizinan, dalam pengawasan 
dan pengendalian (UPT), dalam organisasi 
dan SDM, serta memantapkan Sistem 
Otomatisasi Manajemen Spektrum 
Frekuensi Radio (SIMF).

3) Formulate the policies and laws and 
regulations to improve information 
access and public convenience to obtain 
telecommunication services through 
radio frequency spectrum management 
which is more transparent and orderly.

4) Strengthen radio frequency spectrum 
management in planning radio frequency 
spectrum in terms of its procedure 
and licensing, supervision and control 
(Integrated Service Unit), organization 
and manpower, and enhance the Radio 
Frequency Spectrum Management 
Automation (SIMF).

4.	 BIDANG STANDARDISASI 

Penertiban Terpadu Alat/Prangkat 1.	
Telekomunikasi Tahun 2010
Penyusunan/Perumusan Sistem dan 2.	
Prosedur Teknis;
Program Lanjutan Dukungan & 3.	
Pengembangan Produk Telekomuniaksi
Pelaksanaan Verifikasi Penggunaan 4.	
TKDN terhadap CAPEX Penyelenggara 
Jasa Telekomunikasi

4.	 STANDARDIZATION SERVICES

Integrated Curbing of Telecommunication 1.	
Equipment and Devices in 2010
	Compile/Formulate the System and 2.	
Technical Procedure;
Program of Continuous Support 3.	
& Telecommunication Product 
Development
	Verify the use of Domestic 4.	
Components (TKDN) for the CAPEX of 
Telecommunication Service Provision

5.	 BIDANG TELEKOMUNIKASI 
PERDESAAN

Penyediaan akses telekomunikasi dan a.	
informatika perdesaan KPU/USO
Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan b.	
Internet Kecamatan 

5.	 RURAL TELECOMMUNICATION

Provide access to USO rural a.	
telecommunication and information
	Provide Access Service to Subdistrict b.	
Internet Service Center

B.	PENCAPAIAN PELAKSANAAN 
	 KEGIATAN

B.  ACHIEVEMENT OF ACTIVITY   
      EXECUTION

1.	 BIDANG POS     1.  POSTAL SERVICE

a.	 Verifikasi Layanan Pos Universal TA 2010 a. Verify Universal Postal Service of Budget Year 
2010

Pada tahun 2010 pemberian dana 
kompensasi Layanan Pos Universal di 2.363 
Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal 
(KPC LPU) yang tidak layak secara usaha.

In 2010, the compensation funds for 
Universal Postal Services were disbursed 
to 2,363 Universal Postal Services Sub-
Branch Post Offices (KPC LPU) which were 
not feasible from business point of view.

Sasaran kegiatan verifikasi adalah untuk 
melaksanakan pencocokan atas Biaya, 
Pendapatan dan Kerugian penyelenggaraan 
Layanan Pos Universal oleh KPC LPU yang 
mendapat penugasan dari Pemerintah.

The verification was aimed at matching 
the Cost, Revenue and Losses of Universal 
Postal Service operation by Universal Postal 
Service Sub-Branch Post Offices (KPC LPU) 
which was assigned by the Government.
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Verifikasi Layanan Pos Universal 
dilaksanakan secara uji petik pada 11 
Kantor Wilayah Usaha Pos, dimana 
terdapat 11 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) 
dan setiap KPRK rata-rata dilakukan uji 
petik ke 8 KPC LPU.

The Universal Postal Services verification 
was carried out through spot checks in 11 
Postal Service Regional Offices, where there 
are 11 Supervising Post Offices (KPRK) and 
each KPRK is responsible for conducting 
spot checks for 8 Universal Postal Service 
Sub-Branch Post Offices (KPC LPU). 

Pelaksanaan verifikasi meliputi 
penerapan prosedur analitik, observasi 
fisik, wawancara, dan kebenaran data 
pelaporan periodik triwulanan. 

The verification includes analytical 
procedure application, physical observation, 
interviews, and accuracy of the quarterly 
periodic report data.

Verifikasi Dokumen dengan 
melaksanakan verifikasi data laporan dari 
2.363 KPC LPU yang mendapat dana 
kompensasi Layanan Pos Universal dan 
ada dalam perjanjian/kontrak.

The Document Verification was 
conducted through report data verification 
of 2,363 Universal Postal Service Sub-
Branch Post Offices (KPC LPU) which have 
received compensation funds conducting 
Universal Postal Services as contained in 
the agreement/contract.

Sejalan dengan Keputusan Menteri 
BUMN No.KEP-101/MBU/2002 dimaksud, 
PT. Pos Indonesia (Persero) mengajukan 
kepada Pemerintah dana Penyelenggaraan 
Layanan Pos Universal Tahun Anggaran 
2010 sebesar Rp. 255 milyar, dan 
telah disetujui oleh pemerintah untuk 
mendapatkan dana Penyelenggaraan 
sebesar Rp. 175 milyar, sesuai dengan isi 
Perjanjian Kerja Pelaksanaan Layanan Pos 
Universal Tahun Anggaran 2010 Nomor 
1556/SPK/DJPT.2/KOMINFO/7/2010 dan 
Nomor : PKS101/DIROPRATLOG/0710 
Tanggal 13 Juli Tahun 2010.

In line with Decree of the State-Owned 
Enterprises No. KEP-101/MBU/2002, PT. 
Pos Indonesia (public enterprise) requested 
the fund to conduct Universal Postal 
Services of Budget Year 2010 amounting 
to Rp225 billion. The Government granted 
the request and  disbursed Rp175 billion 
pursuant to the Universal Postal Service 
Execution Agreement of Budget Year 2010 
No.1556/SPK/DJPT.2/KOMINFO/7/2010 
and No.PKS101/DIROPLATLOG/0110 dated 
13 July 2010.

Realisasi Penggunaan Dana 
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 
T.A. 2010 yang dilakukan terhadap 2.363 
(dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) 
KPC LPU per Divre dibandingkan dengan 
alokasinya secara keseluruhan sebagai 
berikut: 

The realization of the Universal Postal 
Service Fund of Budget Year 2010 by 2,363 
(two thousand three hundred and sixty 
three) Universal Postal Service Sub-Branch 
Post Offices (KPC LPU) per Regional 
Division according to their full allocation is 
as follows:
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NO DIVRE 
JUMLAH 
KPC LPU 

ALOKASI DANA  
LPU 

                  
REALISASI 

KEBUTUHAN   
LPU 

KERUGIAN AKIBAT 
PENUGASAN 

1 2 3 4 5 6 

1 I 240    16.808.217.440    24.866.043.068   (8.057.825.628) 

2 II 147    10.481.293.608    16.988.625.560   (6.507.331.952) 

3 III 223    14.824.135.816    23.151.720.878   (8.327.585.062) 

4 IV 64      4.990.928.288       7.014.406.908   (2.023.478.620) 

5 V 221    18.340.358.792     26.315.672.495   (7.975.313.703) 

6 VI 460    36.042.526.200     48.809.131.112 (12.766.604.912) 

7 VII 374    29.345.959.808     38.078.304.714   (8.732.344.906) 

8 VIII 143    10.702.386.776     14.382.605.389   (3.680.218.613) 

9 IX 214    14.566.834.008     23.949.199.215   (9.382.365.207) 

10 X 197    13.100.050.304     20.837.845.813   (7.737.795.509) 

11 XI 80      5.797.308.960       8.912.369.466   (3.111.060.506) 

  JML 2.363 175.000.000.000  253.305.924.618 (78.305.924.618) 

b. Penertiban Penyelenggara Jasa Titipan b.	 Law enforcement on the illegal courier 
service provider

Pada tahun 2010 terdapat 192 kantor 
perjastip yang tidak memiliki ijin di 16 
(enam belas) propinsi di Indonesia.

Rekapitulasi perjastip   yang tidak 
memilki izin  baik pusat, cabang dan agen 
tertera dalam lampiran dibawah ini:

In 2010 there were 192 illegal courier 
services operating in 16 (sixteen) provinces 
across Indonesia.

Below is the recapitulation of illegal 
courier services in terms of head offices, 
branches and agents:

No. Propinsi Jumlah 

1. Maluku 5 1 2 8 

2. Bali 5 5 0 10 

3. Sumatera Barat 5 3 0 8 

4. Bengkulu 8 7 0 15 

5. Kepulauan Riau 1 10 0 11 

6. Sumatera Selatan  3 9 2 14 

7. Nusa Tenggara 5 9 0 14 

8. Kalimantan Timur 3 10 0 13 

9. Sulawesi Tenggara 1 12 0 13 

10 Gorontalo 6 7 - 13 

11 Nusa Tenggara 4 11 0 15 

12 Sulawesi Tengah 2 8 5 15 

13 Sulawesi Utara 3 7 0 10 

14 Maluku Utara 1 11 0 12 

15 Jawa Timur 4 5 1 10 

16 DI. Yogyakarta 4 7 0 11 

JUMLAH 60  122 10 192 

Pusat
Head Offices

Cabang
Branch Offices

Agen
Agents
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c.	 Forum  Koordinasi Pembinaan 
Penyelenggaraan Industri Perposan 

c. Coordination Forum to Enhance the Postal 
Service Industry

Pembinaan dari kegiatan tersebut 
ialah  dimaksudkan  untuk mengetahui 
permasalahan dan kendala yang ada di 
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan 
jasa titipan baik pusat maupun daerah.

Pada tahun 2010 ini   forum koordinasi 
ini dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah, yaitu :

The efforts to enhance these postal 
services were aimed at finding out the 
problems and constraints in the field against 
the execution of courier services in Jakarta 
and in the regions. 

In 2010, such coordination forums were 
carried out in 3 (three) areas, namely:

Wilayah Jawa, Bali dilaksanakan di 1.	
Denpasar

Wilayah Sulawesi dilaksanakan di 2.	
Makassar

Wilayah Timur dilaksanakan di Ambon3.	

Java and Bali areas, in Denpasar1.	

Sulawesi areas, in Makassar2.	

Eastern Indonesian areas, in Ambon3.	

Penyusunan Peraturan Bersama dengan  d.	
Badan Karantina Pertanian

Drafting Joint Regulation with the Agricultural d.	
Quarantine Agency

Pada tanggal 21 Januari 2010 di 
kantor Ditjen Postel Departemen Kominfo, 
Pelaksana Tugas Dirjen Postel Departemen 
Kominfo Basuki Yusuf Iskandar dan Kepala 
Badan Karantina Pertanian Departemen 
Pertanian Hari Priyono menandatangani 
suatu Keputusan Bersama Dirjen Postel 
Departemen Kominfo dan Kepala Badan 
Karantina Pertanian Departemen Pertanian 
tentang Tindakan Karantina Terhadap Pihak 
Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina 
Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan 
Karantina Yang Berasal Dari Barang Impor, 
Ekspor dan Kiriman Antar Area Yang 
Dikirim Melalui Pos Dan / Atau Jasa Titipan. 
Keputusan Bersama ini disusun atas 
pertimbangan, bahwa untuk mencegah 
masuk dan tersebarnya hama dan 
penyakit hewan karantina dan organisme 
pengganggu tumbuhan karantina dari luar 
negeri ke dalam wilayah negara Republik 
Indonesia, dari dalam negeri ke luar 
negeri, serta dari suatu area ke area lain di 
dalam wilayah negara Republik Indonesia 
yang dilalulintaskan melalui jasa pos dan/
atau jasa titipan perlu dilakukan tindakan 
karantina terhadap media pembawa 
hama dan penyakit hewan dan organisme 
pengganggu tumbuhan. Di samping itu, 
pertimbangan lain adalah, bahwasanya 
tindakan karantina sebagaimana dimaksud 
perlu dikoordinasikan antara instansi 
yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang karantina hewan dan 
tumbuhan serta instansi yang ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
penyelenggaraan pos dan jasa titipan.

On 21 August 2010 at The center 
of the Directorate General of Post and 
Telecommunication of the Ministry of 
Communication and Information, the 
caretaker of the Director General of Post 
and Telecommunication, Yusuf Iskandar 
and the Head of the Agricultural Quarantine 
Agency, and Hari Priyono signed the Joint 
Decree of the Director General of Post 
and Telecommunication of the Ministry of 
Communication and Information and Head 
of the Agricultural Quarantine, Ministry 
of Agriculture regarding the Quarantine 
Measures Against Quarantine Animal 
Disease Carriers and Disrupting Organism 
against Quarantine Plantations which are 
Imported, Exported and Handled through 
Postal Service and/or Courier Services. This 
Joint Decree was drafted due to the fact 
that to prevent the presence and spreading 
of pests and animals of quarantine animals 
and organism which may disrupt quarantine 
plantations imported from overseas to the 
territory of the Republic of Indonesia, or from 
Indonesia to overseas, and from one area 
to another within the Republic of Indonesia 
handled by the postal service and/or courier 
services, quarantine measures are required 
against the media of pest carriers, animal 
disease and plantation disrupting organism. 
The other consideration was that these 
quarantine measures must be coordinated 
among the agencies which have the scope 
of duties and responsibilities in animal and 
plantation quarantine, and those responsible 
for postal and courier services.
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Bagi Ditjen Postel, dasar hukum 
utama dalam penyusunan Keputusan 
Bersama ini adalah UU No. 38 Tahun 
2009 tentang Pos, khususnya Pasal 32 
yang menyebutkan: (1) pengguna layanan 
pos dilarang mengirimkan barang yang 
dapat membahayakan barang kiriman 
lainnya, lingkungan atau keselamatan 
orang; (2) barang terlarang yang dapat 
membahayakan kiriman atau keselamatan 
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: a. narkotika, psikotropika dan 
obat-obat terlarang lainnya; b. barang yang 
mudah meledak; c. barang yang mudah 
terbakar; d. Barang yang mudah rusak dan 
dapat mencemari lingkungan; e. barang 
yang melanggar kesusilaan dan atau; f. 
barang lainnya yang menurut peraturan 
perundang-undangan dinyatakan 
terlarang; (3) Pengiriman barang terlarang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

For the Directorate General of Post 
and Telecommunication, the main legal 
basis for drafting this Joint Decree is Law 
No. 39 of 2009 regarding Postal Services, 
particularly Article 31 which states: (1) the 
postal service users are prohibited from 
sending items which may be hazardous 
to other mails or objects, the environment 
and safety of other people; (2) banned 
objects which may be hazardous to mails, 
objects or safety of other people as referred 
to paragraph (1) including: a. narcotic, 
psychotropic and other illicit drugs; b. 
explosives; c. inflammables; d. perishable 
goods and may pollute the environment; e. 
immoral materials and or f. other items which 
are prohibited by the laws and regulations; 
(3) The handling of prohibited materials as 
referred to in paragraph (2) shall be carried 
out in accordance with the provisions of 
laws and regulations.

Lebih lanjut perlu diinformasikan, 
bahwa sebagai upaya untuk mencegah, 
dan meminimalisasikan kemungkinan 
merebaknya hama penyakit hewan (seperti 
kemungkinan adanya virus flu burung 
misalnya atau suatu tanaman dan atau 
limbah lingkungan dan atau ternak dari 
suatu wilayah asing di luar negeri yang 
berpotensi dapat diduga menimbulkan 
suatu wabah penyakit tertentu), maka 
ketentuan yang dikenakan adalah Pasal 
33, yang menyebutkan: (1) barang kiriman 
pos baik berupa barang pos universal 
maupun barang pos lainnya dari dan 
keluar negeri diberlakukan sebagai 
barang impor dan ekspor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang kepabeanan dan/atau karantina; 
(b) pemeriksaan kiriman pos dalam 
rangka kepabeanan dan/atau karantina 
wajib didahulukan dari pada pemeriksaan 
lainnya; (3) dalam hal terjadi pelanggaran 
kepabeanan dan/atau karantina terhadap 
pengiriman barang pos sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 
perundang-undangan di bidang 
kepabeanan dan/atau karantina. Dalam 
prakteknya, nantinya sejak berlakunya 
Keputusan Bersama ini, maka PT Pos 
Indonesia dan Penyelenggara Jasa Titipan 
akan melakukan kontrol langsung bersama 
terhadap kiriman pos di sejumlah titik Balai 
Karantina dan Stasiun Karantina yang 
tersebar di seluruh Indonesia.

Furthermore, as the efforts to prevent 
and minimize the possible outbreak of 
animal diseases (such as potential avian 
flu or plantation pests and or pollutants and 
or animal diseases from a foreign territory 
which may potentially lead to certain disease 
outbreak), the provision of Article 33 shall 
apply, which read as follows: (1) postal 
items, namely universal postal items or 
other postal materials from and to overseas 
destinations shall be subject to being treated 
as imported or exported goods according 
to the customs and/or quarantine laws and 
regulations; (b) inspection of postal items in 
respect to customs and/or quarantine must 
be prioritized from the inspection; (3) in case 
of a breach of customs and/or quarantine 
regulation against postal items as referred 
to in paragraph (1), it shall be subject to 
the provision of customs and/or quarantine 
laws and regulations. In practice, upon the 
enactment of this Joint Regulation, PT Pos 
Indonesia and Courier Service Providers will 
then directly and jointly control the postal 
items in several points of Quarantine Centers 
and Stations existing across Indonesia.
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Beberapa hal penting yang diatur dalam 
Keputusan Bersama ini adalah sebagai 
berikut:

The Joint Regulation regulates important 
things, among others:

1.	 Barang impor, ekspor, dan kiriman 
antar area di dalam negeri yang 
dikirim melalui PT. Pos Indonesia 
dan/atau penyelenggara jasa titipan 
(penyelenggaraan Jasa Titipan 
adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menerima, membawa dan/
atau menyampaikan paket, uang dan 
suratpos jenis tertentu, dalam bentuk 
barang cetakan, surat kabar, sekogram, 
bungkusan kecil, dari pengirim kepada 
penerima dengan memungut biaya), 
yang diindikasikan sebagai pihak 
pembawa hama penyakit hewan 
karantina dan/atau pihak pembawa 
organisme pengganggu tumbuhan 
karantina, dikenakan tindakan karantina 
hewan dan/atau tindakan karantina 
tumbuhan berdasarkan hasil kajian 
analisa risiko.

1.	 Imported or exported goods, and 
items sent from one place to another 
in Indonesia via PT. Pos Indonesia and/
or courier service providers. (Courier 
service refers to the activities carried 
out to receive, transport and/or deliver 
parcels, cash, certain mails, printed 
matters, newspapers, secogram (mail 
for the blind) or literature for the blind, 
small packages from the senders to 
the receivers for some fee). When the 
items are indicated as the carrier of 
pest or disease for quarantine animals 
and/or plantation disrupting organism 
for quarantine plantation, they shall 
be subject to animal and/or plantation 
quarantine measures for quarantine 
animals or plantation based on the risk 
analysis assessment result.

2.	 Kajian analisa risiko (suatu proses 
untuk menetapkan bahwa suatu hama 
penyakit hewan (HPH) merupakan 
hama penyakit hewan karantina 
(HPHK) atau organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT) merupakan organisme 
pengganggu tumbuhan karantina 
(OPTK) serta untuk menentukan 
syarat-syarat dan tindakan karantina 
yang sesuai untuk mencegah masuk 
dan tersebarnya HPH/OPT tersebut) 
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh 
Badan Karantina Pertanian.

2. Risk analysis assessment (a process 
undertaken to determine that an animal 
disease is a disease for quarantine 
animals or plantation disrupting 
organism for quarantine plantation, and 
to determine some proper requirements 
and quarantine measures to prevent 
the presence and outbreak of such 
diseases/pests by the Agriculture 
Quarantine Agency.

3.	 Tindakan karantina hewan dan/
atau tindakan karantina tumbuhan 
sebagaimana dimaksud berupa: 
pemeriksaan, pengasingan, 
pengamatan, perlakuan, penahanan, 
penolakan, pemusnahan, dan/atau 
pembebasan.

3. The said animal quarantine measures 
and/or plantation quarantine measures 
may include: inspection, separation, 
observation, treatment, detention, 
rejection, elimination and/or release.

4.	 Tindakan karantina hewan dan/
atau tindakan karantina tumbuhan 
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh 
Petugas Karantina Hewan dan/atau 
Petugas Karantina Tumbuhan setelah 
berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia 
dan/atau penyelenggara jasa titipan.

4. The said animal quarantine measures 
and/or plantation quarantine measures 
are carried out by the Animal Quarantine 
Officer and/or Plantation Quarantine 
Officer upon coordination with PT. 
Pos Indonesia and/or courier service 
providers.
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5.	 Badan Karantina Pertanian wajib 
menyediakan sarana dan prasarana 
untuk pelaksanaan tindakan karantina 
berupa antara lain ruangan pemeriksaan 
dokumen, pemeriksaan fisik, dan 
fasilitas pendukungnya.

5.	 The Agriculture Quarantine Agency must 
provide the means and facilities to carry 
out quarantine measures in the form of, 
among others, document inspection, 
physical inspection, and its support 
facilities.

6.	 Ditjen Postel wajib memberikan informasi 
yang dapat mendukung pelaksanaan 
tindakan karantina.

6.	 The Directorate General of Post and 
Telecommunication must provide 
information which may support the 
quarantine measures.

7.	 Pelaksanaan Peraturan Bersama ini 
diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja 
sama antara Sekretaris Badan Karantina 
Pertanian dengan Direktur Utama 
PT. Pos Indonesia dan Ketua Umum 
ASPERINDO (asosiasi perusahaan 
yang menyelenggarakan jasa titipan 
terhadap pengiriman barang paket, 
uang dan surat). 

7.	 The execution of this Joint Regulation will 
be further provided in the cooperation 
agreement among the Secretary of 
Agriculture Quarantine Agency, the 
President Director of PT. Pos Indonesia 
and Executive Chairman of ASPERINDO 
(the Association of Courier Service 
Companies which handle packages, 
cash and mail).

e.	 Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan 
Prangko

e.	 The National Working Group (Advisory 
Committee)for Stamp Issue

TIM Kelompok Kerja Nasional 
Pertimbangan Prangko (Pokjanas) yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 
100/DIRJEN/2010 tentang Kelompok 
Kerja Nasional Pertimbangan Prangko, 
tanggal 2 Maret 2010 dengan masa laku 
mulai 1 Februari 2010 sampai dengan 30 
Nopember 2010.

The National Working Group (Advisory 
Committee) for Postage Stamp Issue was 
set up pursuant to Decree of the Director 
General of Post and Telecommunication No. 
100/DIRJEN/2010 regarding The National 
Working Group for Postage Stamp Issue 
dated 2 March 2010  with the tenure from 1 
February 2010 until 30 November 2010.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di 
tahun 2010, Pokjanas telah memberikan 
berbagai masukan kepada Pemerintah. 
Berbagai masukan tersebut telah 
dipertimbangkan melalui berbagai 
diskusi dalam rangka ikut mendukung 
pengembangan prangko nasional agar 
dapat lebih dikenal di forum internasional.

In carrying out its duties in 2010, this 
Working Group provided inputs to the 
Government which had been taken into 
account through several discussion groups. 
These activities were aimed at developing 
the national postage stamps to be more 
widely known in the international forum.

Mengingat begitu besar dan strategisnya 
fungsi prangko dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, maka pemerintah c.q Ditjen 
Postel memerlukan suatu pertimbangan 
tertentu dan melibatkan berbagai unsur 
masyarakat dan institusi terkait dalam 
proses penerbitan prangko. Sehingga 
dengan demikian diharapkan prangko 
yang diterbitkan benar benar memiliki nilai 
sesuai dengan harapan semua pihak.

In view of its highly strategic function of 
the postage stamps for the state and country, 
the Government through the Directorate 
General of Post and Telecommunication 
requires certain judgments and involve 
different elements of the community and 
related institutions to issue postage stamps. 
In this way, the new postage stamps issued 
will have high value and suits the expectation 
from all parties.
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Untuk mewujudkan prangko yang 
memiliki nilai sesuai harapan semua pihak 
sebagaimana tersebut diatas, maka Ditjen 
Postel selaku institusi yang memiliki otoritas 
penerbitan prangko berkewajiban untuk 
memenuhinya dengan berbagai langkah-
langkah kebijakan antara lain membentuk 
Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan 
Prangko yang akan memberikan masukan-
masukan atau pertimbangan dalam 
proses penerbitan prangko sebagaimana 
diamanatkan dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 
23/DIRJEN/2003 tentang Ketentuan 
Penerbitan Prangko dan Benda Filateli.    

To do so, the Directorate General of Post 
and Telecommunication as the competent 
institution to issue postage stamps must 
meet such expectations through certain 
policies and steps, among other by 
appointing The National Working Group 
(Advisory Committee) for Postage Stamp 
Issue who is responsible for providing 
inputs and judgments for the issuance 
of new postage stamps as regulated in 
Decree of the Director General of Post and 
Telecommunication No. 23/DIRJEN/2003 
regarding the Provisions for the Issuance of 
Postage Stamps and Philately Items.

Penerbitan Prangko tahun 2010•	
Pada tahun 2010 telah diterbitkan prangko  

sebagai berikut :

Issuance of Postage Stamps in 2010 was as •	
follows:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Lomba Desain Prangko•	 Postage Stamp Design Competition•	

Lomba desain prangko nasional 
dilaksanakan dalam rangka :

This competition was carried out with the 
goals to:

-	 Penyelenggaraan pembinaan dengan 
mengikutsertakan peran serta masyarakat 
dalam proses penerbitan prangko hal 
tersebut dimaksudkan agar prangko 
Indonesia benar-benar muncul dari aspirasi 
masyarakat itu sendiri;

-   Encourage public participation in designing 
the national postage stamps so that the 
designs of the Indonesian postage stamps 
represent the true aspirations of the 
Indonesian community itself;
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-	 Menggali potensi dan mengajak 
masyarakat berperan serta dalam proses 
desain prangko;

-	 evaluate the outcome of the competition and 
identify the problems in stamp designing;

-	 Mengevaluasi hasil lomba dan 
menemukenali pemasalahan dalam desain 
prangko;

-	 find out postage stamp design alternatives 
that suit the public interests;

-	 Mendapatkan banyak alternatif desain 
prangko sesuai selera masyarakat;

-	 improve the drawings and designs which 
may be used for postage stamps;

-	 Memasyarakatkan kegiatan dan hobi filateli 
di segenap lapisan masyarakat.

-	 promote the philately activities and hobby 
for all community members.

f.	 Pembinaan Filateli Nasional f.	 National Philately Enhancement

Filateli yang syarat dengan nilai-nilai 
edukatif dinilai mampu untuk memupuk 
karakter generasi muda, mengingat 
pentingnya filateli untuk pembinaan generasi 
muda dan juga mampu mengharumkan 
nama negara di mata dunia Internasional, 
Pemerintah menaruh perhatian lebih 
terhadap Filateli.

Educative philately is able to strengthen 
the young generation character. As philately 
is important to educate the younger 
generation and improve the country’s 
reputation before the other nations of the 
world, the Government pays attention to the 
Indonesian philately development.

Pembinaan dan edukasi terhadap 
kepada komunitas filateli dan masyarakat 
pada umumnya, diharapkan mampu 
menjadikan filateli sebagai sarana bebagai 
jenis informasi atau pembelajaran bagi 
segenap lapisan masyarakat.

It is expected that the enhancement 
and education to the philately community 
in general will make philately as means of 
information spreading and learning for all 
community members.

2.  BIDANG TELEKOMUNIKASI 2.	 TELECOMMUNICATION SERVICES

 a.  ID-SIRTII a.	 ID-SIRTII

Untuk mendukung pemanfaatan jaringan 
telekomunikasi berbasis  protokol internet 
yang relatif aman dari ancaman dan 
gangguan maka dibuatlah Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang 
Pengamanan Pemanfaatan Jaringan 
telekomunikasi berbasis  Protokol Internet 
yang diperbaharui dengan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
26/PER/M.KOMINFO/5/2007.

To support the utilization of internet 
protocol-based telecommunication network 
which is relatively free from threats and 
troubles, the Government drafted and issued 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No. 27/PERM.
KONMINFO/9/2006 on Securing Internet 
Protocol-based Telecommunication 
Network which has been updated with 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No. 26/PERM.
KONMINFO/5/2007.

Tujuan pengamanan pemanfaatan 
jaringan telekomunikasi berbasis  protokol 
internet berdasarkan pada Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Pasal 
3 adalah untuk :

The utilization of internet protocol-based 
telecommunication network pursuant to 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No. 26/PERM.
KONMINFO/5/2007, Article 3 is for:
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-	 terlaksananya dukungan  proses 
penegakan hukum;

-	 ensuring law enforcement;

-	 terciptanya pemanfaatan jaringan 
telekomunikasi berbasis  protokol 
internet yang aman;

-	 safe utilization of internet protocol-based 
telecommunication network;

-	 terlaksananya koordinasi dengan pihak-
pihak terkait baik di dalam maupun luar 
negeri

-	 coordination with the related parties in 
Indonesian and abroad.

Ruang lingkup pengamanan pemanfaatan 
jaringan telekomunikasi berbasis  protokol 
internet berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.
KOMINFO/5/2007  Pasal 4 meliputi :

The scope of securing the utilization of 
internet protocol-based telecommunication 
network was based on Regulation of the 
Minister of Communication and Information 
Technology No. 26/PERM.KONMINFO/5/2007, 
Article 4 includes:

mensosialisasikan kepada seluruh pihak •	
yang terkait untuk melakukan kegiatan 
pengamanan pemanfaatan jaringan 
telekomunikasi berbasis  protokol internet;

socialization to all related parties to conduct •	
the activities to utilize internet protocol-
based telecommunication network;

melakukan pemantauan, pendeteksian dini •	
dan peringatan dini terhadap ancaman dan 
gangguan pada jaringan telekomunikasi 
berbasis  protokol internet di Indonesia;

monitoring, early detection and early warning •	
to the threats and disturbance to the internet 
protocol-based telecommunication network 
in Indonesia;

membangun dan atau menyediakan, •	
mengoperasikan, memelihara dan 
mengembangkan sistem database 
pemantauan dan pengamanan 
pemanfaatan jaringan telekomunikasi 
berbasis  protokol internet sekurang-
kurangnya untuk:

build and or provide, operate, maintain and •	
develop the database system of monitoring 
and securing of internet protocol-based 
telecommunication network at least to:

1) mendukung kegiatan 
2) menyimpan rekaman transaksi (log file);
3) mendukung proses penegakan hukum.

1) support the activities;
2) keep transaction record (log file);
3) support the legal enforcement process

melaksanakan fungsi layanan informasi •	
atas ancaman dan gangguan keamanan 
pemanfaatan jaringan telekomunikasi 
berbasis  protokol internet;

perform information service over any •	
threat and disturbance to the securing of 
internet protocol-based telecommunication 
network; 

menyediakan laboratorium simulasi •	
dan pelatihan kegiatan pengamanan 
pemanfaatan jaringan telekomunikasi 
berbasis  protokol internet;

provide simulation lab and training for the •	
activity to secure internet protocol-based 
telecommunication network;

melakukan pelayanan konsultasi dan •	
bantuan teknis;

provide consulting service and technical •	
assistance;

menjadi contact point dengan lembaga •	
terkait tentang pengamanan pemanfaatan 
jaringan telekomunikasi berbasis  protokol 
internet baik dalam negeri maupun luar 
negeri.

become the contact point with the related •	
institutions for the utilization of internet 
protocol-based telecommunication network 
in Indonesia and overseas.
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Untuk melaksanakan ruang lingkup pengamanan 
pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis  
protokol internet, sementara berdasarkan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/
PER/M.KOMINFO/5/2007  Pasal 5, adalah ID-SIRTII 
(Indonesia-Security Incident Response Team on 
Internet Infrastructure)

The provision of the scope of securing the utilization of 
internet protocol-based telecommunication network, 
for the time being has been based on Regulation 
of the Minister of Communication and Information 
Technology No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Article 
5, namely ID-SIRTII (Indonesia-Security Incident 
Response Team on Internet Infrastructure).

Hasil Kegiatan hingga akhir 2010 Until the end of 2010, the following has been 
accomplished:

a) Pelaksana ID-SIRTII a) The Team in charge of ID-SIRTII:

1. Telah dilakukan pengadaan  Manajer sebanyak 
5 manajer dan 25 staf dan telah bekerja untuk 
melaksanakan ruang lingkup tugas ID-SIRTII 
sejak Januari 2010

1.	 has recruited 5 managers and 25 staff members 
and worked to carry out the scope of duties of 
ID-SIRTII from January 2010.

2. Telah dilakukan sosialisasi tentang Internet 
security Awareness di 5 kota besar di Indonesia 
yaitu Surabaya, Mataram, Balikpapan, Menado, 
Pekanbaru.

2.	 has socialized Internet Security Awareness 
in 5 major Indonesian cities, namely 
Surabaya, Mataram, Balikpapan, Menado and 
Pekanbaru.

b) Koordinasi Keamanan Jaringan b) Network Security Coordination

1. Telah dilakukan pertemuan lembaga keamanan 
internet APCERT (Asia Pasific Computer 
Emergency Response Team) di Thailand

1.	 has conducted a meeting of APCERT (Asia 
Pacific Computer Emergency Response Team) 
internet security institutions in Thailand.

2. Telah dilakukan pertemuan dengan FIRST 
(Forum of Incident Response and Security 
Team)  di USA untuk meningkatkan koordinasi 
dan kerjasama keamanan internet antar 
Negara. 

2.	 has conducted a meeting with the FIRST 
(Forum of Incident Response and Security 
Team) in United States to improve coordination 
and internet security among countries.

3. Saat ini Indonesia telah diterima sebagai 
anggota APCERT (full member), OIC-CERT 
dan FIRST (terhitung tahun 2011)

3.	 Indonesia has now been accepted as APCERT 
full member, OIC-CERT and FIRST (as from 
2011).

c) Penyewaan Bandwidth Internet c) Bandwidth Internet Rental

1. Telah dilakukan penyewaan bandwidth ID-SIRTII 
untuk menghubungkan sensor-sensor di NAP 
(Telkom, XL, Indosat, IM2, CBN, Centrin, Biznet, 
Indonet, NapInfo) dan IX (IIX dan OIXP) 

1.	 Has leased ID-SIRTII bandwidth to link the 
sensors in NAP (Telkom, XL, Indosat, IM2, 
CBN, Centrin, Biznet, Indonet, NapInfo) and IX 
(IIX and OIXP).

2. Telah dilakukan penyewaan bandwidth untuk 
kantor (12 Mbps) dan untuk ke datacenter 
(100 Mbps) 

2.	 Has leased bandwidth to offices (12 Mbps) and 
datacenter (100 Mbps)

d) Pemeliharaan Sistem ID-SIRTII
Telah dilakukan update lisensi terhadap 11 

sensor dan 1 defence center untuk meningkatkan 
pengenalan terhadap pola-pola serangan 
terbaru.

d) Maintenance of ID-SIRTII System
The licenses to 11 sensors and 1 defense 

center have been updated to improve introduction 
to the latest defense patterns.
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e) Pengadaan Sistem ID-SIRTII
Telah dilakukan penambahan satu sensor 

dengan kapasitas IDPS 3 Gbps yang dipasang 
pada POP Telkom Gambir untuk meningkatkan 
coverage monitoring

e) Procurement of ID-SIRTII System
One additional sensor with the capacity of 

IDPS 3 Gbps has been added and installed to 
POP Telkom Gambir to improve its coverage 
monitoring.

b.  Pengukuran Kinerja Jaringan Penyelenggara 
Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan 
Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas 
Terbatas Berbasis Gsm Dan Cdma

b.	 Measuring Network Performance Of 
Cellular Mobile Network Providers And 
Wireless Local Fixed Network With Gsm 
And Cdma-Based Limited Mobility

Seiring dengan penurunan tarif layanan 
telekomunikasi dan harga perangkat pendukung, 
terjadi peningkatan jumlah pengguna layanan 
jasa teleponi khususnya  jasa teleponi bergerak 
seluler dan jasa teleponi dengan mobilitas 
terbatas. Peningkatan jumlah pengguna tersebut 
di atas perlu diiringi dengan peningkatan kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 
telekomunikasi.

In line with lowering telecommunication service 
rates and prices of support devices, the users of 
telephony service users are on the rise, particularly 
the cellular mobile telephony services with limited 
mobility. This increasing number of users must 
correspond with service quality improvement 
carried out by telecommunication providers. 

Dalam rangka pemenuhan  peningkatan kualitas 
jaringan dan layanan telekomunikasi berbasis 
GSM dan CDMA, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri 
Kominfo no.12/Per/M.Kominfo/04/2008 mengenai 
Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar 
pada jaringan bergerak Seluler dan no. 13/Per/M.
Kominfo/04/2008 mengenai Standar Kualitas 
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan 
Tetap Mobilitas Terbatas.

To ensure quality improvement of the network 
and GSM and CDMA-based telecommunication 
services, the Ministry of Communication and 
Information issued Regulation of the Minister of 
Communication and Information Technology No. 
12/Per/M.Kominfo/04/2008 regarding the Standard 
Quality of Basic Telephony Service Quality in cellular 
mobile service and No.13/Per/M.Kominfo/04/2008 
regarding the Standard Quality of Basic Telephony 
Service in Limited Mobility Fixed Network.

Menindaklanjuti peraturan menteri tersebut di 
atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
melalui  

To follow of the above Minister Regulation, the 
Ministry of Communication and Information via the 
Directorate General of Post and Telecommunication 
of 2010 has measured the standard of GSM and 
CDMA-based telecommunication services in 
several cities as follows:

NO PENGUKURAN GSM PENGUKURAN CDMA 

    1 Jakarta Jakarta 

     2 Mataram  Palembang 

    3 Jambi Balikpapan 

    4 Denpasar Samarinda 

   5 Manado Pontianak 

  6 Jogjakarta Semarang 
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Pengukuran kualitas Jaringan dan layanan 
telekomunikasi ditujukan terhadap penyelenggara 
telekomunikasi sebagai berikut:

This measurement of telecommunication 
service network and service quality was carried out 
to the following telecommunication providers:

NO  PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI 

TEKNOLOGI 
KOMUNIKASI  

GSM

 

CDMA  

SELULER 
1 PT.TELKOM - - 

2 PT.TELKOMSEL  - 

3 PT.INDOSAT  - 

4 PT.XL AXIATA  - 

5 PT.HUTCHISON CP  - 

6 PT.SMART TELECOM -  

7 PT.NATRINDO TELEPON SELULER  - 

8 PT.MOBILE-8 -  

9 PT.BAKRIE TELECOM -  

Dari pengukuran terhadap penyelenggara 
tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai 
berikut:

From such measurement, the following results were 
obtained:

1. GSM
Teknologi GSM digunakan untuk layanan yang 
dikategorikan sebagai layanan bergerak seluler 
yang diselenggarakan oleh 5 operator. Hasil 
pengukuran kinerja layanannya adalah sebagai 
berikut :

1. GSM
GSM technology was used as the services 
categorized as cellular mobile services provided 
by 5 operators. The result of the service 
performance measurement is as follows:

PARAMETER 
PENGUJIAN PT. TELKOMSEL PT. INDOSAT XL 

AXIATA PT. HCPT PT. NTS 

Call Success Rate 94.49% 91.29% 95.41% 97.18% 95.89% 

Drop Call Rate 0.72% 0.92% 0.66% 0.78% 1.38% 

Block Call Rate 4.79% 7.79% 3.93% 2.04% 2.72% 

SMS 98.99% 98.99% 97.65% 98.35% 100.00% 
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2. CDMA
Teknologi CDMA digunakan untuk 2 jenis 
layanan yaitu layanan bergerak seluler yang 
diselenggarakan oleh 2 operator dan layanan 
telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless Acess 
(FWA). Hasil pengukuran kinerja layanannya 
adalah sebagai berikut :

2.  CDMA
CDMA technology is used for 2 two types of 
cellular mobile services by 2 operators and 
Fixed Wireless Access (FWA). The results of the 
service performance are as follows: 

PARAMETER 
PENGUJIAN 

PT. TELKOM 

(FWA) 

PT. BAKRIE 
TELECOM 

(FWA) 

PT. MOBILE 
8 

(SELULER) 

PT. INDOSAT 

(FWA) 

PT. 
MOBILE 8 

(FWA) 

PT. SMART 
TELECOM 

(SELULER) 

Call 
Success 

Rate 
98.80% 99.71% 97.87% 97.44% 99.28% 99.23% 

Drop 
Call 
Rate 

0.30% 0.21% 0.44% 0.76% 0.54% 0.50% 

Block 
Call 
Rate 

0.90% 0.09% 1.69% 1.80% 0.18% 0.27% 

SMS 99.03% 96.77% 95.29% 98.39% 90.00% 90.00% 

Dari hasil pengukuran kualitas jaringan dan 
layanan telekomunikasi secara nasional 
terhadap penyelengara tersebut di atas, 
didapatkan hasil bahwa penyelenggara 
telekomunikasi telah memenuhi aturan yang 
tercantum dalam peraturan Menteri Kominfo 
No.12 dan 13 Tahun 2008.

The results of national network quality and 
telecommunication services provided 
by the above operators, show that the 
telecommunication operators comply with the 
regulations contained in the Regulation of the 
Minister of Communication and Information 
Technology No. 12 and 13 of 2008.

3. Penyediaan National Internet Exchange di 
ibukota propinsi

3. Providing National Internet Exchange to 
Provincial Capital Cities.

Program Nusantara Internet Exchange ini 
merupakan salah satu dari program prioritas 
pembangunan nasional sesuai dengan Inpres no. 
1 tahun 2010.

This Nusantara Internet Exchange Program 
serves as one of the national development 
priority programs in compliance with Presidential 
Instruction No. 1 of 2010.

Distribusi trafik nasional dan konten yang 
terpusat di Jakarta serta tidak adanya exchange di 
luar Jakarta menjadikan biaya trafik di luar Jakarta 
menjadi mahal.

The national traffic distribution and contents 
which are concentrated in Jakarta and the absence 
of exchanges outside Jakarta have made the traffic 
expenses outside Jakarta expensive.

Proses lelang Penyediaan Jasa Internet 
Exchange (IX) KPU/USO pada tahun 2010 telah 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor : 21/PER/M.
KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara 
Internet Exchange Layanan Internet pada Wilayah 
Pelayanan Universal Telekomunikasi. Berdasarkan 
hasil dari proses lelang tersebut pada tanggal 
22 dan 23 Desember 2010 telah dilaksanakan 
penandatanganan kontrak dengan para peserta 
tender  yang telah ditetapkan sebagai pemenang. 
Tender dibagi menjadi 4 (empat) paket pekerjaan 
untuk 8 (delapan) ibukota propinsi yang terdiri 
dari :

The tender process of Internet Exchange 
Service Provision (IX) KPU/USO in 2010 was 
carried out pursuant to Regulation of the Minister 
of Communication and Information Technology 
No. 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 regarding the 
provision of Nusantara Internet Exchange Program 
in Telecommunication Universal Service Areas. 
Based on the result of such tender process, on 22 
and 23 December 2010, the bid winners signed 
a contract. The tender comprised 4 (four) project 
packages in 8 (eight) provincial capital cities, 
namely:
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Paket 1 untuk Medan dan Palembang dengan •	
pemenang  PT. Moratel (Kemitraan);

Package 1 for Medan and Palembang, the bid •	
winner was PT. Moratel (Kemitraan);

Paket 2 untuk Surabaya dan Denpasar dengan •	
pemenang  PT. Moratel (Kemitraan);

Package 2 for Surabaya and Denpasar, the bid •	
winner was PT. Moratel (Kemitraan);

Paket 3 untuk Balikpapan dan Makassar •	
dengan pemenang PT. Telkom;

	Package 3 for Balikpapan and Makassar, the •	
bid winner was PT. Telkom;

Paket 4 untuk Ternate dan Jayapura dengan •	
pemenang PT. Satata Neka Tama.

	Package 4 for Ternate and Jayapura, the bid •	
winner was PT. Satata Neka Tama.

Adanya kebijaksanaan perubahan dari 
pencapaian target pembangunan menjadi 
pencapaian penetapan pemenang lelang untuk 
pembangunan Internet Exchange di 8 lokasi.  
Jadi target penetapan pemenang lelang internet 
exchange di 8 lokasi telah tercapai 100%.

Due to the policies to revise the development 
target to determine bid winners for the development 
of Internet Exchange in 8 locations, this target was 
achieved.

4.	 Penyusunan regulasi tentang pembiayaan 
dan rencana pembangunan infrastruktur 
ICT

4.	 Drafting regulations on the financing and 
plan to develop ICT infrastructure

Selain program Desa Berdering dan Desa 
Pinter (Punya Internet) yang sudah berjalan, sejak 
tahun 2008 Pemerintah mulai memikirkan insentif 
pembiayaan untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi non dasar, terutama 
di daerah – daerah yang kurang diminati oleh 
sektor swasta. 

Apart from the ‘Ringing Villages’ and ‘Smart 
Villages’ (with internet access) programs which 
have been ongoing, since 2008 the Government 
has been devising funding incentive to accelerate 
the non-basic telecommunication infrastructure 
development, particularly in the areas which are not 
that tempting for the private investors to develop.

Salah satu infrastruktur penting yang ingin 
segera diwujudkan oleh Pemerintah adalah 
jaringan tulang punggung serat optik nasional 
yang dapat menjangkau hingga kota / kabupaten 
terutama di wilayah timur Indonesia. 

One of the most vital infrastructures the 
Government wishes to realize is the national fiber 
optic backbone network which may reach up to 
cities/districts, particularly in East Indonesia.

Pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran 
sebesar Rp. 374.750.000.000,-  yang diambilkan 
dari Dana Kontribusi USO oleh BTIP untuk 
pembiayaan pembangunan ICT ( ICT Fund).  
Namun hingga akhir Desember 2010, regulasi 
yang diperlukan untuk penggunaan dana tersebut 
belum dapat diselesaikan

In 2010, the BTIP (the Center of Rural 
Telecommunication and Information Technology) 
allocated Rp374,750,000,000. This fund was taken 
from USO Contribution Fund for ICT development 
fund. However until the end of December 2010, 
the regulation which was required to use such 
fund has not been fully drafted.

5.	 Koordinasi Terpadu Interdep Dalam Rangka 
Mendukung Pelaksanaan Kewajiban USO

5.	 Inter-Ministry Integrated Coordination to 
Support the Execution of USO Obligation
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Disampaikan bahwasannya karena 
keterbatasan informasi dan data secara 
komprehensif tentang kondisi wilayah pelayanan 
universal telekomunikasi di daerah terpencil dan 
pulau – pulau terluar maka dibutuhkan koordinasi 
dengan instansi terkait khususnya Kementrian 
Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementrian 
Pengembangan Daerah Tertinggal (PDT) dan 
Pemerintah Daerah. Pelaksanaan koordinasi 
dimaksudkan agar program pembangunan 
telekomunikasi di wilayah pelayanan universal 
telekomunikasi dapat terintegrasi dengan program 
pembangunan nasional. 

Due to the limited information and 
comprehensive data on the telecommunication 
universal service area conditions in remote areas 
and outer islands, coordination with the related 
institutions is vital, particularly with the Ministry of 
Home Affairs, the National Development Planning 
Agency (BAPPENAS), Ministry for the Accelerated 
Development for Disadvantaged Regions and 
Regional Administrations. This coordination is 
aimed at ensuring that the telecommunication 
development programs in telecommunication 
universal service areas may be integrated with the 
national development programs.

Hasil kegiatan hingga  akhir tahun 2010 adalah : Below are the activities undertaken until the 
end of 2010:

a.     Dilakukan kegiatan koordinasi dengan  Pemerintah 
Daerah Tk. II  yaitu Dinas Kominfo Propinsi / 
Kabupaten di beberapa wilayah Propinsi antara 
lain :
1. Pemda Tk. II   Prop. Sulawesi Tenggara
2. Pemda Tk. II   Prop.  Irian Jaya Barat
3. Pemda Tk. II   Prop. N T B
4. Pemda Tk. II   Kalimantan Barat
5. Pemda Tk. II   Prop. N T B

a.	 Coordination with the District Administrations, 
namely Provincial/District Communication and 
Information Services in several provinces among 
others:
1.	 District Administration of South East Sulawesi 

Province
2.	 District Administration of West Irian Jaya 

Province
3.	 District Administration of West Nusa Tenggara 

Province
4.	 District Administration of West Kalimantan 

Province
5.	 District Administration of East Nusa Tenggara 

Province

b. Diadakan Rapat Koordinasi dengan peserta yang 
terdiri dari 15 Kabupaten / kota di wilayah se 
Sumatera Selatan yang terdiri dari :

Kabupaten Banyu Asin	5.	
Kota Pagar Alam	6.	
Kab. Lahat	7.	
Kab. Luhut Linggau8.	
Kab. Muara Enim	9.	
Kab. Musi Banyuasin	10.	
Kab. Musi rawas	11.	
Kab. Ogan Ilir12.	
Kab. Ogan Komering Ilir13.	
Kab. Ogan Komering Ulu14.	
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan15.	
Kab. Ogan Komering Ulu Utara16.	
Kab. Pagar Alam17.	
Kota Palembang18.	
Kab. Prabumulih19.	

b.	 Coordination Meeting with the participants in 15 
District/City Administrations in South Sumatera, 
namely:

Banyu Asin District1.	
Pagar Alam City2.	
Lahat District3.	
Luhut Linggau District4.	
Muara Enim District5.	
Musi Banyuasin District6.	
Musi rawas District7.	
Ogan Ilir District8.	
Ogan Komering Ilir District9.	
Ogan Komering Ulu District10.	
Ogan Komering Ulu Selatan District11.	
Ogan Komering Ulu Utara District12.	
Pagar Alam District13.	
Palembang City14.	
Prabumulih District15.	
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Hasil rakor adalah : Akan dibentuk  tim kecil 
oleh Ditjen Postel yang beranggotakan Kominfo 
(Inspektorat), Ditjen Postel, Instansi terkait ( Menko 
Ekuin,Kementrian PDT, Bappenas,  Depdagri), BTIP 
dan operator penyelenggara (Desa Berdering, 
Desa Pinter dan PLIK), agar permasalahan  - 
permasalahan yang terjadi di lapangan dapat 
dianulir maka tim harus melakukan kunjungan 
lapangan di wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi sehingga diharapkan penyediaan 
akses jasa telekomunikasi dapat berjalan sesuai 
dengan aturan yang berlaku.

The coordination meeting decided to set up 
a small team comprising the Directorate General 
of Post and Telecommunication, the Inspectorate 
General of Ministry Communication and Information 
Technology, Coordinating Ministry for the Economy, 
Financing and Industry (Menko Ekuin), Ministry for 
the Accelerated Development of Disadvantaged 
Regions, the National Development Planning 
Agency (Bappenas), Ministry of Home Affairs, 
The Center for Rural Telecommunication and 
Information Technology along with the providers 
(‘Ringing Villages’, ‘Smart Villages’ and Subdistrict 
Internet Service Center (PLIK). To make sure 
that the problems occurring in the fields may be 
coped with, the team has to visit the fields within 
Telecommunication Universal Services. In this way, 
the provision of telecommunication service access 
will materialize in accordance with the existing 
regulations.

Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
penyediaan akses telekomunikasi di Wilayah 
Pelayanan Universal Telekomunikasi dapat 
berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan 
pembangunan nasional yang saling mendukung 
dengan program yang ada di setiap departemen 
diperlukan koordinasi dan partisipasi dari instansi 
pemerintah yang terkait secara terus menerus. 

To ensure smooth development of 
telecommunication access provision infrastructure 
in Telecommunication Universal Service Areas 
which complies with the national development 
plans, which are mutually supportive to the 
programs existing in each ministry, the coordination 
and participation from the related government 
institutions are continuously required.

3.  BIDANG FREKUENSI 3.  FREQUENCY SERVICES

1)	 Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan 
Frekuensi Radio (SPFR) Tahap Kedua :

1) The Second Stage Development of Radio Frequency 
Management System (SPFR) Infrastructure 
comprises:

a)  Pembangunan SPFR tahap I wilayah Jawa Timur, 
telah selesai dilaksanakan. Adapun wilayah 
yang dibangun adalah 3 Stasiun Pencari Arah 
di Sukodono, Benowo, Mulyo redjo serta 4 
Stasiun Monitor di Surabaya, Malang, Kediri, 
Probolinggo sekaligus 2 Kendaraan MON dan 
2 Kendaraan DF.

a. The First Stage Development of Radio Frequency 
Management System (SPFR) Infrastructure in 
East Java was completed. The areas developed 
were: 3 Direction Finder Stations in Sukodono, 
Benowo, Mulyoredjo and 4 Monitor Stations 
in Surabaya, Malang, Kediri, Probolinggo 
simultaneously 2 MON vehicles and 2 DF 
vehicles.

b)  Pembangunan SPFR tahap II paket 1 di 
wilayah Batam dan Denpasar, telah selesai 
dilaksanakan dengan 4 unit kendaraan MON-
DF di UPT Samarinda, Aceh, Batam dan 
Medan.

b)	 The Second Stage Development of Radio 
Frequency Management System (SPFR) 
Infrastructure, package 1 in Batam and 
Denpasar, was completed along with 4 MON-
DOF vehicles in the Integrated Service Unit of 
Samarinda, Aceh, Batam and Medan.

c)  Pembangunan SPFR tahap II Paket 2 di 32 
UPT Ditjen Postel dengan integrasi perangkat 
portable secara off-line.

c)	 The Second Stage Development of Radio 
Frequency Management System (SPFR) 
Infrastructure, package 2 in 32 Integrated 
Service Units of the Directorate General of Post 
and Telecommunication with integrated off-line 
portable devices.
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d)  Pembangunan SPFR tahap II Paket 3 Revitalisasi 
stasiun HF di Kupang dan Banten.

d)	 The Second Stage Development of Radio 
Frequency Management System (SPFR) 
Infrastructure, package 3 for HF station 
revitalization in Kupang and Banten.

e) Pengadaan alat operasional monspekfrekrad 
sebanyak 13 unit VHF-UHF Receiver, 13 unit 
Alat ukur Spektrum Analyzer Portable, dengan 
menitikberatkan UPT dan Satker yang belum 
memiliki perangkat atau sebagai pengganti 
perangkat non-kesisteman yang sudah rusak.

e)	 Procurement of radio frequency spectrum 
monitor operational devices comprising 13 VHF-
UHF Receivers, 13 Portable Spectrum Analyzer 
measurement device units, with emphasis to 
the Working Units which do not own the devices 
or as substitutes of non-system devices already 
damaged.

f) Telah dilaksanakan kegiatan Stock Opname 
perangkat RMS yang kondisinya tidak dapat 
diperbaiki maupun dipelihara, terkait dengan 
ketidaktersediaan sparepart.

f)	 Stock-take of RMS devices which cannot be 
repaired or maintained due to unavailability of 
spare parts.

g)  Telah dilaksanakan proses penggudangan 
perangkat RMS III di UPT Surabaya mengingat 
sistem telah diganti dengan SPFR yang 
terintegrasi.

g)	 Warehousing process of RMS III devices in 
UPT Surabaya following the replacement of the 
system with the integrated SPFR.

h)  Telah dilakukan kalibrasi alat ukur yang berada 
di UPT untuk peningkatan kinerja di UPT.

h)	 Calibration of the measurement devices kept 
in Integrated Service Units to improve the 
performance of UPT.

2)	 Pemeliharaan SIMF telah selesai dilaksanakan 
dengan baik. Pelaksana pekerjaan (kontraktor) 
adalah PT.Inti.

2) SIMF maintenance has been properly carried out 
by PT. Inti as the contractor.

3)	 Pekerjaan Sewa Akses Jaringan SIMF telah selesai 
dilaksanakan dengan baik.

3) Leasing SIMF Network Access which has been 
properly carried out.

4)	 Pekerjaan Pendampingan dan Pengawasan 
Pekerjaan Pemeliharaan SIMF telah selesai 
dilaksanakan dengan baik.

4)	 Assistance and Supervision of SIMF Maintenance 
Work which has been properly carried out.

5)	 Pekerjaan Penambahan Perangkat Komputer dan 
Pengembangan Sarana Pendukung untuk Analisa 
Teknis SIMF telah selesai dilaksanakan dengan 
baik.

5)	 Adding Computer Devices and Developing Support 
Facilities for SIMF Technical Analysis which has 
been properly carried out.

6)	 Biaya Pembayaran Jasa Transaksi Payment 
Gateway Secara Host to Host dan kegiatannya 
telah selesai dilaksanakan dengan baik.

6)	 Making Payment for Host-to-Host Gateway Services 
which has been properly carried out.
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7)	 Evaluasi Penyelenggaraan Telekomunikasi 
JaringanAksesNirkabel Pita Lebar, kegiatannya 
adalah melaksanakan evaluasi dan menyusun 
konsep regulasi untuk penyelenggaraan 
telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar.

7)	 Evaluation of Broadband Wireless Access Network 
Telecommunication of which the activity was to 
evaluate and compile regulation concept to provide 
broadband wireless access telecommunication 
network.

8)	 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan BHP 
Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi 
Radio.

8)	 Optimizing the Revenue from the License Fee of 
Radio Frequency Spectrum and Matching Radio 
Frequency Data.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan dan 
mengoptimalkan penerimaan BHP frekuensi Radio 
dengan melakukan pencocokan data frekuensi 
radio antara data yang ada dalam SIMF Ditjen 
Postel dengan data yang ada pada pengguna 
frekuensi radio, khususnya pengguna frekuensi 
besar (big-user).   

This activity was aimed at optimizing the 
revenue from cost of radio frequency reception 
use right by matching the existing radio frequency 
data in SIMF of the Directorate General of Post 
and Telecommunication with the data existing with 
radio frequency users, particularly big users.

Kegiatan optimalisasi ini outputnya adalah 
peningkatan penerimaan PNBP dari BHP 
frekuensi radio, yang pada posisi Minggu ke 
IV Bulan Desember 2010 tercapai sebesar 
Rp 9.144.621.275.750,- atau sebesar 
111,48% dari target yang ditentukan sebesar 
Rp.8.202.947.426.464,-

The output of this optimizing activity was 
increased non-tax state revenue from the cost of 
radio frequency use right, which in the fourth week 
of December 2010 it reached Rp9,144,621,275,750 
or 111.48% higher than its original target, namely 
Rp8,202,947,426,464. 

9)	 Perhitungan Piutang dan Target PNBP Biaya Hak 
Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

9)	 Calculation of Receivables and Non-Tax State 
Revenue Target from the License Fee of Radio 
Frequency Spectrum.

Kegiatan ini dalam rangka memantau 
pembayaran BHP Frekuensi Radio, menghitung 
jumlah piutang setiap semester beserta denda 
administrasi karena keterlambatan pembayaran. 
Selain itu dalam kegiatan ini juga melakukan 
perhitungan target penerimaan PNBP untuk Tahun 
2011. 

This activity was aimed at monitoring the 
License Fee of Radio Frequency Spectrum 
payments, counting the semester receivables and 
administrative penalties due to late payments. In 
addition, this activity was intended to count the 
Non-Tax State Revenue Target of 2011.

10)	Pembuatan Software Akuntansi Piutang PNBP 
BHP Frekuensi Radio.

10)	Creating Receivable Accounting Software for Non-
Tax State Revenue Target from the License Fee of 
Radio Frequency Spectrum.

Dalam kegiatan ini dibuat suatu software 
akuntansi piutang PNBP BHP Frekuensi Radio.  
Dengan software ini diharapkan perhitungan 
piutang tidak secara manual dan lebih akurat. 
Data piutang ini basis datanya adalah dari SIMF 
setelah itu diolah oleh software dimaksud. Data 
piutang sewaktu-waktu dapat diambil untuk 
kebutuhan auditor.

This activity was focused on the creation of 
receivable accounting software for non-tax state 
revenue target from the Cost of Radio Frequency 
Use Right. With the help of this software, the 
receivable will no longer be counted manually 
and will be more accurately. The basic data of 
these receivables are taken from SIMF and then 
processed by such software. The receivable data 
may be taken at anytime for use by the auditors.

11)	Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Ketentuan 
Penyelenggaraan Ujian Negara Radio Elektronika 
dan Operasi

11)	Drafting Minister Regulation on the Provisions on 
Electronic Radio and Radio Operators State Exam
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Kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan 
Peraturan Menteri untuk menjadi dasar hukum  
Radio Elektronika dan Operator Radio. 

This activity was aimed at drafting Ministry 
Regulation as the legal basis of Electronic Radio 
and Radio Operators.

12)	Pengadaan Sertifikasi Radio Elektronika dan 
Operator Radio Berhologram

12)	Procurement of Electronic Radio Hologram Radio 
Operator Certification

Pengadaan Sertifikat ini dilakukan untuk lebih 
meningkatkan mutu sertifikat yang terdahulu 
sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

This Certification Procurement was aimed at 
improving the previous certification quality as a 
public service.

13)	Pengadaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio 
dan Konsesi Berhologram

13)	Procurement of Radio Operator Competence 
Certification and Hologram Concession

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi 
kebutuhan akan sertifikat SKOR   selain juga untuk 
meningkatkan mutu sertifikat yang terdahulu. 

This activity was conducted to meet the need 
for SKOR certification apart from enhancing the 
previous certification quality.

14)	Penyelenggaraan Ujian Negara Radio Elektronika 
dan Operator Radio Kegiatan ini dilaksanakan 
sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dimana 
pelaksanaannya dilakukan di beberapa tempat 
seperti Yaitu: Jakarta, Semarang, Makassar, 
Surabaya danTangerang. Untuk penggandaan 
soal.

14)	Administering Electronic Radio and Radio Operator 
State Exams for 25 (twenty five) times in different 
cities such as: Jakarta, Semarang, Makassar, 
Surabaya and Tangerang.

15)	Penyelenggaraan Ujian Negara Operator Radio 
Konsesi (SKOR)

15)	Administering Concession Radio Operator (SKOR) 
State Exams.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 9 
(sembilan) kali, dimana pelaksanaannya dilakukan 
di beberapa tempat diantaranya : Jakarta, Batam, 
Pekanbaru dan Banjarmasin. Tingkat kelulusan 
peserta sebesar 100%.Peserta yang tidak lulus 
biasanya hanya karena ketidakhadiran peserta 
untuk mengikuti ujian. 

These exams were administered for 9 (nine)
times in different cities, among others: Jakarta, 
Batam, Pekanbaru and Banjarmasin. The passing 
level reached 100%. The participants who failed 
were usually those who could not make it to the 
exam.

16)	 Pengadaan Server Untuk Sistem Database Radio 
Elektronika dan Operator Radio

16)	Procurement of Servers for Electronic Radio 
Database System and Radio Operators

Kegiatan ini dilakukan untuk mem-back up 
server yang lama, dimana server lama yang 
dulunya berada di lantai 7 dipindahkan ke lantai 
24.

This activity was held to back the old servers 
which had been located on the 7th floor and then 
moved to the 24th floor.

17)	 Pencetakan Blangko Izin 17)	Printing Permit Forms

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam 
pencetakan blanko yang dibutuhkan untuk 
Perizinan Frekuensi Radio, seperti Blanko ISR 
Darat, Blanko ISR Udara, Blanko ISR Laut, 
Pencetakan Map Dinas Laut, Map Dinas Darat, 
Map Dinas Siaran Swasta, serta Brosur-brosur 
Perizinan.

This activity was to print the forms required 
for Radio Frequency Permits, such as Land ISR 
Forms, Air ISR Forms, Sea ISR Forms, Sea Service 
Folders, Land Service Folders, Private Broadcast 
Service Folders, and License Leaflets.
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18)	 Penyusunan Kebijakan Pentarifan Spektrum 
Frekuensi Radio.

18)	Drafting the Radio Frequency Spectrum Tariff 
Policy. 

Kegiatannya adalah melakukan evaluasi 
terhadap struktur pentarifan penggunaan 
frekuensi radio yang berbasis BHP pita sesuai 
dengan perkembangan industri telekomunikasi, 
dilaksakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan 
anggaran Rp.635.854.000,- 

This activity was to evaluate the tariff structure for 
the cost of using the band-based radio frequency 
according with the telecommunication industrial 
development for 6 (six) months at the cost of Rp 
635,854,000

19)	 Penyusunan Master Plan Frekuensi Radio untuk 
Penyelenggaraan Radio Siaran AM (Amplitudo 
Modulation)

19)	Drafting Radio Frequency Master Plan for AM Radio 
Broadcast.

Kegiatannya adalah melakukan penyusunan 
master plan frekuensi radio siaran AM dengan 
tujuan agar tertib penggunaan kanal frekuensi 
radio untuk penyelenggaraan radio siaran AM.  

This activity was to draft the Radio Frequency 
master plan for AM radio broadcast to ensure 
orderly use of radio frequency canal for AM radio 
broadcast.

20)	Penyusunan Standard Operasional Prosedur 
(SOP) pengukuran frekuensi radio.

20)	Drafting Standard Operational Procedure (SOP) for 
radio frequency measurement.

Kegiatannya adalah membuat draft standard 
operasional prosedur untuk memudahkan 
pelaksanaan pengukuran parameter teknis 
frekuensi radio, sehingga diperoleh hasil yang 
benar dan akurat.  

The activity was to make standard operational 
procedure to facilitate the radio frequency technical 
parameter measurement as to give correct and 
accurate outcome.

21)	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/ Konsep 
Perijinan Frekuensi Radio Berbasis E-Licensing.

21)	Drafting Guideline for the Implementation/Concept 
of E-Licensing Based Radio Frequency Permits.

Kegiatannya adalah melakukan penyusunan 
petunjuk pelaksanaan perijinan frekuensi radio 
untuk pelayanan perijinan frekuensi secara 
elektronik (terpusat dan terintegrasi).   

This activity was focused on drafting the 
execution guidelines for radio frequency licensing 
for electronic frequency licensing (centered and 
integrated)

22)	Evaluasi Penerapan ISO 9001:2000 22)	Evaluation of ISO 9001:2000 Application.

Kegiatannya adalah melakukan evaluasi 
terhadap proses pelayanan perijinan frekuensi 
radio (ISR) yang sesuai dengan standard mutu 
ISO dan melakukan audit terhadap hasil kerja per 
triwulan.  

This was aimed at evaluating the radio 
frequency licensing (ISR) which complies with ISO 
quality standard and conduct quarterly audit.

23)	Penyelenggaraan ujian Amatir Radio, dan 
Komunikasi Radio Antar Penduduk.

23)	Administering Amateur Radio Station and Citizen 
Radio Communication exams.

24)	Program lanjutan implementasi penyiaran televisi 
dan radio digital secara nasional.

24)	Continued Program to implement nation-wide 
digital TV and radio broadcast

	 Kegiatannya adalah penyempurnaan rencana 
induk (masterplan) frekuensi untuk penyiaran 
digital sebagai pedoman pelaksanaan dalam 
implementasi penyiaran digital

This activity was to improve the frequency 
masterplan for digital broadcast as the guideline 
to implement digital broadcast.
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25)	Evaluasi penyelenggaraan jaringan akses nirkabel 
pita lebar.

25)	Evaluation of broadband wireless access network.

	 Kegiatannya adalah untuk mengevaluasi 
penyelenggaraan telekomunikasi jaringan akses 
nirkabel pita lebar, dimana kegiatan ini diperlukan 
untuk mendukung proses seleksi pengguna 
frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi 
jaringan akses nirkabel pita lebar dapat terlaksana 
dengan baik, adil, transparan dan dapat 
memberikan hasil yang terbaik bagi negara dan 
masyarakat.

This activity was aimed at evaluating broadband 
wireless access network as to support the selection 
process of frequency users to provide broadband 
wireless access telecommunication network in 
such a way that it runs smoothly, fairly, transparently 
and beneficial to the country and public.

26) Penyusunan Konsep Perizinan Frekuensi Berbasis 
E-licensing.

26)	Drafting the E-Licensing based Frequency 
Licensing Concept.

	 Kegiatannya adalah melakukann inventarisasi 
serta kajian terhadap regulasi yang dibutuhkan 
untuk proses perizinan frekuensi berbasis 
e-licensing sebagai bagian dari manajemen 
spektrum frekuensi.

This activity was focused on carrying out the 
inventory and studies of the regulations required for 
E-Licensing-based frequency licensing concept 
as part of the frequency spectrum management.

27) Penyusunan Kebijakan Pentarifan Spektrum 
Frekuensi Radio.

27)	Drafting Radio Frequency Spectrum Tariff Policy.

Kegiatannya adalah untuk meningkatkan 
kualitas layanan melalui optimalisasi jaringannya, 
netral terhadap teknologi dan mudah dalam 
pengawasannya.

This activity was aimed at improving the service 
quality  by optimizing its network, being neutral to 
technology and easy to control.

28)	Riset Manajemen Spektrum Frekuensi terkait 
dengan perkembangan teknologi Wireless yang 
berkembang.

28)	Frequency Spectrum Management Research in 
line with the wireless technology development.

Kegiatannya adalah mempersiapkan konsep 
dan strategi untuk antisipasi teknologi kedepan 
yang masih dan akan berkembang sebagai 
bahan untuk pengayaan penyusunan kebijakan 
manajemen spektrum frekuensi.

This goal of this activity was to draft the 
concept and strategy to anticipate technological 
advancement which continues to develop as 
to enrich the drafting of frequency spectrum 
management policy.

Kegiatannya adalah menyiapkan dan 
melaksanakan administrasi penyelenggaraan 
ujian Amatir Radio (IAR), dan Komunikasi Radio 
Antar Penduduk (IKRAP).

The activity was to prepare and administer 
Amateur Radio Station(IAR) and Citizen Radio 
Communication (IKRAP) exams.

4. BIDANG STANDARDISASI 4. STANDARDIZATION

Salah satu kinerja dari Direktorat Standardisasi 
adalah jumlah sertifikat perangkat yang 
diterbitkan atas perangkat telekomunikasi yang 
masuk ke Indonesia dan telah mengalami proses 
pengujian untuk bisa digunakan di wilayah hukum 
Indonesia. 

The Directorate of Standardization is responsible 
for, among others, issuing device certifications 
over telecommunication devices and gadgets that 
are imported to Indonesia and have passed the 
testing to be applied in the Indonesian territories.
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Secara total jumlah sertifikat yang diterbitkan 
pada tahun 2010 untuk semua jenis sertifikat 
mencapai 5011 atau meningkat 5,4% dibanding 
tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama 
berasal dari peningkatan pada penerbitan 
sertifikat perpanjangan yang mencapai 147%, 
sementara untuk jenis sertifikat lain justru 
mengalami penurunan. Selain sertifikat baru yang 
menurun 1%, penerbitan sertifikat revisi juga 
menurun 16,7% dan untuk jenis ertifikat revisi dan 
perpanjangan, penurunannya mencapai 11%.

In 2010, the Directorate issued a total of 5,011 
all types certifications or rose 5.4% compared to 
previous year. This increase was attributed to the 
issuance of more extension certificates reaching 
147%, while the issuance of other certificates has 
dropped. Besides the decreasing number of new 
certificate issuance (1%), the issuance of revision 
certificates also went down (16,7%), while the 
issuance of revision certificates and extension 
certificates fell 11%.

 2010 
 4.065 

Perpanjangan 600 
Revisi 249 
Perpanjangan dan Revisi 97 

Jumlah 5.011 
  

 

Tabel 4.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk masing-
Chart 4.1 Total Number of Certificate Issuance for Each Type in 2010

Gambar 4.1. menunjukkan kecenderungan 
penurunan jumlah sertifikat yang diterbitkan 
pada tahun 2010. Untuk jenis sertifikat baru, 
dibandingkan tahun 2009 mengalami penurunan 
pada tahun 2010. Kecenderungan menurun ini 
juga terjadi untuk jenis sertifikat revisi dan sertifikat 
revisi dan perpanjangan.

Chart 4.1 showed declining trend of the 
number of certificates issued in 2010. In terms 
of new certificate issuance, compared to that in 
2009, fewer certificates were issued in 2010. This 
declining trend also affected revision certificates 
and revision & extension certificates.
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Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk Masing-masing Jenis 2010 
Chart 4.2 Development of Number of Certificate Issuance for Each Type

Dari komposisi jenis sertifikat yang diterbitkan, 
penerbitan sertifikat perangkat masih didominasi 
untuk jenis sertifikat baru. Pada tahun 2010, 
sekitar 81,1% sertifikat yang dikeluarkan adalah 
untuk jenis sertifikat baru. Sementara untuk jenis 
sertifikat perpanjangan, proporsinya menunjukkan 
kecenderungan peningkatan dari 5,1% pada 
tahun 2009 menjadi 12% pada tahun 2010.

In terms of the types of certificates issued, the 
issuance of device certifications remains being 
dominated by new certificates. In 2010, around 
81.1% certificates issued were new ones. While for 
extension certificates, there was a growing trend 
from 5.1% in 2009 to 12% in 2010.
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Gambar 4.3 Komposisi Sertifikat yang Diterbitkan Menurut Jenis Sertifikat 2009-2010
Chart 4.3 Composition of Certificates Issued According to Types of Certificates 2009-2010

Dari sisi pertumbuhannya, sejalan dengan 
penurunan jumlah sertifikat yang diterbitkan 
untuk jenis sertifikat baru, sertifikat revisi dan 
perpanjangan, maka pertumbuhan penerbitan 
jumlah sertifikat untuk ketiga jenis sertifikat 
tersebut juga mengalami nilai pertumbuhan yang 
negatif meskipun rendah. 

In terms of growth, in line with the reduction 
of certificates issued for new certificates, revision 
and extension ones, they have been declining, 
although slightly.

 2010 
 - 1,0% 

Perpanjangan 146,9% 
Revisi - 16,7% 
Perpanjangan dan Revisi -11,0% 

Jumlah 5 ,4% 

Tabel 4.4 Pertumbuhan Penerbitan Sertifikat Menurut  Jenis Perangkat
Table 4.4 Growth of Certificate Issuance according to Types of Devices

Jika dilihat dari jenis perangkat dari sertifikat 
yang diterbitkan, penerbitan sertifikat pada tahun 
2010 paling banyak adalah untuk jenis perangkat 
pelanggan (CPE) Nirkabel, diikuti oleh sertifikat 
untuk jenis perangkat transmisi. Untuk jenis 
sertifikat baru dan sertifikat revisi, jenis perangkat 
pelanggan (CPE) Nirkabel adalah yang paling 
banyak diterbitkan. Sementara untuk jenis sertifikat 
perpanjangan, paling banyak adalah untuk jenis 
perangkat transmisi, diikuti untuk perangkat 
jenis sentral . Untuk jenis perangkat pelanggan 
(CPE) kabel, hanya diterbitkan satu sertifikat 
perpanjangan dan empat buah sertifikat revisi.

Viewed from the types of devices based on the 
certificates issued, the certificate issuance in 2010 
was dominated by wireless customer devices (CPE) 
followed by certificates for transmission devices. 
For new certificates and revision ones, certificates 
for wireless customer devices (CPE) were mostly 
issued. Meanwhile, the extension certificates were 
dominated by the transmission devices followed 
by central devices. However, for cable customer 
devices (CPE), only 1 extension certificates and 4 
revision certificates were issued.
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Tabel 4.5 Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat dan jenis perangkat Tahun 2010
Table 4.5 Certificate Issuance according to their types certificates and types of devices in 2010

Gambar 4.6 Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat Menurut Jenis Perangkat dan Jenis Sertifikat
Chart 4.6 Composition of Certificate Issuance according to the Types of Devices and Types of Certificates
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Gambar 4.7 Perbandingan Komposisi Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat 2009-2010
Chart 4.7 Ratio of Composition of Certificate Issuance according to the Types of Devices

Gambar 4.8 Perbandingan Penerbitan Sertifikat Bulanan Menurut Jenis Sertifikat Semester II 2009 Dan 2010
Chart 4.8 Ratio of Composition of Monthly Certificate Issuance according to their Types of Certificates, in the 

2nd Semesters of 2009 and 2010.
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Jika dilihat dari negara asal perangkat 
telekomunikasi yang dikeluarkan sertifikatnya 
pada tahun 2010, perangkat telekomunikasi asal 
negara China masih mendominasi penerbitan 
sertifikat tersebut. Sebanyak 2350 sertifikat baru 
dan total 2675 sertifikat telah diterbitkan pada 
tahun 2010 untuk perangkat telekomunikasi asal 
China. Negara berikutnya yang paling banyak 
dikeluarkan sertifikat perangkatnya adalah 
Amerika Serikat dan Jepang. Seperti ditunjukkan 
pada tabel 8.5, sebanyak 340 sertifikat baru dan 
total 460 sertifikat standardisasi perangkat telah 
dikeluarkan untuk perangkat asal Amerika Serikat. 
Untuk perangkat asal Jepang, jumlah sertifikat 
yang dikeluarkan mencapai 271 buah yang 162 
diantaranya adalah untuk sertifikat baru.

In terms of the countries of origin of the 
telecommunication devices of which the 
certificates were issued in 2010, China was 
dominating. As many as 2,350 new certificates and 
a total of 2,675 certificates were issued in 2010 for 
telecommunication devices imported from China. 
This was followed by the United States and Japan 
as shown in Table 8.5, namely 340 new certificates 
and a total of 460 device standardization certificates 
were issued for US-made devices. While for 
Japanese products, a total of 271 certificates were 
issued, and 162 of them were new ones. 

Negara Asal Baru Perpanjangan Re0visi Revisi & 
Perpanjangan 

Total 

China 2350 135 165 25 2675 

Amerika Serikat 340 108 6 6 460 

Jepang 162 103 1 5 271 

Italia 127 27 5 3 162 

Taiwan 139 3 11 1 154 

Korea Selatan 139 4 7 3 153 

Swedia 33 66 17 30 146 

Finlandia 59 44 0 4 107 

Meksiko 92 0 5 0 97 

Kanada 76 13 5 1 95 

Malaysia 69 14 5 5 93 

Jerman 56 21 2 8 87 

Indonesia 56 10 0 2 68 

Hungaria 61 0 5 0 66 

India 51 0 9 0 60 

Lainnya 255 52 6 4 317 

Total 4065 600 249 97 5011  

Tabel 4.9 Komposisi Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat dan Negara Asal Perangkat Tahun 2010
Table 4.9 Composition of Certificate Issuance according to their Types of Certificates of 2010
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Dominannya sertifikat asal China yang 
dikeluarkan atas perangkat yang masuk juga 
ditunjukkan oleh komposisi sertifikat perangkat 
yang dikeluarkan menurut negara asal. Proporsi 
sertifikat baru untuk perangkat asal China yang 
dikeluarkan pada tahun 2010 mencapai 57,8% dari 
total. Proporsi ini jauh lebih besar dibandingkan 
dengan sertifikat baru perangkat telekomunikasi 
dari negara lain. Proporsi sertifikat baru perangkat 
asal Amerika Serikat misalnya hanya 8,4% dan 
sertifikat baru perangkat asal jepang hanya 4% 
dari total sertifikat baru yang diterbitkan tahun 
2010. Besarnya proporsi penerbitan sertifikat 
baruperangkat asal China yang diterbitkan secara 
implisit juga menunjukkan dominanya produk 
perangkat telekomunikasi asal China yang masuk 
Indonesia dan disertifikasi sesuai dengan standar 
yang ditetapkan di Indonesia.

The dominance of the certificates issued for the 
imported Chinese-made devices was indicated 
by the number of device certificates according to 
the countries of origin. The proportion of the new 
certificates issued for the Chinese products in 2010 
reached 57.8 from the total certificates issued. 
This proportion was much higher compared to the 
new certificates for telecommunication devices 
imported from other countries. The proportion 
of new certificates for the devices imported from 
United States accounted only 8.4% while for 
devices imported from Japan were only 4% from 
the total number of new certificates issued in 2010. 
Implicitly, the large proportion of new certificates 
for the Chinese devices also means that the 
Chinese brands dominated the market but the 
products have been certificated in compliance to 
the Indonesian standard.

Tabel 4.10 Proporsi Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat dan Negara Asal Perangkat Tahun 2010
Table 4.10 Proportion of Certificates according to their Types and Countries of Origin of Devices in 2010

Proporsi yang besar untuk sertifikat perangkat 
asal China juga terjadi untuk jenis sertifikat 
revisi. Proporsi penerbitan sertifikat revisi untuk 
perangkat asal China mencapai 66,3% dari total 
sertifikat revisi  yang dikeluarkan. Proporsi ini juga 
jauh lebih besar daripada sertifikat revisi untuk 
perangkat telekomunikasi asal negara lainnya. 
Proporsi sertifikat revisi perangkat asal Swedia 
hanya 6,8% dan untuk perangkat asal Taiwan 
hanya 4,4%.

The large proportion of certificates issued 
for Chinese devices also occurred to revision 
certificates. The total certificate issuance for 
Chinese devices reached 66.3% of the total 
number of revision certificates issued. This ratio 
was much higher than the revision certificates 
issued for telecommunication devices imported 
from other countries, for example the revision 
certificates for Swedish products were only 6.8% 
and for Taiwanese brands were only 4.4%.
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Gambar 8.7 Semakin menunjukkan dominanya 
penerbitan sertifikat perangkat asal China yang 
sekaligus mencerminkan dominanya perangkat 
telekomunikasi asal China yang masuk dan perlu 
disertifikasi di Indonesia. Untuk jenis sertifikat baru 
dan sertifikat  revisi, proporsi penerbitan sertifikatnya 
sangat dominan dan jauh lebih besar dibanding 
perangkat telekomunikasi dari negara lain. Namun 
untuk sertifikat perpanjangan, proporsinya hampir 
seimbang antara perangkat telekomunikasi dari 
China, Amerika Serikat dan Jepang. Sementara 
untuk sertifikat revisi dan perpanjangan, proporsi 
terbesar adalah untuk perangkat asal Swedia 
(30,9%) diikuti oleh China (25,8%). Namun untuk 
jenis sertifikat revisi , perpanjangan dan sertifikat 
revisi dan perpanjangan, jumlahnya jauh lebih 
sedikit dibanding sertifikat baru.

Chart 8.7 shows the growing dominance of 
issuance certificates for Chinese devices and 
simultaneously reflects the dominance of Chinese 
telecommunication devices imported and the 
need to certify them in Indonesia. In terms of new 
certificates and revision certificates, the ratio of 
certificate issuance is extremely dominant and 
much larger than the telecommunication devices 
from other countries. However, for revision 
certificates, the proportion is almost at par with 
telecommunication devices imported from 
China, US and Japan. Meanwhile, for revision 
and extension certificates, the highest proportion 
was for the Swedish devices (30.9%) followed by 
China (25.8%). However, for revision certificates 
and extension certificates, as well as revision & 
and extension certificates, they are fewer than the 
new ones.

Gambar 4.11 Proporsi Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Tahun 2010.
Chart 4.11 Proportion of Certificate Issuance according to the Countries of Origin in 2010

Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Certificate Issuance according to the 
Countries of Origin

Dominasi penerbitan sertifikat untuk sertifikat 
perangkat asal China juga terjadi dari bulan ke 
bulan dalam satu tahun di 2010. Pola fluktuasi 
penerbitan sertifikat perangkat asal China ini juga 
sangat mempengaruhi pola fluktuasi penerbitan 
sertifikat perangkat secara total. Intensitas 
penerbitan sertifikat perangkat asal China yang 
tinggi gi awal semester 2 dan pada kuartal 4 
juga diikuti dengan intensitas penerbitan sertifikat 
secara total yang juga tinggi pada bulan-bulan 
tersebut. Demikian pula dengan penerbitan 
sertifikat perangkat asal China yang lebih tinggi 
pada semester 2 juga berdampak pada distribusi 
penerbitan sertifikat secara total yang juga jauh 
lebih tinggi pada semester 2 dibanding semester 
1. Secara rata-rata setiap bulan diterbitkan 223 
sertifikat perangkat asal China, sedangkan 
khusus untuk semester 2, rata-rata per bulannya 
mencapai 269 sertifikat. Sementara untuk total 
sertifikat yang dikeluarkan, rata-rata tiap bulannya 
dikeluarkan 418 sertifikat dan pada semester 2 
rata-rata per bulannya mencapai 484 sertifikat. 

The dominance of certificate issuance for 
Chinese device certification also occurred from 
month to month throughout 2010. The fluctuation 
of certificate issuance for Chinese devices also 
heavily affected the fluctuation of device certificate 
issuance in total. The high intensity of certificate 
issuance for Chinese devices in early 2nd semester 
and 4th quarter was followed by the intensity of 
total certificate issuance which proved high in 
these months. Similarly, the certificate issuance 
for Chinese devices which was higher in the 2nd 
semester also affected the total distribution of 
certificate issuance which was also much higher in 
the 2nd semester compared to the 1st semester. 
On average, as many as 223 certificates have 
been issued for Chinese devices each month. As 
regards the 2nd semester, on average as many as 
269 certificates were issued each month. In total, 
as many as 418 certificates were issued, and in the 
2nd semester alone, on average as many as 484 
certificates were issued each month.
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Negara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 

China 183 129 210 157 172 210 266 360 142 276 267 303 

USA 20 13 61 49 41 57 33 44 15 58 32 37 

Jepang 9 15 22 24 13 20 37 26 11 44 28 22 

Italia 10 10 18 10 15 19 4 12 3 28 25 8 

Taiwan 12 10 10 13 9 9 15 22 8 12 20 14 

Korea 
Selatan 

4 11 11 14 4 9 14 14 7 18 30 17 

Swedia 1 0 7 11 4 47 3 5 20 42 3 3 

Finlandia 6 2 4 9 3 3 6 5 0 42 27 0 

Meksiko 8 4 4 6 1 7 11 15 5 11 17 8 

Kanada 8 9 6 8 4 7 12 14 0 11 5 11 

Malaysia 9 5 8 3 8 11 7 13 4 12 12 1 

Jerman 2 4 7 11 2 16 4 6 6 14 12 3 

Indonesia 7 1 8 10 3 9 6 3 0 6 4 11 

Hungaria 9 8 6 0 3 6 4 8 2 6 10 4 

India 5 11 4 6 5 2 2 1 12 3 5 4 

Lainnya 19 24 27 16 15 46 26 31 13 38 24 38 

Total 312 256 413 346 302 478 450 579 248 622 521 484 

 

Tabel 4.12 Sebaran Penerbitan Sertifikat Bulanan Menurut Negara Asal Perangkat Tahun 2010 
Tabel 4.12 Distribution of Monthly Certificate Issuance according to the Countries of Origin in 2010

Proporsi penerbitan setifikat secara total pada 
tahun 2010 juga ditunjukkan oleh gambar 8.8. 
Dari gambar tersebut terlihat bahwa penerbitan 
sertifikat perangkat asal China sangat dominan 
dengan proporsi mencapai 53,4%. Sementara 
untuk proporsi sertifikat perangkat asal Amerika 
Serikat yang merupakan terbanyak kedua hanya 
9,2% dan Jepang hanya 5,4%. Meskipun dalam 
proporsi yang kecil, namun terdapat penerbitan 
sertifikat perangkat untuk perangkat asal 
Indonesia. Dari total sertifikat perangkat yang 
diterbitkan, 1,4% adalah sertifikat untuk perangkat 
asal Indonesia.

The total certificates issued in 2010 is shown 
in Chart 8.8. The chart indicates that the issuance 
of certificates for devices from China remains on 
the top list with the ratio of 53.4%, followed by 
the devices from US (9.2%) and Japan (5.4%). 
Indonesian made devices, although in small 
number (1.4%) have been registered too.
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Gambar 4.13 Komposisi Penerbitan Sertifikat Standardisasi Perangkat Menurut Negara Asal
Chart 4.13 Ratio of Certificate Issuance for Device Standardization According to their Countries of Origin

Neraca Perdagangan Perangkat 
Telekomunikasi

Trade Balance of Telecommunication 
Devices

Standardisasi perangkat melalui pemberian 
sertifikat atas perangkat yang akan masuk dan 
digunakan di Indonesia terkait erat dengan arus 
keluar masuk perangkat telekomunikasi dari dan 
ke Indonesia. Standardisasi diperlukan untuk 
memastikan perangkat telekomunikasi yang masuk 
ke Indonesia telah memenuhi standar perangkat 
yang telah ditetapkan untuk digunakan di wilayah 
Indonesia. Penerbitan sertifikat standardisasi yang 
besar untuk suatu jenis perangkat secara implisit 
menunjukkan tingginya arus masuk (impor) 
untuk jenis perangkat telekomunikasi tersebut. 
Neraca perdagangan perangkat telekomunikasi 
yang menunjukkan arus keluar (ekspor) dan 
masuk (impor) perangkat telekomunikasi dari 
dan ke Indonesia memberikan gambaran tentang 
besarnya arus keluar dan terutama masuknya 
perangkat telekomunikasi ke Indonesia yang 
membutuhkan perhatian dari bidang standardisasi 
perangkat.

The standardization of devices through the 
certificate issuance for the devices to be imported 
to and used in Indonesia is closely related to the 
flow of telecommunication devices from and to 
Indonesia. Standardization is inevitable to ensure 
that the telecommunication devices imported to 
Indonesia meet the device standardization as set to 
be used in the Indonesian territories. The issuance 
of numerous standardization certificates for a single 
type of devices implicitly indicates large inflow 
(importation) of such telecommunication devices. 
The trade balance of telecommunication devices 
being exported and imported from and to Indonesia 
describes the export volume and particularly the 
import volume of telecommunication devices to 
Indonesia. And this requires proper attention in 
terms of their device standardization.

 Ekspor Impor 

Nilai (US$) Berat (Kg) Nilai (US$) Berat (Kg) 

2010 2.310.105.995 56.333.735 3.619.695.162 62.600.497 

Tabel 4.14 Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi 2005-2010
Table 4.14 Export and Import of Telecommunication Devices from 2005 to 2010
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Pada tahun 2010, sebenarnya ekspor produk 
telekomunikasi Indonesia masih meningkat 
dengan peningkatan yang mencapai 22,4%. 
Namun pada periode yang sama, peningkatan 
impor produk telekomunikasi Indonesia justru 
meningkat dua kali peningkatan ekspor yaitu 
sebesar 44,6%. Akibatnya secara total defisit 
neraca perdagangan perangkat telekomunikasi 
Indonesia juga menjadi semakin besar. Jumlah 
penduduk Indonesia yang besar dan pendapatan 
per kapita penduduk yang mulai meningkat 
merupakan pasar yang sangat potensial bagi 
produk-produk telekomunikasi khususnya dalam 
bentuk consumer produk seperti telepon seluler, 
,modem, bluetooth dan lainnya. Kondisi ini 
memberi kontribusi besar terhadap peningkatan 
impor perangkat telekomunikasi  dalam tiga tahun 
terakhir.

In 2010, the export of Indonesian 
telecommunication products is still increasing 
(24%). However within the same period, the 
import increase of Indonesian telecommunication 
products was twice as much its export, namely 
44.6%. As a result, the total trade balance deficit 
of Indonesian telecommunication devices keeps 
widening. The large Indonesian population and 
its increasing income per capita have become 
the potential and lucrative market for Indonesian 
telecommunication products, in particular in the 
form of consumer products, such as: mobile 
phones, modems, bluetooth etc. This condition 
has been contributing largely to the growing import 
of Indonesia telecommunication devices in the last 
three years.

Dalam rangka mendukung program kerja 
strategis maka Direktorat Standardisasi telah 
melakukan hal-hal sebagai berikut :

In order to support the strategic working 
program, the Directorate of Standardization has 
taken the following steps:

a.	 Penertiban Terpadu Alat/Perangkat 
Telekomunikasi

a.	 Integrated Inspection on Telecommunication 
Devices/Equipment

Penertiban terpadu alat/perangkat 
telekomunikasi tahun 2010 merupakan 
tindak lanjut dari pemantauan alat/perangkat 
telekommunikasi utuk mengetahui perangkat yang  
belum bersertifikat  atau sudah bersertifikat  sesuai 
dengan UU Nomor 36 Tahun 1999. Pelaksanaan 
penertiban pada tahun 2010 dilaksanakan di 4 
(empat) kota yaitu : Jakarta, Surabaya, Batam, dan 
Medan, kegiatan  tersebut melibatkan berbagai 
pihak terkait antara lain : UPT Ditjen Postel, 
Dinas Kominfo, POLDA, POLRES, DenPOM. Dari 
kegiatan tersebut telah diamankan berbagai merk 
dan tipe perangkat telekomunikasi khususnya 
Telepon Seluler dan beberapa perangkat lainnya 
yang tidak bersertifikasi.

The integrated inspection for law enforcement 
on telecommunication devices/equipment carried 
out in 2010 was a follow up of the monitoring of 
telecommunication devices/equipment to know 
the devices which have and have not obtained 
certificates pursuant to Law No.36 of 1999. In 
2010 the curbing measures were carried out in 4 
(four) cities, namely: Jakarta, Surabaya, Batam and 
Medan and involved related agencies, namely: 
Integrated Service Unit of Directorate General of 
Post and Telecommunication, Communication and 
Information Service, Regional Police, Resort Police 
and Military Police Detachment. These activities 
managed to curb various brands and types of 
telecommunication devices, especially mobile 
phones and several other uncertified devices.

b.	 Penyusunan/Perumusan  Sistem dan 
Prosedur Teknis

b.	 Drafting/Formulating the System and Technical 
Procedure

Sebagai acuan  pengujian di balai pengujian 
dan bagi vendor mengenai standar alat dan 
perangkat telekomunikasi yang akan beredar di 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Direktorat Standardisasi dengan berbagai instansi 
terkait seperti Stakeholder, Regulator, BPPT, BSN 
dan  pihak terkait lainnya telah menyusun acuan 
teknis mengenai standard alat dan perangkat 
telekomunikasi.

As testing reference at the testing center and 
for the vendors concerning the standardization of 
telecommunication equipment and devices which 
are distributed to the territories of the Unitary State 
of the Republic of Indonesia, the Directorate of 
Standardization along with several related parties, 
such as the stakeholders, regulators, the Agency 
for the Assessment and Application of Technology 
(BPPT), the National Standardization Agency 
(BSN) and other related parties have compiled 
technical reference for the standardization of 
telecommunication equipment and devices.
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c.	 Program Lanjutan Dukungan dan 
Pengembangan Produk Telekomunikasi

c.	 Continued Support Program and 
Telecommunication Product Development

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan 
kompetensi indsutri lokal dalam mengembangkan 
perangkat telekomunikasi dalam negeri dan 
program ini mendorong kreatifitas bangsa untuk 
menghasilkan produk-produk telekomunikasi 
yang inovatif, berkelanjutan dan mampu 
mensejahterakan bangsa yang dapat menguasai 
pasar domestik. Proses program ini melibatkan 
beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia 
dan instansi-instansi terkait dalam melakukan 
penelitian, mempersiapkan konsep dan mendesain 
produk telekomunikasi. Semua konsep & desain 
prodk telekomunikasi Mobil Wimax dan DVB-H 
sudah selesai namun untuk desain operating 
system masih dalam skala laboratorium.

This program has been carried out to improve 
the local industry competence in developing 
domestic telecommunication devices. In 
addition, this program aimed at boosting the 
creativity of the Indonesian people to manufacture 
telecommunication products that are innovative, 
sustainable and able to bring prosperity to the 
nation, as the products are able to dominate 
the domestic market. This program has been 
run by involving several Indonesian higher 
institutions and related agencies in conducting the 
research, preparing the concept and designing 
telecommunication products. All Wimax Mobile 
telecommunication concepts and product designs 
have been completed but their operating system 
design is still being worked out in the lab.

d.	 Pelaksanaan Verifikasi penggunaan TKDN 
terhadap CAPEX Penyelenggara Jasa 
Telekomunikasi

d.	 Verification of Domestic Component 
(TKDN) usage against the Capex of 
Telecommunication Service Providers

Sebagai bentuk Pengawasan terhada 
pelaksanaan Peraturan Kominfo Nomor :07/
PER/M.KMINFO/2/2006 tentang Ketentuan 
Penggnaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk 
Penyelenggaraan Pita Frekuensi Radi 2,1 GHz 
untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak 
Seluler berkaitan dengan kewajiban para 
penyeleggara telekomunikasi bergerak seluler 
yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz (3G) 
untuk melakukan pembelanjaan dan pembiayaan 
dengan TKDN Capex 30% dan TKDN Opex 
50% maka perlu dilakukan suatu verifiaksi atau 
audit terhadap laporan self assessment para 
penyelenggara tersebut. Untuk Verifikasi self 
assessment TKN CAPEX telah ada rujukan tata 
cara verifikasinya sejak tahun 2009 yaitu Peraturn 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/
PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara 
Penilaian Pecapaian Tingkat Kompone Dalam 
Negeri Pada Penyelenggaran Telekomunikasi.  
Sehingga pekerjaan ini sudah bisa dilaksanakan 
sejak tahun 2009.

As supervision of the implementation of 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No. 07/PER/M.
KMINFO/2/2006 on the Provisions of 2.1 GHz 
Radio Frequency Band Usage for 2.1 GHz Radio 
Frequency Band Provision for Cellular Mobile 
Network Provision pertaining to the obligations of 
cellular mobil telecommunication operators who 
use 2.1 GHz (3G) frequency for the purchase and 
funding with Domestic Component Use (TKDN) 
Capex of 30% and Domestic Component Use 
(TKDN) Opex of 50%. Accordingly, verification or 
audit of self-assessment report is needed for these 
operators. For verification or audit of Domestic 
Component Use (TKDN) CAPEX self-assessment, 
there has been reference for its verification 
procedure in place since 2009, namely Regulation 
of the Minister of Communication and Information 
Technology No. 41/PER/M.KMINFO/10/2009 
regarding the Procedure to Assess the Achievement 
Level of Domestic Component Use for the provision 
of Telecommunication Services. This work has 
therefore been ongoing since 2009.

Sedangkan untuk verifikasi self assessment 
OPEX belum ada aturan tatacara verifikasi 
self assessmentnya sampai bulan September 
2010 sehingga karena terbatasnya waktu (3 
bulan tersisa sampai Desember 2010) para 
penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler 
3G belum menyerahkan laporan self assessment 
kepada Pemerintah sehingga belum ada 
verifikasinya tahun 2010 ini. Kalaupun dipaksakan 
untuk dilakukan verifikasi TKDN OPEX maka dari 
sisi waktu tidaklah logis untuk melakukan lelang 
dan melakukan pekerjaan verifikasinya.

Meanwhile, for the verification or OPEX self-assessment, 
the procedure for its self-assessment verification was 
only made in September 2010. Due to the limited time 
(3 remaining months until December 2010), the 3G 
cellular mobile telecommunication operators have 
not submitted their self-assessment reports to the 
Government. Consequently, the verification for 2010 
is not available yet. Even when the Level of Domestic 
Component Use (TKDN) OPEX verification had been 
pushed to finish, it would have been impossible to 
conduct the tender and verify it.
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5. BIDANG TELEKOMUNIKASI 
PERDESAAN

5. RURAL TELECOMMUNICATION 
SERVICES

a. 	Penyediaan akses telekomunikasi dan 
informatika perdesaan KPU/USO

a.	 Providing USO rural telecommunication and 
information access

Dalam rangka penyediaan akses 
telekomunikasi dan informatika perdesaan 
KPU/USO, Wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi (WPUT) dibagi menjadi 11 
Blok  Wilayah dengan sebaran sebagaimana 
gambar dibawah:

In order to provide USO rural 
telecommunication and information access, 
the Telecommunication Universal Service 
Areas (WPUT) has been divided into 11 Territory 
Blocks with the following distribution:
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Adapun target penyediaan pembangunan 
penyediaan jasa akses telekomunikasi dan 
informatika perdesaan KPU/USO secara lebih 
rinci adalah sebagai berikut :

The detailed target of providing USO rural 
telecommunication and information access is 
as follows:
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Pengadaan penyediaan jasa akses 
telekomunikasi dan informatika perdesaan 
KPU/USO telah menetapkan PT. Telekomunikasi 
Seluler (Telkomsel) sebagai pemenang untuk 
paket pekerjaan 1,2,3,6 dan 7. Sedangkan 
untuk paket pekerjaan 4 dan 5, telah ditetapkan 
PT. Indonesia Comnet Plus (Icon+) sebagai 
pemenang.  

The procurement of the provision of USO 
rural telecommunication and information 
access has announced PT. Telekomunikasi 
Seluler (Telkomsel) as the winner of work 
packages 1, 2, 3, 6 and 7. While PT. Indonesia 
Comnet Plus (Icon+) was the winner of work 
packages 4 and 5.

Sebagai pelaksana penyediaan jasa akses 
telekomunikasi dan informatika perdesaan 
KPU/USO untuk paket pekerjaan 1,2,3,6 
dan 7, PT. Telkomsel diberi kewajiban untuk 
membangun fasilitas telekomunikasi dan 
informatika perdesaan di 24.051 desa untuk 
Desa Berdering (telepon perdesaan) dan 69   
Desa Pinter (internet  di 100 desa sebagai pilot 
project). Sedangkan Icon+ sebagai pemenang 
untuk paket pekerjaan 4 dan 5 berkewajiban 
membangun 7.773 ssl untuk Desa Berdering 
dan 31 Desa Pinter.

As the provider of USO rural 
telecommunication and information access 
of work packages 1, 2, 3, 6 and 7, PT. 
Telkomsel has been authorized to build rural 
telecommunication and information facilities in 
24,051 villages in the frame of Ringing Villages 
(rural phone network) and 69 Smart Villages 
(internet connection in 100 villages as the 
pilot project). While Icon+ as the winner for 
package of works 4 and 5 had to provide 7,773 
connections for the Ringing Villages and Smart 
Villages.

Pada tanggal 9 Desember 2009 Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah 
menerbitkan  Peraturan  Direktur Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi  Nomor : 260/Dirjen/2009 
tentang Perubahan atas Peraturan  Direktur 
Jenderal Pos  dan Telekomunikasi Nomor : 
247/Dirjen/2008 tentang Wilayah Pelayanan 
Universal Telekomunikasi  (WPUT) Beban 
Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal 
(KKPU) Telekomunikasi.  Berdasarkan  
Peraturan Direktur Jenderal  Pos dan 
Telekomunikasi tersebut PT. Telkomsel diberi 
tambahan pekerjaan  untuk  menyediakan 
akses telekomunikasi  di 1.436 desa ( 6 %  dari 
kontrak 24.051 desa). Kewajiban PT. Telkomsel 
menyediakan akses telekomunikasi perdesaan  
yang semula  24.051 desa menjadi  25.412  
desa. 

On 9 December 2009, the Director 
General of Post and Telecommunication 
issued Regulation of the Director General 
of Post and Telecommunication No.260/
Dirjen/2009 regarding the Amendment of 
Regulation of the Director General of Post 
and Telecommunication No.247/Dirjen/2008 
regarding Telecommunication Universal 
Service Areas (WPUT), Contribution Cost for 
Universal Service Obligation(USO). Pursuant 
to this Regulation of the Director General of 
Post and Telecommunication, PT. Telkomsel 
was assigned with additional project to 
provide telecommunication access in 1,436 
villages (6% of the contracted 24,051 villages). 
The obligation for PT. Telkomsel to provide 
telecommunication access which initially was 
as many as 24,051 villages.

Jumlah pembangunan oleh PT. Telkomsel 
dan PT. Indonesia Comnet Plus (Icon+) 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 
adalah sebagai berikut :

The total construction by PT. Telkomsel and 
PT. Indonesia Comnet Plus (Icon+) until 31 
December 2010 was as follows:
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Kewajiban Operasi Belum Kewajiban Siap operasi Belum
BALI 178             178             -                
BANTEN 682             682             -                
BENGKULU 997             997             -                
D.I. YOGYAKARTA 19               19               -                
GORONTALO 184           7                      177             
IRIAN JAYA BARAT 768           115                  653             
JAMBI 805             805             -                
JAWA BARAT 1,187          1,187          -                
JAWA TENGAH 1,552          1,552          -                
JAWA TIMUR 1,579          1,579          -                
KALIMANTAN BARAT 986             983             3               
KALIMANTAN SELATAN 1,187          1,187          -                
KALIMANTAN TENGAH 1,128          1,127          1               
KALIMANTAN TIMUR 636             636             -                
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 159             159             -                
KEPULAUAN RIAU 88               88               -                
LAMPUNG 767             767             -                
MALUKU 710           130                  580             
MALUKU UTARA 576           68                    508             
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3,847          3,847          -                
NUSA TENGGARA BARAT 388             388             -                
NUSA TENGGARA TIMUR 2,027          2,027          -                
PAPUA 2,247        261                  1,986          
RIAU 716             716             -                
SULAWESI BARAT 236           148                  88               
SULAWESI SELATAN 905           359                  546             
SULAWESI TENGAH 744           145                  599             
SULAWESI TENGGARA 928           46                    882             
SULAWESI UTARA 474           69                    405             
SUMATERA BARAT 1,804          1,801          3               
SUMATERA SELATAN 1,704          1,704          -                
SUMATERA UTARA 2,976          2,976          -                

Total 25,412        25,405        7               7,772        1,348               6,424          
Persentase 100% 99.97% 0.03% 100.00% 17.34% 82.66%

PT. Telkomsel PT. Icon+

PENYEDIA JASA

PROVINSI
DESA DERING

b. Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan 
Internet Kecamatan 

b.	 Provision of Access Service for Subdistrict 
Internet Service Centers

Sebagai tindak lanjut terhadap 
pengembangan program Desa Dering dan 
Desa Pinter, dilaksanakan secara paralel 
program internet kecamatan melalui kegiatan 
penyediaan pusat layanan jasa akses internet 
kecamatan KPU/USO yang terdiri dari 11 
(sebelas) Paket Pekerjaan sebagai bentuk 
elaborasi kembali jumlah paket pada program 
Desa Dering dan Desa Pinter dalam rangka 
proporsionalitas besaran volume pekerjaan 
setiap paketnya, dengan rincian sebagai 
berikut :

As a follow up of the Ringing Villages and 
Smart Villages program, this program has been 
implemented in parallel with the subdistrict 
internet program through the activity to provide 
KPU/USO subdistrict internet access service 
centers comprising 11 (eleven) Work Packages. 
These served as further elaboration of the total 
work packages for the Ringing Villages and 
Smart Villages program in the framework of 
work volume proportion of each package, as 
follows:
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PAKET PROVINSI KECAMATAN/PLI 
I NANGGROE ACEH DARUSSALAM 260 

SUMATERA UTARA 337 
JUMLAH 597 

II SUMATERA BARAT 176 
JAMBI 125 
BENGKULU 118 
RIAU 145 
JUMLAH 564 

III SUMATERA SELATAN 182 
LAMPUNG 149 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 81 
KEPULAUAN RIAU 78 
JUMLAH 490 

IV JAWA BARAT 448 
BANTEN 206 
JUMLAH 654 

V JAWA TENGAH 478 
D.I. YOGYAKARTA 113 
JUMLAH 591 

VI JAWA TIMUR 538 
JUMLAH 538 

VII BALI 90 
NUSA TENGGARA BARAT 125 
NUSA TENGGARA TIMUR 213 
JUMLAH 428 

VIII KALIMANTAN BARAT 173 
KALIMANTAN SELATAN 156 
KALIMANTAN TENGAH 132 
KALIMANTAN TIMUR 158 
JUMLAH 619 

IX MALUKU 84 
MALUKU UTARA 74 
IRIAN JAYA BARAT 103 
PAPUA 207 
JUMLAH 468 

X SULAWESI UTARA 128 
GORONTALO 72 
SULAWESI TENGAH 135 
JUMLAH 335 

XI SULAWESI BARAT 88 
SULAWESI SELATAN 224 
SULAWESI TENGGARA 152 
JUMLAH 464 

TOTAL 5,748 
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I
PT. TELKOM NANGGROE ACEH 

DARUSSALAM 260
SUMATERA UTARA 337

II PT. JASTRINDO SUMATERA BARAT 176
      DINAMIKA JAMBI 125

BENGKULU 118
RIAU 145

III PT. JASTRINDO SUMATERA SELATAN 182
      DINAMIKA LAMPUNG 149

KEPULAUAN BABEL 81
KEPULAUAN RIAU 78

IV PT. SIMS JAWA BARAT 448
BANTEN 2 06

V PT. SIMS JAWA TENGAH 478
DI YOGYAKARTA 113

VI PT. JASTRINDO JAWA TIMUR 538
      DINAMIKA

VII PT. APLIKANUSA BALI 90
      LINTASARTA NUSA TENGGARA BARAT 125

NUSA TENGGARA TIMUR 213
VIII PT. APLIKANUSA KALIMANTAN BARAT 173

      LINTASARTA KALIMANTAN SELATAN 156
KELIMANTAN TENGAH 132
KALIMANTAN TIMUR 158

IX PT. APLIKANUSA MALUKU 84
      LINTASARTA MALUKU UTARA 74

IRIAN JAYA BARAT 103
PAPUA 207

X PT. TELKOM SULAWESI UTARA 128
GORONTALO 72
SULAWESI TENGAH 135

XI PT. TELKOM SULAWESI BARAT 88
SULAWESI SELATAN 224
SULAWESI TENGGARA 152

5748Total

PAKET PROPINSI KEWAJIBANPENYEDIA JASA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 
2010, realisasi Penyediaan Jasa Akses Pusat 
Layanan Internet Kecamatan adalah sebagai 
berikut :

Until 31 December 2010, the realization 
of the Provision of Subdistrict Internet Access 
Service Centers was as follows:

1 PT. Aplikanusa Lintasarta 1,515            1,515            
2 PT. Telekomunikasi Indonesia 1,396            1,396            
3 PT. Sarana Insan Muda Selaras 1,245            751               
4 PT. Jastrindo Dinamika 1,592            607               

Total 5,748            4,269            

No. Penyedia Kewajiban Terpasang
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Untuk mendukung kegiatan penyediaan 
Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan  
maka dilakukan beberapa kegiatan antara 
lain:

In order to back up the Subdistrict Internet 
Access Service Centers, the following activities 
were undertaken, among others:

1)	 Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet 
Kecamatan (MPLIK)

1)	 Providing Subdistrict Mobile Internet Access 
Service Centers (MPLIK)

Mobile Pusat Layanan Internet 
Kecamatan (MPLIK) adalah penyediaan 
jaringan akses end-to-end yang 
memungkinkan terselenggaranya layanan  
Pusat Layanan Internet Kecamatan 
yang bersifat bergerak (MPLIK). MPLIK 
pada prinsipnya  secara teknis memiliki 
karakteristik yang sama dengan Pusat 
Layanan Internet Kecamatan. 

The Subdistrict Mobile Internet Access 
Service Centers (MPLIK) provides end-
to-end access network which enables 
Subdistrict Mobile Internet Access Service 
Centers (MPLIK). In principle, MPLIK 
technically owns the same characteristics 
as the Subdistrict Internet Service Centers.

Tender MPLIK dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor : 19 / Per/M.Kominfo / 12 
/ 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 48/Per/M.Kominfo/11/2009 
tentang Penyediaan Jasa Akses Internet 
pada Wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi Internet Kecamatan. 

The tender for Mobile Internet Access 
Service Centers (MPLIK) has been carried 
out in compliance to Regulation of the 
Minister of Communication and Information 
Technology No.19/Per/M.Kominfo/12/2010 
on the Amendment of Regulation of the 
Minister of Communication and Information 
Technology No.48/Per/M.Kominfo/11/2009 
on the Provision of Internet Access Service 
within the Service Areas of Subdistrict 
Universal Telecommunication Services.

Tender MPLIK sebanyak 1907 titik 
MPLIK untuk 32 provinsi telah dilaksanakan 
pada tahun 2010 dan telah dilaksanakan 
penandatanganan kontrak pekerjaan 
penyediaan MPLIK kepada para pemenang 
tender. Namun untuk Paket Pekerjaan 
I Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 
sebanyak 105 titik MPLIK belum didapatkan 
pemenang (gagal lelang) dikarenakan 
jumlah peserta tender yang mendaftar 
hanya 2 (dua) perusahaan. Untuk pekerjaan 
MPLIK Paket I akan diadakan tender ulang 
pada tahun 2011. 

As many as 1,907 Mobile Internet 
Access Service Centers (MPLIK) points 
were tendered for 32 provinces in 2010. 
A contract signing was carried out by the 
tender winners for the provision of Mobile 
Internet Access Service Centers (MPLIK). 
However, the tender for 1 Work Package 
in Nangroe Aceh Darusssalam Province 
to work out 105 points failed as there had 
been only 2 (two) bidders. Consequently, 
this project will be tendered again in 2011.
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Berikut rincian hasil tender MPLIK pada 
tahun 2010 :  

Below are the details of Mobile Internet 
Access Service Centers (MPLIK) tender in 
2010:

PAKET 1 NANGGROE ACEH 
DARUSSALAM

105 Diulang
-

PAKET 2 SUMATERA UTARA 96 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010
PAKET 3 SUMATERA BARAT 114 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010

JAMBI 50 28 Desember 2010
RIAU 50
KEPULAUAN RIAU 14
BENGKULU 45 22 Desember 2010
LAMPUNG 45
KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG

14

PAKET 6 SUMATERA SELATAN 105 PT. Multidata Rancana Prima 22 Desember 2010
JAWA BARAT 64 22 Desember 2010
BANTEN 35
D.I. YOGYAKARTA 8 22 Desember 2010
JAWA TENGAH 120

PAKET 9 JAWA TIMUR 132 PT.Jogja Digital (Kemitraan) 22 Desember 2010
BALI 24 22 Desember 2010
NUSA TENGGARA BARAT 40

PAKET 11 NUSA TENGGARA TIMUR 75 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010
SULAWESI UTARA 16 28 Desember 2010
GORONTALO 45
SULAWESI TENGAH 50
SULAWESI BARAT 24 28 Desember 2010
SULAWESI TENGGARA 60

PAKET 14 SULAWESI SELATAN 105 PT. Telkom 28 Desember 2010
PAKET 15 KALIMANTAN BARAT 77 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010
PAKET 16 KALIMANTAN SELATAN 84 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010
PAKET 17 KALIMANTAN TENGAH 98 PT. Telkom 28 Desember 2010
PAKET 18 KALIMANTAN TIMUR 72 PT. Aplikanusa Lintasarta 22 Desember 2010

MALUKU 32 PT. Radnet 22 Desember 2010
MALUKU UTARA 32
PAPUA 60 28 Desember 2010
IRIAN JAYA BARAT 16

1907Total MPLIK

PAKET 13 PT. Telkom

PAKET 19

PAKET 20 PT. Telkom

PAKET 10 PT.Jogja Digital (Kemitraan)

PAKET 12 PT. Telkom

PAKET 7 PT. Multidata Rancana Prima

PAKET 8 PT.Jogja Digital (Kemitraan)

PAKET 4 PT. Telkom

PAKET 5 PT. Wahana Inovasi Nusantara

PROPINSI JUMLAH 
MPLIK

PAKET 
PEKERJAAN

PEMENANG TANGGAL 
PENANDATANGANAN 

KONTRAK

2)	 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen 
dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan 
(SIMMLIK)

2)	 Providing Subdistrict Management 
Information System and Internet Service 
Monitoring (SIMMLIK).

Sistem Informasi Manajemen dan 
Monitoring Layanan Internet Kecamatan 
(SIMMLIK), merupakan gerbang Pusat 
Layanan Internet Kecamatan (Gateway 
PLIK) di Jakarta yang memungkinkan 
layanan 5.748 PLIK atau 28.740 PC (Personal 
Computer) client  dan ditambah layanan 
1.907 MPLIK dapat diselenggarakan secara 
terpusat dan terjamin keberlangsungan 
layanannya (sustainability).

The Subdistrict Management Information 
System and Internet Service Monitoring 
(SIMMLIK) serves as the Subdistrict Internet 
Service Centers Gateway (PLIK Gateway) 
in Jakarta. This enables the subdistricts to 
provide services to 5,748 PLIK or 28,740 
clients’ PCs plus 1,907 MPLIK services 
which may be centrally provided and their 
sustainability is guaranteed.

Pelaksanaan kegiatan SIMMLIK 
berdasarkan kepada Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 48/
PER/M.KOMINFO/11/2009 dan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
20/PER/M.KOMINFO/12/2010

The execution of SIMMLIK was based on 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No.20/Per/M.
Kominfo/12/2010.
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Menurut Permen Nomor : 20/PER/M.
KOMINFO/12/2010 SIMMLIK berfungsi 
sebagai :

According to Regulation of the Minister 
of Communication and Information 
Technology No.20/Per/M.Kominfo/12/2010, 
SIMMLIK serves as:

sistem penyediaan akses internet;a.	
sistem monitoring dan manajemen b.	
perangkat serta jaringan internet;
pusat manajemen distribusi konten.c.	

internet access provision system;a.	
	monitoring and management system for b.	
devices and internet network;
content distribution management centerc.	

Tender untuk pekerjaan penyediaan 
SIMMLIK telah dilaksanakan pada tahun 
2010 dengan telah ditetapkannya PT. 
Solusi Media Semesta sebagai pemenang. 
Sedangkan kontrak telah dilaksanakan pada 
tanggal 30 Desember 2010 dengan Nomor 
Kontrak : 41/PKS/KOMINFO/12/2010.

The tender for SIMMLIK provision 
was carried out in 2010 and declared PT. 
Solusi Media Semesta as the winner. The 
contract began to be carried out on 30 
December 2010 under Contract No. 41/
PKS/KOMINFO/12/2010.

3)	 Penyediaan Nusantara Internet Exchange 
(NIX)

3)	 Providing Nusantara Internet Exchange 
(NIX)

Secara umum pengertian Nusantara 
Internet Exchange (NIX) adalah tempat 
secara fisik bertemunya  koneksi  antar 
penyelenggara internet maupun penyedia 
konten untuk saling bertukar data. NIX 
merupakan Internet Exchange Point yang 
dibiayai melalui dana kontribusi Kewajiban 
Pelayanan Universal Telekomunikasi

In general, Nusantara Internet Exchange 
(NIX) is defined as the physical meeting point 
of internet providers and or content providers 
to exchange data. NIX is Internet Exchange 
Point funded through the contribution funds 
of Mandatory Telecommunication Universal 
Services.

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan 
NIX adalah Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor : 21/PER/M.
KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan 
Nusantara Internet Exchange untuk Layanan 
Internet pada Wilayah Pelayanan Universal 
Telekomunikasi Internet Kecamatan.

The legal basis of NIX provision is 
Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No.21/
Per/M.Kominfo/12/2010 on the Provision 
of Nusantara Internet Exchange for 
Internet Services in Subdistrict Internet 
Telecommunication Universal Services.

Kegiatan NIX tertuang dalam Instruksi 
Presiden Nomor : 1 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Prioritas 
Pembangunan Nasional Tahun 2010 untuk 
menyelesaikan penyediaan NIX di 4 (empat) 
kota sampai dengan bulan Desember 
2010.

NIX activities are contained in Presidential 
Instruction No. 1 of 2010 regarding the 
Accelerated National Development Priorities 
of 2010 to adjust the provision of NIX in 4 
(four) cities until December 2010.
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Tender untuk pekerjaan penyediaan NIX 
telah dilaksanakan pada bulan Desember 
2010, tidak hanya untuk 4 (empat) kota tetapi 
8 (delapan) kota yaitu Medan, Palembang, 
Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, 
Ternate dan Jayapura. 

The tender for NIX provision project 
took place in December 2010 not only in 
4 (four) cities but 8 (eight) cities, namely 
Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, 
Balikpapan, Makassar, Ternate and 
Jayapura.

Dari pelaksanaan tender pekerjaan 
penyediaan NIX pada tahun 2010, diperoleh 
hasil sebagai berikut :

The results of the tender of NIX provision 
in 2010 were as follows:

 

PAKET 1 Medan dan Palembang PT Moratel (Kemitraan) 22 Desember 2010
PAKET 2 Surabaya dan Denpasar PT Moratel (Kemitraan) 22 Desember 2010
PAKET 3 Balikpapan dan Makasar PT. Telkom 22 Desember 2010
PAKET 4 Ternate dan Jayapura PT. Satata Neka Tama 22 Desember 2010

PAKET 
PEKERJAAN PROPINSI PEMENANG TANGGAL KONTRAK

4)	 Penyediaan Jasa Akses Internet SIMMLIK 
(UPSTREAM)

4)	 Providing SIMMLIK Internet Access Network 
(UPSTREAM)

Penyediaan Jasa Akses Koneksi 
Internet SIMMLIK, merupakan kegiatan 
untuk menyelenggarakan koneksi internet 
(IIX dan Internasional) untuk didistribusikan 
ke PLIK melalui SIMMLIK secara bertahap.

The provision of SIMMLIK Internet Access 
Network was focused on providing internet 
connection (IIX and International) to be 
gradually distributed to PLIK via SIMMLIK.

Tender pekerjaan Penyediaan Jasa 
Akses Internet SIMMLIK telah dilaksanakan 
pada tahun 2010 dengan ditetapkannya 
PT. Cyber Network Indonesia (Kemitraan) 
sebagai pemenang (pelaksana pekerjaan) 
dengan Kontrak Nomor : 17/PKS/
KOMINFO/12/2010 tanggal 22 Desember 
2010.

The tender for the Provision of SIMMLIK 
Internet Access Network was carried out 
in 2010 and declared PT. Cyber Network 
Indonesia (Kemitraan) as the winner under 
Contract No. 17/PKS/KOMINFO/12/2010 
dated 22 December 2010.
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BAB IV  CHAPTER IV
KEGIATAN FORA INTERNASIONAL 
INTERNATIONAL FORA ACTIVITIES

A. MULTILATERAL A. MULTILATERAL

1. Sidang UPU (Universal Postal Union) : 1.  Universal Postal Union (UPU) 
Convention

1)  CA C 1 Act of the Union Project Group (CA 
C1 AUPG)

1) CA C 1 of the Union Project Group (CA C1 
AUPG)

Keputusan Sidang CA C 1 AUPG: Resolutions of CA C1 AUPG Convention:

a.	 Penyusunan Universal Postal Convention 
dan Postal Payment Service Agreement 
secara permanen.

a. Drafting of permanent Universal Postal 
Convention and Postal Payment Service 
Agreement.

b.	 Disetujuinya draf questionnaire untuk 
survey tentang rencana dibentuknya 
Universal Postal Convention dan Postal 
Payment Service Agreement secara 
permanen.

b. Approval of draft questionnaire to survey 
the plan to establish permanent Universal 
Postal Convention and Postal Payment 
Service Agreement.

c.	 Disetujuinya draf questionnaire bertalian 
dengan pengecualian biaya pos untuk 
sekogram (mail for the blind).

c. Approval of the draft questionnaire 
pertaining to the exception of postal 
expenses for secogram (mail for the 
blind).

d.	 Disetujuinya the new mock-up of the 
General Regulations

d. Approval of the new mock-up of the 
General Regulations.

2)	 CA C 2 Postal Economic Project Group (CA 
C2 PEPG)

2) CA C2 Postal Economic Project Group (CA 
C2 PEPG)

Keputusan Sidang CA C 2 PEPG: Resolutions of CA C2 PEPG Convention:

a.	 Disetujuinya laporan workshop the UPU 
– AFI (Alliance for Financial Inclusion) 
tentang financial inclusion dan postal 
banking yang dilaksanakan pada 
tanggal 9 – 10 Nov 2009

a. Approval of the UPU-AFI (Alliance for 
Financial Inclusion) workshop report on 
the financial inclusion and postal banking 
carried out from 9-10 November 2009.

b.	 Disetujuinya Rencana pelaksanaan 
research di bidang postal financial 
economics: models dan persiapan 
survey.

b. Approval of the planned postal survey in 
financial economics: models and survey 
preparation.

c.	 Disetujuinya penyesuaian bab-bab 
dalam the UPU’s postal economic 
book untuk buku UNCTAD mendatang 
tentang perdagangan dan jasa (trade 
and services)

c. Approval of the adjustment of chapters 
in UPU’s postal economic book for the 
coming UNCTAD book regarding trade 
and services.
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d.	 Dis etujuinya laporan persiapan 
pelaksanaan survey ke-3 tentang krisis 
ekonomi global dan keuangan di sector 
pos.

d. Approval of the report on preparing the 
3rd survey of global economic and 
financial crisis in the postal sector.

e. Disetujuinya proyek persiapan end-of-
cycle book tentang keadaan ekonomi 
perposan di abad 21

e. Approval of the end-of-cycle book 
preparation project regarding postal 
economic condition in the 21st century.

3) CA C 1 Universal Postal Service Project 
Group (CA C1 UPSPG)

3) CA C1 Postal Economic Project Group (CA 
C1 PEPG)

Mrs. Ingrid Pandjaitan (Direktur Pos)  
menjadi Chairperson pada CA C 1 UPSPG 
menggantikan Mr. Muh. Aras (Indonesia) 
yang bertugas di the Asian-Pacific Postal 
Union (APPU) yang berkedudukan di 
Bangkok, Thailand.

Mrs. Inggrid Pandjaitan (Director of 
Post) was appointed Chairperson during 
the CA C1 UPSPG replacing Mr. Muh Aras 
(Indonesia) who had been assigned to the 
Asian-Pacific Postal Union (APPU) based in 
Bangkok, Thailand. 

Agenda Sidang CA C 1 UPSPG 
adalah dipresentasikan hasil pelaksanaan 
survey Universal Postal Service tahun 
2009 dan kelanjutannya di tahun 2010. 
Sejak tahun 2000, Biro Internasional UPU 
secara regular melaksanakan survey 
terhadap sistem monitoring dan evaluasi 
berdasarkan standar lima area utama 
(akses layanan, kepuasan pelanggan, 
kecepatan dan keakuratan, keamanan, 
serta liability dan perlakuan pengaduan/
keluhan) dan melaporkan hasil-hasilnya 
kepada UPSPG.

The CA C1 PEPG Convention presented 
the outcome of the Universal Postal 
Service survey conducted in 2009 and its 
continuation in 2010. Since 2000, the UPU 
International Bureau has been regularly 
carrying out the survey of the monitoring and 
evaluation system based on the standard of 
five main areas (service access, customer 
satisfaction, speed, accuracy, security and 
liability as well as handling of complaints) 
and reporting the outcomes to UPSPG.

Kuesioner yang disampaikan pada 
bulan Juli 2009 telah mendapat respon 
oleh 128 negara anggota dalam kurun 
waktu tiga tahun terakhir. Biro Internasional 
UPU akan mengirimkan kembali kuesioner 
versi tahun 2010 kepada seluruh anggota 
UPU.

The questionnaire which had been 
submitted in July 2009 was responded by 
128 member states within the last three 
years. The UPU International Bureau will 
again send the questionnaire of 2010 
version to all UPU members.

Dari hasil survey tersebut ditemukenali 
bahwa di beberapa Negara Universal 
Postal Service yang dilaksanakan oleh 
Designated Operator mendapatkan 
bantuan dana dari Pemerintah dalam hal 
ini termasuk Indonesia. Dari hasil analisis 
diusulkan agar di masa mendatang 
dimungkinkan Pemerintah tidak perlu 
membantu pelaksanaan Universal Postal 
Service.

The survey results found out that Universal 
Postal Services, carried out by Designated 
Operators in by several countries, are 
receiving subsidies from the Government, 
including Indonesia. The analysis result 
proposes that in the future, there is no need 
for the Governments to financially assist the 
execution of Universal Postal Service.

4) CA C 1 Reform of the Union Project Group 
(CA C1 RUPG)

4) CA C1 Reform of the Union Project Group 
(CA C1 RUPG)

Keputusan Sidang CA C 1 RUPG: Resolutions of CA C1 RUPG Convention:



Annual Report of the Directorate General of Post and Telecommunication of 2010

73

a.	 Disetujuinya laporan RUPG meeting 
selama pelaksanaan POC session.

a. Approval of RUPG meeting report during 
the POC session

b.  Disetujuinya studi tentang pengaruh 
new market players di sector pos 
terhadap Union serta misi dan 
kegiatannya, laporan draf TOR dan 
kemajuannya.

b. Approval of the studies on the new 
market players’ impact to the postal 
sector against the Union, its mission 
and activities, draft TOR report and 
progress.

c. Disetujuinya  laporan Union 
extrabudgetary activities.

c. Approval of the Union extra-budgetary 
activities report.

d.Disetujuinya study of possible 
adjustments to the UPU mission – 
Legal implications of the UPU’s status 
as a UN specialized agency

d. Approval of the studies of possible 
adjustments to the UPU mission-Legal 
implications of the UPU’s status as a UN 
specialized agency.

e.	 Ditetapkannya prosedur arbritasi bagi 
designated operators

e.	 Determination of the arbitration 
procedure for designated operators

2.  Sidang WTDC (World 
Telecommunication Development 
Conference)

2. Convention of WTDC (World 
Telecommunication Development 
Conference)

1)	 HYDERABAD DECLARATION 1)	 THE HYDERABAD DECLARATION

Deklarasi ini merupakan payung dari 
keseluruhan isi WTDC 2010 yang merupakan 
general concerns Negara Anggota ITU dan 
Sector Members tentang perkembangan 
telekomunikasi dan khususnya sektor 
pengembangan ITU. Beberapa hal penting 
yang dinyatakan dalam deklarasi ini antara 
lain adalah: 

This declaration serves as the legal 
basis for the entire contents of WTDC of 
2010 constituting the general concerns 
of ITU Member Countries and Sector 
Members regarding telecommunication, 
and in particular ITU development. 
Several important points are stated in this 
declaration, among others:

•	 Penggunaan dan akses pita lebar yang 
didukung oleh jaringan nasional yang 
kuat, menjadi jasa pelayanan yang 
esensial yang secara universal tersedia 
bagi setiap warga Negara untuk 
mengembangkan ekonomi berjaringan 
(networked economies) dan masyarakat 
informasi.

•	 The use and access to broadband 
backed up by robust national network 
have become essential services which 
are universally available for all Indonesian 
citizens as to develop networked 
economies and information community 
members.

•	 Migrasi kepada Jaringan IP 
meningkatkan kebutuhan untuk 
memegang teguh pada kebijakan 
alokasi yang ada, pengembangan 
strategi nasional yang tepat,  dan 
pengembangan SDM untuk mengatasi 
migrasi jaringan dari IPv4 ke IPv6 dan 
mendorong penyebaran IPv6, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan regional 
dan nasional.

•	 Migration to IP Network increases the 
need to uphold the existing allocation 
policy, appropriate national strategy 
development and human resource 
development aimed to overcome 
network migration from IPv4 to IPv6, and 
encourage IPv6 distribution by taking 
into account the regional and national 
needs.
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•	 Telekomunikasi/TIK memainkan peran 
penting pada pendeteksian bencana, 
peringatan dini, kesiapan, respon, 
dan pemulihan. Para pemerintah wajib 
mendukung pengembangan dan 
implementasi kebijakan dan strategi 
yang memfasilitasi penggunaan 
telekomunikasi/TIK untuk manajemen 
bencana, dengan memperhatikan 
keuntungan system interoperabilitas 
telekomunikasi/TIK, khususnya 
komunikasi radio.

•	 Telecommunication/ICT plays a 
vital role to detect disasters, early 
warning, preparedness, responses 
and rehabilitation/restoration. The 
governments must support the 
development and implementation 
of the policies and strategies which 
facilitate the telecommunication/TIK for 
the disaster management in view of the 
advantages of telecommunication/ ICT 
inter-operability system, particularly radio 
communication.

•	 Hyderabad Action Plan (HAP) adalah 
alat penting dan relevan untuk 
membantu menjembatani kesenjangan 
digital.

•	 The Hyderabad Action Plan (HAP) serves 
as vital and relevant tool to help bridge 
the digital divide.

•	  WTDC (Hyderabad, 2010) mengajak 
negara-negara anggota ITU, 
anggota sektor, dan para pemangku 
kepentingan untuk berkontribusi ke 
arah implementasi HAP yang berhasil.

•	 WTDC (Hyderabad, 2010) called for ITU 
member countries, sector members, 
and all stakeholders to contribute to 
successful HAP implementation.

2) STRATEGIC PLAN DAN HYDERABAD 
ACTION PLAN 

2)	 STRATEGIC PLAN AND HYDERABAD 
ACTION PLAN

Strategic Plan Strategic Plans

Rencana Strategis ITU-D untuk 
periode yang akan datang (2010-2014) 
menghadapi tantangan-tantangan 
dan kesempatan-kesempatan, antara 
lain, adalah kesenjangan digital; akses 
kepada broadband; konvergensi 
dan enabling environment; indikator-
indikator telekomunikasi/TIK dan indeks 
pengembangan TIK; transisi kepada 
penyiaran digital dan manajemen spektrum;  
jasa dan aplikasi telekomunikasi/TIK 
untuk pembangunan ekonomi dan sosial, 
pengurangan kemiskinan dan penciptaan 
kemakmuran; inovasi komunikasi bergerak; 
membangun kepercayaan/keyakinan 
dalam penggunaan telekomunikasi/TIK; 
pengembangan sumber daya manusia; 
telekomunikasi untuk keadaan darurat; 
krisis keuangan global; dan perubahan 
iklim.

ITU-D Strategic Plans for the coming period 
(2010-2014) will face both challenges and 
opportunities, among others, digital divide, 
access to broadband; convergence and 
enabling environment; telecommunication/
ICT indicators and ICT development index; 
transition to digital broadcast and spectrum 
management; telecommunication/
ICT services and application for socio-
economic development, poverty reduction 
and creation of prosperity, mobile 
communication innovations; trust building 
in telecommunication/TIK usage; human 
resource development; telecommunication 
for emergency conditions, anticipation of 
global financial crisis; and climate change.
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Visi ITU-D adalah menjadi organisasi 
terdepan untuk mempromosikan 
ketersediaan dan aplikasi telekomunikasi/
TIK untuk pembangunan sosial ekonomi, dan 
dengan misi untuk menggalang kerjasama 
internasional dan solidaritas dalam bentuk 
penyampaian bantuan teknis dan dalam 
penciptaan pengembangan dan perbaikan 
peralatan dan jaringan telekomunikasi/TIK 
di Negara berkembang. 

ITU-D vision is to become the spearhead 
organization and promote the availability 
and application of telecommunication/ICT 
for socio-economic development. While 
its missions are to promote international 
cooperation and solidarity through technical 
assistance and development and repair 
of telecommunication/ICT equipment and 
network in developing countries.

Sedangkan tujuan strategis 
ITU-D adalah untuk mempromosikan 
ketersediaan infrastruktur dan 
memperkuat lingkungan yang kondusif 
untuk pengembangan telekomunikasi/
TIK dan penggunaannya dalam cara yang 
aman dan terlindungi; untuk memberikan 
bantuan pada Negara berkembang 
dalam menjembatani kesenjangan digital 
dengan mencapai pengembangan  sosio-
ekonomi telekomunikasi/TIK yang lebih 
luas; dan untuk memperluas manfaat 
dari masyarakat informasi  kepada 
Negara anggota dengan bekerjasama 
dengan pemangku kepentingan publik 
dan swasta, dan untuk mempromosikan 
integrasi penggunaan telekomunikasi/
TIK dalam ekonomi dan masyarakat yang 
lebih luas sebagai pemicu pembangunan, 
inovasi, kemanusiaan, pertumbuhan dan 
produktivitas secara global.

While ITU-D strategic goals are to 
ensure the availability of structure and 
conducive environment aimed to develop 
telecommunication/ICT  and its application 
in safe and protected manner; to assist 
developing countries in bridging the digital 
gap through broader telecommunication/ICT 
socio-economic development; to expand 
the benefits of information community to 
the member countries by cooperating with 
the public and private stakeholders, and to 
promote telecommunication/ICT integrated 
use in the economy and community which 
are broader as the trigger for the global 
development, innovation, humanity, growth 
and productivity.

Hyderabad Action Plan (HAP) The Hyderabad Action Plans (HAP)

HAP merupakan satu paket yang 
komprehensif yang dapat membantu 
nagara-negara berkembang untuk 
mempromosikan pembangunan jaringan 
dan pelayanan TIK yang seimbang 
dan berkelanjutan. HAP terdiri dari lima 
program:

HAP serves as the comprehensive 
package which may help developing 
countries promote balanced and sustainable 
network development and ICT service. HAP 
consists of five programs:

Program 1:  Pembangunan Infrastruktur Informasi 
dan komunikasi, dan teknologi;

Program 1:	 Development of information, 
communication and technology 
infrastructure;

Program 2:   Cybersecurity, Aplikasi TIK dan Isu yang 
terkait dengan Jaringan berbasiskan 
IP;

Program 2:	 Cybersecurity, TIK application and 
issues related to IP-based Network;

Program 3:  Enabling Environment (Pemberdayaan 
lingkungan);

Program 3:	 Enabling the environment;

Program 4:  Capacity Building dan Digital Inclusion; 
dan,

Program 4:	 Capacity building and digital inclusion; 
and

Program 5: Least Developed countries, countries 
in special need, emergency 
telecommunications dan climate 
change adaptation.

Program 5:	 Least developed countries, countries 
in special need, emergency 
telecommunication and climate change 
adaptation.
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Selain ke lima program tersebut, HAP 
juga memasukkan inisiatif regional. Inisiatif 
regional untuk kawasan Asia dan Pasifik 
adalah kebutuhan unik TIK untuk least 
developed countries, negara berkembang 
kepulauan kecil dan negara berkembang 
terpencil (Small island developing states, 
landlocked developing countries), 
emergency telecommunication, digital 
broadcasting, Broadband access, dan 
uptake in urban and rural areas, Kebijakan 
telekomunikasi/TIK dan regulasi pada 
regional Asia Pasifik.

In addition to these five programs, HAP 
has also included the regional initiatives. 
The regional initiatives for Asia Pacific 
region are the unique need for TIK for the 
least developed countries, developing 
countries, small island developing states 
and landlocked developing countries, 
emergency telecommunication, digital 
broadcasting, broadband access, 
and uptake in urban and rural areas, 
telecommunication/ICT policies and 
regulations in Asia-Pacific region.

WTDC 2010 juga menetapkan kembali 
peran Telecommunication Development 
Advisory Group (TDAG) dan 2 Study 
Groups yaitu Study Group 1: Enabling 
environment, cybersecurity, ICT applications 
and Internet-related issues; dan Study 
Group 2: Information and communication 
infrastructure and technology development, 
emergency telecommunications and 
climate change adaptation, dalam usaha 
pengembangan ITU-D.

WTDC 2010 also redefined the role 
of the Telecommunication Development 
Advisory Group (TDAG) and 2 Study 
Groups, namely Study Group 1: Enabling 
environment cybersecurity, ICT applications 
and internet-related issues; and Study 
group 2: Information and communication 
infrastructure and technology development, 
emergency telecommunication and climate 
change adaptation, in the efforts to develop 
ITU-D.

WTDC-10 memilih Chairman dan Vice 
Chairmen Study Group 1 dan 2 untuk setiap 
regions serta Chairman dan Vice Chairmen 
TDAG (Telecommunication Development 
Advisory Group) untuk periode 2010 – 
2014. 

WTDC-10 elected its Chairmen and 
Vice Chairmen for Study Group 1 and 2 for 
each region as well as Chairman and Vice 
Chairman for TDAG (Telecommunication 
Development Advisory Group) for its 2010-
2014 tenure.

WTDC 2010 menghasilkan resolusi, 
rekomendasi dan keputusan-keputusan.

WTDC 2010 made several resolutions, 
recommendations and decisions.

3. Sidang ITU Council 3.	 ITU Council Meeting

International Telecommunication 
Conference Plenipotentiary Conference 2010 
(PP-10) yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 22 
Oktober 2010 bertempat di Expo Guadalajara, 
Meksiko telah berjalan dengan sukses.

The International Telecommunication 
Conference Plenipotentiary Conference of 
2010 (PP-10) which was convened from 4 to 
22 October 2010 in Guadaljar Expo, Mexico run 
smoothly and successfully.

Dalam PP-10 ini, Indonesia telah sukses 
memperjuangkan kepentingan nasional 
diantaranya telah diterimanya proposal 
Indonesia tentang Number of Council Seat 
dan terpilihnya Indonesia menjadi anggota 
Council ITU periode 2010-2014 dengan nomor 
urut pertama yang telah mengalahkan Jepang, 
Korea, China, India yang selama ini biasanya 
mendapat nomor urut teratas. Indonesia 
pada pemilihan pada PP-06 terpilih dengan 
nomor urut 7. Selain itu, Indonesia juga telah 
turut aktif memperjuangkan kepentingan 
nasional maupun kepentingan Negara-negara 
berkembang dalam forum ini dan diterima 
oleh sidang.

In this PP-10, Indonesia managed to advocate 
its national interest, namely the acceptance 
of Indonesian proposal on the number of the 
Council Seats and election of Indonesia as 
member of ITU Council of 2010-2014 tenure 
on the top list defeating Japan, South Korea, 
China and India. These countries have been on 
the top lists. Indonesia’s position during PP-06 
had been on rank 7. Apart from this, Indonesia 
played an active role in advocating its national 
interest and those of developing countries in 
this forum and was eventually endorsed by the 
Meeting.
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Dengan terpilihnya Indonesia menjadi 
anggota  Council ITU periode 2010-2014 
dengan nomor urut pertama, merupakan salah 
satu prestasi bangsa di forum internasional 
yang harus dicatat dalam sejarah. Tantangan 
riil adalah pasca terpilihnya Indonesia menjadi 
anggota ITU council untuk empat tahun ke 
depan yang harus diisi dengan usulan-usulan 
konstruktif dan yang terpenting lagi adalah 
karya nyata di dalam negeri.

The election of Indonesia as ITU Council 
member of 2010-2014 tenure on the top list is a 
remarkable and historical national achievement 
in the international forum. The real challenges lie 
ahead, namely being an ITU Council member in 
the next 4 years. Indonesia must come up with 
constructive proposals, and most importantly 
actual works in Indonesia itself.

Melihat itu semua sangatlah bijak kiranya 
kedudukan Indonesia di ITU council 2010-2014 
menjadi momentum kebangkitan TIK nasional 
dan menjadi modal dasar Indonesia untuk 
merebut posisi sebagai pelopor kebangkitan 
TIK di kelompok negara-negara berkembang 
paling tidak di kawasan ASEAN.

Under such circumstance, Indonesia 
must capture this opportunity as member of 
ITU Council in 2010-2014 as the momentum 
of national ICT emergence and opportunity 
to become the pioneer of ICT development 
progress among the developing countries, at 
least in ASEAN region.

B. REGIONAL B. REGIONAL

a. Sidang APPU a. APPU Meeting

Sidang Asian-Pacific Postal Union Executive 
Council (APPU-EC) 2010 Bali menghasilkan 
beberapa rekomendasi yang akan dibahas 
pada pertemuan EC berikutnya di Mongolia 
dan Indonesia sebagai negara tuan rumah 
penyelenggaraan sidang APPU-EC mendapat 
apresiasi yang sangat baik dari banyak 
delegasi atas penyelenggaraan sidang APPU-
EC.

The Asia-Pacific Postal Union Executive 
Council (APPU-EC) Meeting of 2010 in Bali 
came up with several recommendations. These 
will be further discussed during the next EC 
meeting in Mongolia, and Indonesia being the 
host of APPU-EC meeting received excellent 
appreciation from many delegates.

APPU juga menyelenggarakan seminar 
mengenai Direct Mail dengan para pembicara 
dari instansi Pos Negara-negara Asia  dan 
Australia diantaranya: Singapore, Hong Kong,  
Thailand, Vietnam, serta Biro Internasional 
UPU.

APPU also held a seminar on Direct Mail 
featuring speakers from Postal Agencies of 
Asian Countries and Australia, among others: 
Singapore, Hong Kong, Thailand, Vietnam and 
UPU International Bureau.

b. TELSOM/TELMIN b.  TELSOM/TELMIN

Hasil Sidang Outcomes of the Meeting:

Sidang ini membahas beberapa keputusan 
Kepala Negara ASEAN yang terkait dengan 
kerjasama bidang telekomunikasi ICT yang 
diputuskan pada 16th ASEAN Summit dan 
17th ASEAN Summit di Ha Noi Viet Nam. 
Sidang mengesahkan 8 (delapan) proyek 
prioritas untuk diimplementasikan pada 2011 
dengan menggunakan dana dari ASEAN ICT 
Fund. 

This meeting discussed several decisions 
of ASEAN Head of States in respect to the 
cooperation in ICT telecommunication which 
had been adopted during the 16th ASEAN 
Summit and 17th ASEAN Summit convened 
in Hanoi, Vietnam. This meeting approved 
8 (eight) priority projects to be carried out in 
2011 relying on the funds taken from ASEAN 
ICT Fund.
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Sidang juga mengesahkan ASEAN ICT 
Master Plan 2015 dan menugaskan TELSOM 
untuk mengembangkan langkah-langkah 
strategis terkait dengan implementasi ASEAN 
ICT Master Plan 2015 tersebut, sehingga dapat 
terlaksana dengan baik di semua negara 
anggota ASEAN. Sidang juga mengesahkan 
Kuala Lumpur Statement on ICT Positioning 
ASEAN for the Future. Di samping itu secara 
internal dengan Menteri ASEAN melaksanakan 
diskusi dengan negara mitra wicara yaitu 
China, Jepang dan Korea mengembangkan 
aplikasi ICT untuk UKM, e-education, e-health, 
network security dan penggunaan ICT dalam 
penanggulangan bencana dan pelestarian 
lingkungan.

The meeting also ratified the ASEAN ICT 
Master Plan of 2015 and assigned TELSOM 
to develop strategic plans pertaining to the 
implementation of this ASEAN ICT Master Plan 
of 2015. By doing so, the Master Plan may be 
properly executed in all ASEAN countries. This 
meeting also ratified Kuala Lumpur Statement 
on ICT Positioning ASEAN for the Future. Aside 
from that, internally the ASEAN Ministers held 
discussion with the dialog partners, namely 
China, Japan and South Korea aimed at 
developing ICT application for small and 
medium enterprises, e-education, e-health, 
network security and ICT use to cope with 
disasters and sustain the environment.

C. BILATERAL C. BILATERAL

1.	 Sampul Peringatan (Commemorative 
Cover) Indonesia - Rusia

1.	 Indonesia-Russia Commemorative 
Cover

•	 Penerbitan / Launching Sampul Peringatan 
Indonesia – Rusia telah dilaksanakan pada 
tanggal 19 November 2010 bertempat 
di Lantai 13 Gedung Sapta Pesona, Jl. 
Medan Merdeka Baratno.17, Jakarta. Latar 
belakang penerbitan Sampul Peringatan 
Indonesia – Rusia ini adalah dalam rangka 
peringatan 60 tahun hubungan diplomatik 
Indonesia – Rusia yang jatuh pada tanggal 
3 Februari 2010.

•	 The Launching of Indonesia-Russia 
Commemorative Cover was held on 
19 November 2010 on the 13th floor of 
Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka 
Barat No. 17, Jakarta. The background of 
the Indonesia-Russia Commemorative 
Cover launching was to celebrate the 60th 
Indonesian-Russian diplomatic relation 
which fell on 3 February 2010.

Desain Sampul Peringatan berdasarkan 
hasil pembahasan Pokjanas  adalah Gelora 
Bung Karno dan Stadium Luzhniki (dengan 
latar biru bergambar peta kedua negara) 
dan desain Perangko Prisma ditetapkan 
adalah gambar Tugu Monas dan Kremlin 
didampingi dengan gambar jabat tangan, 
desain tersebut dilatari makna bahwa 
bangunan-bangunan tersebut memiliki 
nilai-nilai kekhasan yang dapat mewakili 
identitas kedua negara dalam symbol 
persahabatan RI-Rusia.

The Commemorative Cover Design was 
the result of the discussion of the National 
Working Group which depicts Gelora Bung 
Karno (Indonesia’s sport stadium built by 
Russia) and Luzhniki Stadium with blue 
background showing the maps of both 
countries). While the Prism Stamp design 
depicts the Monas National Monument and 
Kremlin Building next to a handshake picture. 
This design illustrates that these icons are 
unique and represent the identities of both 
countries and symbol of friendship between 
the Republic of Indonesian and Russia.

Kerjasama Sampul Peringatan RI – Rusia 
dimungkinkan akan dilanjutkan menjadi 
Joint Issue Of Stamp (JIS).

This joint Indonesia-Russia Commemorative 
Cover will likely continue with Joint Issue of 
Stamps (JIS).

•	 Sampul Peringatan (Commemorative Cover) 
Indonesia - Suriname

•	 Indonesia-Suriname Commemorative Cover 
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Penerbitan / Launching Sampul Peringatan 
Indonesia – Suriname dilaksanakan pada 
tanggal 5 Januari 2010. Latar belakang 
penerbitan Sampul Peringatan ini adalah 
dalam rangka peringatan 35 tahun hubungan 
diplomatik Indonesia – Suriname. Desain 
Sampul Peringatan yang telah ditetapkan 
adalah Istana Agung Yogyakarta dan Istana 
Pemerintah Suriname (Presidential Palace), 
desain dipilih dengan latar belakang terjalinnya 
kerjasama Sister City antara Yogyakarta 
dengan salah satu daerah kota praja Suriname, 
yaitu Distrik Commewijne.

The Launching of Indonesia-Suriname 
Commemorative Cover was held on 5 January 
2010. The background of the Indonesia-
Suriname Commemorative Cover launching 
was to celebrate the 35th Indonesian-Suriname 
diplomatic relations. The Commemorative 
Cover design chosen depicts Yogyakarta Royal 
Palace and Suriname Presidential Palace. This 
design represents the establishment of the 
Sister Cities of Yogyakarta with Commewijne 
District, a municipality in Suriname.

Dimungkinkan untuk dilanjutkan kerjasama 
dalam bentuk JIS (Joint Issue of Stamp)

This joint Indonesia-Suriname Commemorative 
Cover will likely continue with Joint Issue of 
Stamps (JIS).

2.	 The 8th Meeting Of Joint Committee On 
Communication (Jcc) Antara Indonesia 
Dengan Malaysia.

2.	 8th Meeting Of Joint Committee 
On Communication (Jcc) Between 
Indonesia And Malaysia

Pada tanggal 29 September – 1 Oktober 
2010  bertempat di Penang, Malaysia telah 
diselenggarakan pertemuan the 8th Meeting 
of Joint Committee on Communications (JCC) 
antara Indonesia dengan Malaysia. Delegasi 
Indonesia diwakili oleh Ditjen Pos dan 
Telekomunikasi,  UPT Monitoring Frekuensi 
dan operator terkait, delegasi Malaysia diwakili 
oleh SKMM dan operator telekomunikasi 
Malaysia.

Indonesia and Malaysia convened the 8th 
Meeting of Joint Committee on Communications 
(JCC) from 29 September-1 October 2010 in 
Penang, Malaysia. The Indonesian delegation 
was represented by the Directorate General 
of Post and Telecommunication and related 
Frequency Monitoring Integrated Service 
Unit. While the Malaysian delegation was 
represented by Malaysian Communications 
and Multimedia Commission (MCMC) and 
Malaysian telecommunication operators.

Pertemuan ini adalah dalam  rangka untuk 
membahas segala permasalahan terkait 
penggunaan frekuensi di daerah perbatasan 
yang secara umum diklasifikasikan ke dalam 
dua kelompok besar yaitu “Broadcasting” dan 
“Non Broadcasting”. Dengan terselenggaranya 
pertemuan tersebut, diharapkan interferensi 
di daerah perbatasan dapat dihindari, 
diminimalisasi dan diatasi dengan cepat.

This meeting was aimed at addressing all 
issues pertaining to the frequency use in the 
border areas which are generally classified 
into to large categories, namely Broadcasting 
and Non-Broadcasting. This meeting was 
aimed at avoiding and immediately coping with 
interference in the border areas.

Harmonisasi 450 – 470 MHz 450-470 MHz Harmonization

Pada 8th JCC ini tidak ada perubahan atau 
kemajuan pada isu harmonisasi pita 450 – 
470 MHz ini karena masing – masing negara 
memiliki penetapan dan bandplan yang 
berbeda. Indonesia dengan bandplan D4-
nya, sedangkan Malaysia dengan bandplan 
D3-nya. Pembahasan akan dibawa ke JCC 
selanjutnya, yaitu 9th JCC.

This 8th JCC did not result in any modification 
or progress concerning the harmonization of 
450-470 Mhz band because the respective 
countries had determined their own band plans. 
Indonesia chose D4 band plan while Malaysia 
picked D3 band plan. Further discussion will 
be held during the coming 9th JCC.
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3.	 Pertemuan Trilateral Ke-8 Antara 
Indonesia, Malaysia Dan Singapura

3.	 The 8th Trilateral Meeting Attended By 
Indonesia, Malaysia And Singapore

Pada tanggal 24 s.d 25 Nopember 2010 
bertempat di Hotel Aryaduta, Makassar, telah 
diselenggarakan Pertemuan Trilateral ke-8 
antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. 
Delegasi Indonesia diwakili oleh Ditjen 
Postel dan UPT Monitoring Frekuensi terkait, 
delegasi Malaysia diwakili oleh Suruhanjaya 
Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) 
dan delegasi Singapura diwakili oleh Infocom 
Development Autority (IDA).

From 24-25 November 2010, the 8th 
Trilateral Meeting was held in Aryaduta Hotel, 
Makasssar attended by Indonesian, Malaysian 
and Singaporean delegates. Indonesia was 
represented by the Directorate General of 
Post and Telecommunication and related 
Frequency Monitoring Integrated Service 
Unit, Malaysia was represented by Malaysian 
Communications and Multimedia Commission 
(MCMC) while Singapore was represented by 
Infocom Development Authority (IDA).

Beberapa hasil pembahasan dalam rapat 
tersebut adalah sebagai berikut :

Below are the outcomes of the meeting:

•	 Future Allocation For Electronic News 
Gathering (Digital Wireless     Microphone)

•	 Future Allocation For Electronic News Gathering 
(Digital Wireless Microphone)

•	 Update on The Future Usage of The 450 – 470 
MHz for IMT for South Johor, Batam/Bintan 
and Singapore Common Border Areas

•	 Update on The Future Usage of The 450 -470 
MHz for IMT for South Johor, Batam/Bintan and 
Singapore Common Border Area

•	 Coordination on The Use of Channel 40 for 
Digital Television

•	 Coordination on The Use of Channel 40 for 
Digital Television

•	 4G/LTE in The  2.5/2.6 GHz Band •  4G/LTE in The 2.5/2.6 GHz Band

•	 Broadband Wireless Access (BWA) Bands in 
Indonesia and Singapore

•	 Broadband Wireless Access (BWA) Bands in 
Indonesia and Singapore

•	 Coordination distance for 2.3 GHz and 
Microwave Links.

•	 Coordination distance for 2.3 GHz and 
Microwave Links

•	 Revise of Frequency of Trilateral Meeting •	 Revise of Frequency of Trilateral Meeting

•	 Frequency Refarming on 2.1 GHz •	 Frequency Refarming on 2.1 GHz

D.  INVESTASI D.  INVESTMENT

1) SIDANG APEC TELMIN8 1) APEC TELMIN8 MEETING

APEC  telah  menyelenggarakan 
The 8th APEC  Ministerial Meeting on 
Telecommunication and Information Industry 
(TELMIN8) and Related Meetings pada tanggal 
28 – 31 Oktober 2010 di Okinawa, Jepang. 
Sidang terdiri dari the 2nd Telecommunication 
Senior Official Meeting (TELSOM2), Three 
Party Dialogue dan The 8th APEC Ministerial 
Meeting on Telecommunication and Information 
Industry (TELMIN8). Sidang mengangkat tema 
“ICT as an Engine for New Socio-economic 
Growth”.

APEC hosted the 8th APEC Ministerial 
Meeting on Telecommunication and Industry 
(TELMIN8) and Related Meetings from 28-31 
October 2020 in Okinawa, Japan. The meeting 
comprised the 2nd Telecommunication Senior 
Official Meeting (TELSOM2), Trilateral Dialog 
and the 8th APEC Ministerial Meeting on 
Telecommunication and Industry (TELMIN8). 
The theme of the meeting was “ICT as an 
Engine for New Socioeconomic Growth”.
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Sidang TELMIN8 ini merupakan sidang 
yang dihadiri oleh Para Menteri Telekomunikasi 
anggota Ekonomi APEC, yang dilaksanakan 
setiap 2 tahun sekali. Sidang ini adalah 
kelanjutan dari sidang TELMIN7 yang telah 
diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 
tahun 2008 yang lalu.

This TELMIN8 Meeting was attended by 
the Telecommunication Ministers of APEC 
Economic Member Countries, and is convened 
every other year. This TELMIN8 Meeting was 
a continuation of TELMIN7 Meeting held in 
Bangkok, Thailand in 2008.

Pada Sidang APEC TELMIN8, Para Menteri 
Ekonomi APEC bidang Telekomunikasi telah 
mengukuhkan Okinawa Declaration dengan 
Tema “ICT as an Engine for New Socio-
economic Growth”.

In this APEC TELMIN8 Meeting, the 
APEC Economic Ministers in charge of 
Telecommunication ratified the Okinawa 
Declaration under the theme: “ICT as an Engine 
for New Socioeconomic Growth”.

Okinawa Declaration tersebut dijabarkan 
pada APECTEL Strategic Action Plan : 2010 – 
2015, dengan 5 pilar utama, yaitu :

This Okinawa Declaration was further 
formulated into APECTEL Strategic Action 
Plans: 2010-2015 with 5 main pillars, namely:

1.	 Develop ICT to Promote New Growth 1.	 Develop ICT to Promote New Growth

2.	 Enhance Socio-Economic Activities through 
the Use of ICT

2.	 Enhance Socio-Economic Activities through 
the Use of ICT

3.	 Promote a Safe and Trusted ICT 
Environment

3.	 Promote a Safe and Trusted ICT 
Environment

4.	 Promote Regional Economic Integration 4.	 Promote Regional Economic Integration 

5.	 Strengthen Cooperation in the ICT Sector 5.	 Strengthen Cooperation in the ICT Sector

Beberapa Key Areas untuk menindak 
lanjuti APECTEL Strategic Action Plan tersebut 
adalah :

A number key areas as follow up of APECTEL 
Strategic Action Plans include:

1.	 Develop ICT to Promote New Growth 1.	 Develop ICT to Promote New Growth

•	 Universal access by 2015
•	 Strategies to assist developing 

economies
•	 ICT availability to people with special 

needs
•	 Regional deployment of IPv6
•	 Infrastucture sharing

•	 Universal Access by 2015
•	 Strategies to assist developing 

economies
•	 ICT availability to people with special 

needs
•	 Regional deployment of Ipv6
•	 Infrastructure sharing

2.	 Enhance Socio-Economic Activities through 
the use of ICT

2.	 Enhance Socio-Economic Activities through 
the Use of ICT

•	 Development of Innovative technologies 
and services

•	 Smart grids and sensor networks
•	 ICT applications to drive socio-economic 

activities

•	 Development Socioeconomic Activities 
through the use of ICT

•	 Smart grids and sensor networks
•	 ICT applications to drive socio-economic 

activities
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3.	 Promote a Safe and Trusted ICT 
Environment

3.	 Promote a Safe and Trusted ICT 
Environment

•	 Safe and trusted ICT environment
•	 Cyber security capacity building
•	 Raising cyber security awareness
•	 Cyber security initiatives with industry
•	 Safe and secure online environments 

for vulnerable groups
•	 Internet economy

•	 Safe and trusted ICT environment
•	 Cyber security capacity building
•	 Raising cyber security awareness
•	 Cyber security initiatives with industry
•	 Safe and secure online environments for 

vulnerable groups
•	 Internet economy

4.	 Promote Regional Economic Integration 4.	 Promote Regional Economic Integration

•	 Free and open trade and investment
•	 Technical conformity assessments and 

equivalence of technical requirements
•	 International mobile costs
•	 Consumer awareness
•	 Peer learning
•	 Submarine cable protection

•	 Free and open trade and investment
•	 Technical conformity assessment and 

equivalence of technical requirements
•	 International mobile costs
•	 Consumer awareness
•	 Peer learning
•	 Submarine cable protection

5.	 Strengthen Cooperation in the ICT Sector 5.	 Strengthen Cooperation in the ICT Sector

•	 Collaboration within APEC
•	 Collaboration outside APEC

•	 Collaboration within APEC
•	 Collaboration outside APEC

Dalam rangka mengimplementasikan 
Strategic Action Plan tersebut, APECTEL akan 
melaksanakan beberapa aktifitas  terkait 5 
pilar utama diatas.

In order to implement the above Strategic 
Action Plans, APECTEL will carry out several 
activities pertaining to the above 5 main pillars.

Sesuai presentasi Menteri Kominfo, 
Pemerintah Indonesia telah memiliki dan 
melaksanakan kebijakan terkait APECTEL 
Strategic Action Plan, seperti tersedianya 
Roadmap IPv6 Indonesia dan kampanye 
Internet Sehat dan Aman. Namun Ditjen 
Postel diharapkan dapat mengkaji sejauh 
mana teknologi baru, seperti smart grid 
(distribusi pembangkit listrik pintar), cloud 
computing (moda komputasi dimana software 
ditawarkan sebagai layanan) dan Internet 
of things (interkoneksi barang sehari-hari 
dengan Internet) dapat diimplementasikan di 
Indonesia.

As presented by the Minister of 
Communication and Information Technology, 
the Indonesian Government owns and carry out 
policies relating to APECTEL Strategic Action 
Plans, such as the availability of IPv6 Indonesia 
and Healthy and Safe Internet campaign. 
Nonetheless, the Directorate General of Post 
and Telecommunication is expected to ascertain 
how much the new technology, such smart 
grid (distribution of smart generators), cloud 
computing (computation mode where software 
is offered as a service) and Internet of things 
(interconnection of day-to-day objects with the 
Internet) may be implemented in Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Indonesia 
perlu memanfaatkan kesempatan untuk 
mendapatkan proyek-proyek APEC yang akan 
diusulkan dalam APECTEL Working Group 
(WG) dan memanfaatkan pertukaran informasi 
antar Ekonomi APEC serta diharapkan hasil 
dari proyek dan pertukaran informasi tersebut 
dapat diimplementasikan / dijadikan referensi 
di Indonesia pada khususnya dalam rangka 
mendukung kebijakan pemerintah di bidang 
ICT dan di Asia Pacific pada umumnya.

In respect to this, Indonesia needs to 
capture this opportunity as to obtain APEC 
projects to be proposed in APECTEL Working 
Group (WG,) and utilize information exchange 
among APEC Economic member countries, 
and hopefully the results from such project and 
information exchange may be implemented/
used as a reference particularly for Indonesia 
as to support the government policies in ICT 
field and in Asia Pacific in general.



Annual Report of the Directorate General of Post and Telecommunication of 2010

83

Kementerian Kominfo berharap agar para 
Industri dan Akademisi di bidang ICT dapat 
memanfaatkan kesempatan yang ada pada 
siding-sidang APECTEL Working Group untuk 
berdiskusi dan memberikan usulan serta sharing 
informasi dalam rangka mempersiapkan 
implementasi ICT di Indonesia baik di bidang 
infrastruktur maupun pengembangan kualitas 
Sumber Daya Manusia.

The Ministry of Communication and 
Information expects that the Manufacturers 
and Academicians in ICT may utilize the 
opportunities existing in APECTEL Working 
Group meetings to discuss, propose and share 
information to prepare ICT implementation 
in Indonesia, namely for infrastructure and 
development of Human Resource.

Untuk itu Indonesia sebagai Ekonomi 
APEC diharapkan dapat berpartisipasi aktif 
pada Sidang   APECTEL WG yang akan 
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan, yang 
akan dimulai pada Sidang APECTEL WG – 43 
yang direncanakan pada bulan Maret 2011 di 
China.

Accordingly, Indonesia as APEC Economic 
member country may actively participate in 
APECTEL WG meeting to be convened in 5 
years time. This will begin with APECTEL WG-
43 Meeting which will be held in March 2011 
in China.

2)  SIDANG WTO 2)  WTO MEETING

Dengan diterbitkannya Peraturan Menkominfo  
No. 7/PERM.KOMINFO/01/2006 tentang 
Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 
GHz untuk Penyelenggaran Jaringan Bergerak 
Selular,  Peraturan Menkominfo  No. 32/PER/M.
KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan 
Universal Telekomunikasi,  Peraturan Menkominfo  
No. 7/PERM.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan 
Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan 
Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) dan  
Peraturan Menkominfo No. 41 /Kominfo/ 2009 
mengenai Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Pada Penyeleggaraan 
Telekomunikasi.

Upon the enactment of Regulation of the Minister 
of Communication and Information Technology 
No.7/P/M/KOMINFO/01/2006 regarding the 
Provisions on the Use of 2.1 GHz Radio Frequency 
Band for Providing Cellular Mobile Network, 
Regulation of the Minister of Communication and 
Information Technology technology No. 32/P/M/
KOMINFO/10/2008 on Mandatory Provision of 
Telecommunication Universal Services, Regulation 
of the Minister of Communication and Information 
Technology No. 7/P/M/KOMINFO/01/2009 
regarding the Regulating of Radio Frequency 
Band for Wireless Broadband, and Regulation of 
the Minister of Communication and Information 
Technology No. 41/KOMINFO/2009 regarding 
the Procedure to Achieve the Level of Domestic 
Component Use for Telecommunication Provision

Dalam sidang Trade relative investment 
measure (TRIMS) WTO beberapa negara seperti 
USA, EU, Jepang, Korea, Kanada, Taipei, 
Hongkong dan Singapura mempertanyakan  
secara resmi mengenai peraturan Menkominfo 
dimaksud telah melanggar TRIMS Agreement 
khususnya article III. Negara-negara dimaksud 
mengusulkan agar peraturan tersebut dicabut . 
Pertanyaan beberapa anggota WTO dimaksud 
diajukan pada tanggal 9 Juli  2010 dokumen 
nomor : BB-0621/PTRI-Jenewa/VII/09 dan tanggal 
1 Oktober 2010 mengenai kebijakan terkait TKDN/
Lokal Konten.

During the Trade Relative Investment Measure 
(TRIMS), several WTO countries, namely USA, EU, 
Japan, Korea, Canada, Taipe, Hong Kong and 
Singapore inquired the breach of the said Regulation 
of the Minister of Communication and Information 
Technology, particularly article III against TRIMS 
Agreement. These countries proposed that this 
regulation be nullified. The objections of the above 
WTO countries were submitted on 9 July 2010 
under No.BB-0621/PTEI-Geneva/VII/09 and dated 
1 October 2010 concerning the policy relating to 
TKDN/Local Contents Local Component.
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Indonesia Cq. Ditjen Postel bersama dengan 
Kementerian Perdagangan dan Perwakilan 
Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa telah 
memberikan jawaban sesuai atas pertanyaan-
pertanyaan dimaksud (dokumen G/TRIMS/W/61 
tanggal 08 Mei 2009 dan dokumen G/TRIMS/W/63 
nomor 2), saat ini indonesia masih menunggu 
response balik atas pertanyaan dimaksud.

Indonesia cq. the Directorate General of Post 
and Telecommunication along with the Ministry 
of Trade and Permanent Representative of the 
Republic of Indonesian in Geneva responded 
to such inquires and objections (G/TRIMS/W/61 
document dated 8 May 2009 and G/TRIMS/W/63 
No. 2). Indonesia is currently waiting for their inputs 
or feedback over the response.

Pertanyaan European Union (EU) dan 
Amerika Serikat (AS) mengenai Peraturan RI 
yang terkait dengan Penggunaan Lokal Konten 
Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Serta 
Tanggapannya :

Below are the inquiries or objections from 
European Union (EU) and United States (USA) 
concerning the Regulations of the Republic of 
Indonesia pertaining to the Local Content Use 
in Providing Telecommunication and Indonesian 
responses:

E.  KOORDINASI SATELIT ANTARA 
INDONESIA DAN CHINA

E. SATELLITE COORDINATION BETWEEN 
INDONESIAN AND CHINA

Pertemuan ini telah menyelesaikan 39 agenda 
item koordinasi satelit (complete coordination) 
dari 55 item. Berikut ini adalah hasil koordinasi 
yang telah dilakukan oleh operator antara lain:

This meeting discussed 39 agenda items of the 
total 55 items on complete satellite coordination. 
Below are the results of the coordination carried 
out by the operator, among others:

PT. TELKOM PT. TELKOM

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

1.	 Koordinasi antara jaringan satelit  COMPASS-
110.5E (110.5E) dengan jaringan satelit  
PALAPA-C2 (108E), PALAPA-C3 (118E), 
PALAPA-B1 (108E), PALAPA-B1-EC (108E), 
PALAPA-B3 (118E), PALAPA-B3-EC (118E), 
TELKOM-3EK (118E) pada C band

1.	 Coordination between COMPASS-
110.5E(110.5E) satellite network and 
PALAPA-C2(108E), PALAPA-C3(118E), 
PALAPA-B1(108E), PALAPA-B1-EC(108E), 
PALAPA-B3(118E), PALAPA-B3-EC(118E), 
TELKOM-3EK(118E) satellite network, on C 
Band.

2.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
33 (110.5 E) dengan jaringan satelit   PALAPA-
B1 (108E), PALAPA-C2 (108E), PALAPA-B1-EC 
(108E), PALAPA-B3 (118E), PALAPA-B3-TT&C 
(118E) pada C band

2.	 Coordination between CHINASAT-33(110.5 
E) satellite network and PALAPA-B1(108E), 
PALAPA-C2(108E), PALAPA-B1-EC(108E), 
PALAPA-B3(118E), PALAPA-B3-TT&C(118E) 
satellite network on C-band

3.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
33 (110.5 E) dengan jaringan satelit TELKOM-
3EK (118 E) pada C dan Ku Bands

3.	 Coordination between CHINASAT-33(110.5 
E) satellite network and TELKOM-3EK(118 E) 
satellite network on C and Ku Bands

4.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2 130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-C3-K (118E), 
TELKOM-3-EK (118E) pada Ku band

4.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT-2 130E satellite network and 
PALAPA-C3-K(118E), TELKOM-3-EK(118E) 
satellite network on Ku band

5.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-B1 (108E), PALAPA-
B1-EC (108E), PALAPA-B3/-B3 TT&C /-B3-
EC (118E), PALAPA-C2 (108E), PALAPA-C3 
(118E), TELKOM-3-EK (118E) pada C band

5.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
PALAPA-B1(108E), PALAPA-B1-EC(108E), 
PALAPA-B3/-B3 TT&C /-B3-EC(118E), PALAPA-
C2(108E), PALAPA-C3(118E), TELKOM-3-
EK(118E) satellite network on C band
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NO PERTANYAAN AS, EU INDONESIA’S COMMENTS

1

1. Apakah dapat  dipastikan 
bahwa ketentuan 
kandungan lokal pada 
Permenkominfo No. 38 
/2007 hanya diberlakukan  
pada perusahaan  penerima 
dana dalam rangka 
program USO (Universal 
Service Obligations). Dan 
apakah dapat dipastikan 
bahwa dana USO tersebut 
masuk dalam kategori 
government  procurement 
yang berada diluar TRIMS/
WTO Agreement.

• Universal Service Obligations (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) 
Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap provider penyedia 
jaringan Telekomunikasi untuk memberikan kontribusi (Kontribusi Kewajiban 
Pelayanan Universal - KKPU) sebesar 1,25% dari laba kotor. KKPU dikenakan 
kepada setiap provider jaringan Telekomunikasi. Ketentuan jumlah tersebut 
ditentukan dalam PP No.7/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

• Di dalam PP No.7/2009 juga menjelaskan bahwa dana KKPU ini merupakan 
Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan digunakan untuk  dana 
pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika di Wilayah 
Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dimana sesuai yang ditetapkan 
Menteri Kominfo, antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, 
daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah 
yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi di kawasan pedesaan.

• Menteri Kominfo melalui Peraturan Menteri No.32/2008 telah membentuk Balai 
Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) sebagai instansi khusus yang 
mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola KKPU Telekomunikasi dalam 
penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal.

• Penyelenggara jaringan tetap lokal KPU Telekomunikasi adalah perusahaan 
pemenang lelang penyediaan KPU Telekomunikasi yang menyediakan akses dan 
layanan Telekomunikasi di WPUT beban KKPU Telekomunikasi. Proses pelelangan 
sendiri diselenggarakan oleh BTIP dan ditetapkan oleh Menteri Kominfo.

• Ketentuan kandungan lokal dalam Peraturan ini hanya diberlakukan pada perusahaan 
pemenang lelang untuk mengerjakan program USO / KPU Telekomunikasi. 
Dana USO / KPU Telekomunikasi tersebut masuk dalam kategori government 
procurement karena dana USO / KPU Telekomunikasi merupakan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNPB) sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Perpres 
No.54 tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Oleh karena itu 
dapat dipastikan bahwa dana USO / KPU Telekomunikasi tersebut berada di luar 
Persetujuan TRIMs.

• Aturan mengenai kandungan lokal (TKDN) tidak akan berdampak terhadap 
perdagangan barang. Ketentuan TKDN tersebut tidak mengatur General Public 
melainkan hanya menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing/ lokal pemenang tender. Peraturan 
tersebut mengatur Penyelenggara jaringan tetap lokal KPU Telekomunikasi 
pemenang tender dan tidak mengatur mengenai arus perdagangan barang/ 
distribusi serta tidak memuat ketentuan yang membatasi impor barang ataupun 
investasi ke Indonesia. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk 
menciptakan peluang investasi baru.

• Selain itu, yang dimaksud dengan TKDN atau local procurement seperti yang termuat 
di dalam Peraturan Menteri No.7/2009 adalah Capital Expenditure (CAPEX). Sesuai 
dengan Peraturan Menteri No.41/2009, istilah CAPEX tidak dapat diartikan sebagai 
local content untuk barang semata karena didalamnya tidak hanya memuat tentang 
kandungan barang saja, akan tetapi memuat mengenai kandungan engineering, 
barang, tenaga kerja, alat kerja, serta biaya jasa.

• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 tahun 2007 merupakan perubahan dari 
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11/2007. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 
tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Menteri 
Kominfo Nomor 32 tahun 2008.

• Untuk mendapatkan salinan peraturan dimaksud dapat dibuka pada Website Ditjen 
Postel.

2.    Benarkah dana USO 
tersebut sebenarnya 
adalah dana yang 
dikumpulkan dari para 
operator itu sendiri, bukan 
dana pemerintah.

3. Menanggapi penjelasan 
Indonesia bahwa 
Permenkominfo Nomor 
7/2009 tidak mengatur 
perdagangan barang 
sehingga diklaim tidak 
melanggar TRIMS 
Aggreement (Vide G/
TRIMS/W/63 nomor 2), 
dipertanyakan apakah 
peraturan ini benar benar 
tidak berdampak pada 
perdagangan barang? 
AS, EU dan jepang 
berpandangan bahwa 
aturan tentang kandungan 
lokal pada peraturan ini 
tetap akan berdampak 
secara signitificant pada 
expenditure perusahaan 
dalam rangka pembelian 
barang.

4.	 Indonesia diharapkan 
dapat  menjelaskan 
hubungan hukum 
antara Permenkominfo 
No. 32/2008 dan 
Permenkominfo No. 
11/2007 karena ketiga 
peraturan tersebut saling 
dirujuk

5.	 Indonesia diharapkan 
dapat memberikan salinan 
p e r a t u r a n - p e r a t u r a n 
tersebut dalam Bahasa 
Inggris.



86

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 2010

NO INQUIRIES/OBJECTIONS FROM 
EU AND USA

INDONESIA’S COMMENTS

1

1. Can it be confirmed or guaranteed 
that the provisions on local 
contents in Regulation of the 
Minister of Communication 
and Information Technology 
technology No. 38/2007 
will only be applied to the 
companies receiving funds 
in respect to USO (Universal 
Service Obligations). And 
can it also be confirmed 
that such USO funds are 
included in the government 
category procurement beyond 
TRIMS/WTO Agreement?Dan 
apakah dapat dipastikan 
bahwa dana USO tersebut 
masuk dalam kategori 
government  procurement 
yang berada diluar TRIMS/
WTO Agreement.

The Universal Service Obligations (USO) or Mandatory Telecommunication •	
Services (KPU) are the obligations which must be met by each Telecommunication 
network provider as contribution (Universal Service Obligation Contribution-KPPU) 
of 1.25% from gross profit of KPPU charged to each provider of Telecommunication 
network. The provision on such amount is determined in Government Regulation 
No.7/2009 regarding the Types and Tariffs of Non-Tax Government Revenue 
which apply to the Minister of Communication and Information Technology.  
 

• Government Regulation No. 7/2009 states that this KPPU fund is a Non-Tax •	
Government Revenue and used as the funding to develop telecommunication and 
information network infrastructure (WPUT) whereby as determined by the Minister 
of Communication and Information Technology, among others: disadvantaged 
areas, remote areas, pioneering areas, border areas, economically not feasible 
areas and not accessible by telecommunication services in rural areas. 

The Minister of Communication and Information Technology  through Regulation •	
of the Minister of Communication and Information Technology No. 32/2008 has 
set up Rural Telecommunication and Information Center (BTIP) as a special 
institution responsible for managing Universal Service Obligation Contribution 
(KPPU) for Telecommunication to provide Universal Service Obligations. 

The provider of KPU Telecommunication local fixed network is the •	
company which the bid winner to provide KPU Telecommunication, namely 
Telecommunication access and services in WPUT at the expense of KPPU 
Telecommunication. The tender process will be carried out by BTIP itself and 
stipulated by the Minister of Communication and Information Technology. 

The provision on the local contents in this Regulation applies only to the company being •	
the bid winner assigned to carry out USO program. Such USO Telecommunication 
are classified as government procurement because USO Telecommunication funds 
are Non-Tax State Revenue as defined and contained in Presidential Regulation 
No.54 of 2010 on the Procurement of Goods and Public Services. It is hereby 
confirmed that USO Telecommunication funds are beyond the TRIMS Agreement. 

The provisions on the local contents (TKDN) will not impact the trade of goods, nor •	
will regulate the general public. The regulation simply stipulates the provisions and 
requirements that must be met by foreign/local company being the bid winner. The 
regulation also regulates the local fixed network operators of USO Telecommunication 
being the bid winner but does not regulate the flow of merchandise/distribution 
nor it contains any provision which restricts the import of goods or investment to 
Indonesia. This regulation has been issued to create new investment opportunities. 

Aside from that, the TKDN or local procurement as contained in Minister •	
Regulation No. 7 of 2009 refers to Capital Expenditure (CAPEX). In line 
with Ministerial Regulation No. 41 of 2009, the term CAPEX may not be 
interpreted as the local contents for goods only, but it refers also engineering 
contents, items, manpower, working equipment, and service expenses. 

 Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. •	
38 of 2007 is the amendment of Regulation of the Minister of Communication 
and Information Technology No. 311 of 2007. Consequently, Regulation of 
the Minister of Communication and Information Technology No. 38 of 2007 
has become null and void and already superseded with Regulation of the 
Minister of Communication and Information Technology  No. 32 of 2008. 

To access the regulations, please open the website of the Directorate General of •	
Post and Telecommunication.

2.  Is it true the USO funds are 
actually the money collected 
from the operators themselves, 
not government subsidy?

3.  In response to the explanation 
by Indonesia that Regulation of 
the Minister of Communication 
and Information Technology 
No. 7/2009 does not regulate 
the trade of goods so it 
has not violated the TRIMS 
Agreement (see G/TRIMS/
W/63 No.2), there a concern 
that this Regulation may affect 
the trade of goods. USA, EU 
and Japan are of the opinion 
that the provisions on the local 
contents of this regulation 
will seriously impact the 
companies’ expenditure to 
purchase goods.

4.  Indonesia is expected to be able 
to explain the legal relationship 
between Regulation of the 
Minister of Communication 
and Information Technology 
No. 32/2008 and Regulation of 
the Minister of Communication 
and Information Technology 
No. 11/2007 and these three 
regulations are all used as 
reference.

5.  Indonesia is expected to be 
able to give the copies of 
these regulations in English 
language version.
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6.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-C3-K (118E), 
TELKOM-3-EK (118E) pada Ku band

6.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT-2-130E satellite network and 
PALAPA-C3-K(118E), TELKOM-3-EK(118E) 
satellite network on Ku band

PT. INDOSAT PT. INDOSAT

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

1.	 Koordinasi antara jaringan satelit SINOSAT-5 
(110.5E) dengan jaringan satelit PALAPA-B2 
(113E), PALAPA-C1 (113E) pada C band

1.	 Coordination between SINOSAT-5(110.5E) 
satellite network and PALAPA-B2(113E), 
PALAPA-C1(113E) satellite network on C band

2.	 Koordinasi antara jaringan satelit  SINOSAT-5 
(110.5E) dan PALAPA-C1 (113E), PALAPA-
C1-K (113E) pada Ku band

2.	 Coordination between SINOSAT-5(110.5E) 
satellite network and PALAPA-C1(113E), 
PALAPA-C1-K(113E) satellite network on Ku 
band

3.	 Koordinasi antara jaringan satelit  PALAPA-C1 
(113E), PALAPA-B2 (113E) dengan jaringan 
satelit DFH-3/4/5-OD (115.5E), CHINASAT-
MSB4 (115.5E), CHINASAT-115.5E (115.5E) 
pada C band 

3.	 Coordination between PALAPA-C1(113E), 
PALAPA-B2(113E) satellite network and DFH-
3/4/5-OD(115.5E), CHINASAT-MSB4(115.5E), 
CHINASAT-115.5E(115.5E) satellite network on 
C band

4.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
ROTUE7 (115.5E) dengan jaringan satelit   
PALAPA-C1 (113E), PALAPA-B2 (113E) pada 
C and Ku bands

4.	 Coordination between CHINSAT-
ROTUE7(115.5E) satellite network and PALAPA-
C1(113E), PALAPA-B2(113E) satellite network 
on C and Ku bands

5.	 Koordinasi antara jaringan satelit  DFH-3/4/5-
OD (115.5E), CHINASAT-MSB4 (115.5E), 
CHINASAT-ROUTE7 (115.5E) dengan jaringan 
satelit  PALAPA-C1-K (113E) pada Ku band

5.	 Coordination between DFH-3/4/5-OD(115.5E), 
CHINASAT-MSB4(115.5E), CHINASAT-
ROUTE7(115.5E) satellite network and PALAPA-
C1-K(113E) satellite network on Ku band

6.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNBSAT-
113E (113.2E), CHNBSAT-119E (119E) dengan 
jaringan satelit PALAPA-C1 (113E), PALAPA-
C1-K (113E) 

pada Ku band 

6.	 Coordination between CHNBSAT-113E(113.2E), 
CHNBSAT-119E(119E) satellite network and 
PALAPA-C1(113E), PALAPA-C1-K(113E) 
satellite network on Ku band

7.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-B2/-C1/-C1-K (113E) 
pada C dan Ku bands

7.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
PALAPA-B2/-C1/-C1-K(113E) satellite network 
on C and Ku bands

PT. MCI PT. MCI

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

1.	 Koordinasi antara jaringan satelit  SINOSAT-5 
(110.5E) dan INDOSTAR-1/-1A/-107.7E/-
107.7E-K (107.7E) pada L, S, X dan C, Ku 
band 

1.	 Coordination between SINOSAT-5(110.5E) 
satellite network and INDOSTAR1/-1A/-
107.7E/-1 07.7E-K(107.7E) satellite network on 
L, S, X and C, Ku band

2.	 Koordinasi antara jaringan satelit  SINOSAT-7A 
(46.5E) dengan jaringan satelit   INDOSTAR-1 
(107.7E), INDOSTAR-1A (107.7E), INDOSTAR-
107.7E (107.7E), INDOSTAR-110E (110E), 
INDOSTAR-118E (118E) pada S, X dan C 
bands

2.	 Coordination between SINOSAT-7A(46.5E) 
satellite network and INDOSTAR-1(107.7E), 
INDOSTAR-1A(107.7E), INDOSTAR1-
107.7E(107.7E), INDOSTAR-110E(11OE), 
INDOSTAR-118E(118E) satellite network on S, 
X and C bands
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3.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
MSB4 (115.5E), DFH-5-OD (115.5E), 
CHINASAT-ROUTE6 (105E), CHINASAT-
ROUTE7 (115.5E) dengan jaringan satelit  
INDOSTAR-107.7E (107.7E), INDOSTAR-1A 
(107.7E), INDOSTAR-110E (110E), INDOSTAR-
118E (118E) pada X band

3.	 Coordination between CHINASAT-
MSB4(115.5E), DFH-5- OD(115.5E), 
CHINASAT-ROUTE6(105E), CHINASAT-
ROUTE7(115.5E) satellite network and 
INDOSTAR-107.7E(107.7E), INDOSTAR-
1A(107.7E), INDOSTAR--110E(hOE), 
INDOSTAR-118E(118E) satellite network on X 
band

4.	 Koordinasi antara jaringan satelit  COMPASS-
110.5E (110.5E) dengan jaringan satelit   
INDOSTAR-1 (107.7E), INDOSTAR-107.7E 
(107.7E) INDOSTAR-110E (110E), INDOSTAR-
118 (118E) pada C band

4.	 Coordination between COMPASS-
110.5E(110.5E) satellite network and INDOSTAR-
1(107.7E), INDOSTAR-107.7E(107.7E) 
INDOSTAR-110E(110E), INDOSTAR-118(18E) 
satellite network on C band

5.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  INDOSTAR-1/-1A/-107.7E/-
107.7E-K (107.7E), INDOSTAR-110E/-110E-K 
(110E), INDOSTAR-118E pada C dan Ku 
bands

5.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
INDOSTAR-1/-1A/-107.7E/-107.7E-K(107.7E), 
INDOSTAR-110E/-110E-K(110E), INDOSTAR-
118E satellite network on C and Ku bands

6.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
65 (103E), CHINASAT-64 (98E) dengan 
jaringan satelit  INDOSTAR-107.7E (107.7E), 
INDOSTAR-1A (107.7E), INDOSTAR-110E 
(110E), INDOSTAR-118E (118E) pada S Band 

6.	 Coordination between CHINASAT-65(103E), 
CHINASAT-64(98E) satellite network and 
INDOSTAR-107.7E(107.7E), INDOSTAR-
1A(107.7E), INDOSTAR-110E(110E), 
INDOSTAR-118E(118E) satellite network on S 
Band

7.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
MSB4 (115.5E), CHNBSAT-113E (113.2E), 
CHNBSAT-119E (119E) dengan jaringan satelit  
INDOSTAR-107.7E (107.7E), INDOSTAR-1A 
(107.7E), INDOSTAR-110E (110E), INDOSTAR-
118E (118E), INDOSTAR-110E-K (110E), 
INDOSTAR-107.7E-K (107.7E) pada S band 

7.	 Coordination between CHINASAT-
MSB4(115.5E), CHNBSAT-113E(113.2E), 
CHNBSAT-119E(119E) satellite network and 
INDOSTAR-107.7E(107.7E), INDOSTAR-
1A(107.7E), INDOSTAR-110E(110E), 
INDOSTAR-118E(118E), INDOSTAR-110E-
K(110E), INDOSTAR-107.7E-K(107.7E) satellite 
network on S band

8.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
64 (98E), CHINASAT-65 (103E), DHF-4-OB 
(103E) dengan jaringan satelit  INDOSTAR-1 
(107.7E), INDOSTAR-1A (107.7E), INDOSTAR-
107.7E (107.7E), INDOSTAR-107.7E-K 
(107.7E), INDOSTAR-110E (110E), INDOSTAR-
110E-K (110E), INDOSTAR-118 (118E) pada 
C, X dan Ku bands

8.	 Coordination between CHINASAT-64(98E), 
CHINASAT-65(103E), DHF-4-OB(103E) satellite 
network and INDOSTAR-1(107.7E), INDOSTAR-
1A(107.7E), INDOSTAR-107.7E(107.7E), 
INDOSTAR-107.7E-K(107.7E), INDOSTAR-
110E(110E), INDOSTAR110E-K(110E), 
INDOSTAR-118(118E) satellite network on C, X 
and Ku bands

9.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
64 (98E), CHINASAT-65 (103E) dengan jaringan 
satelit  INDOSTAR-1 (107.7E), INDOSTAR-
107.7E (107.7E) INDOSTAR-110E (110E), 
INDOSTAR-118 (118E) pada C band

9.	 Coordination between CHINASAT-
64(98E), CHINASAT-65(103E) satellite 
network and INDOSTAR-1(107.7E), 
INDOSTAR107.7E(107.7E) INDOSTAR-
110E(110E), INDOSTAR-118(118E) satellite 
network on C band

10.	Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
64 (98E), CHINASAT-65 (103E) dengan jaringan 
satelit  INDOSTAR-1 (107.7E), INDOSTAR-1A 
(107.7E) pada X band

10.	Coordination between CHINASAT-64(98E), 
CHINASAT-65(103E) satellite network and 
INDOSTAR-1(107.7E), INDOSTAR-1A(107.7E) 
satellite network on X band
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11.	Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
65 (103E), DHF-4-OB (103E) dengan jaringan 
satelit  INDOSTAR-107.7E-K (107.7E), 
INDOSTAR-110E-K (110E), pada Ku band

11.	Coordination between CHINASAT-65(103E), 
DHF-4-OB(103E) satellite network and 
INDOSTAR-107.7E-K(107.7E), INDOSTAR-
110E-K(110E), satellite network on Ku band

PT. PSN dan ACES PT. PSN and ACES

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

1.	 Koordinasi antara jaringan satelit  SINOSAT-
7A (46.5E) dengan jaringan satelit   PALAPA-
C3-X (118E), GARUDA-2 (123E), GARUDA-4A 
(80.5E) pada L, S, X dan C band

1.	 Coordination between SINOSAT-7A(46.5E) 
satellite network and PALAPA-C3-X(118E), 
GARUDA-2(123E), GARUDA-4A(80.5E) satellite 
network on L, S, X and C band

2.	 Koordinasi antara jaringan satelit COMPASS-
160E dengan jaringan satelit GARUDA-
1(118E), GARUDA-2 (123E) pada L and S 
band

2.	 Coordination between COMPASS-160E satellite 
network and GARUDA-1(118E), GARUDA-
2(123E) satellite network on L and S band

3.	 Koordinasi antara jaringan satelit  COMPASS-
110.5E dengan jaringan satelit   GARUDA-1 
(118E) pada C band

3.	 Coordination between COMPASS-110.5E 
satellite network and GARUDA-1(118E) satellite 
network on C band

4.	 Koordinasi antara jaringan satelit  APSTAR-4 
(76.5E), APSTAR-76E (76.5E), APSTAR-76E-R 
(76.5E) dengan jaringan satelit  GARUDA-4A 
(80.5E) pada C dan Ku Bands 

4.	 Coordination between APSTAR-4(76.5E), 
APSTAR-76E(76.5E), APSTAR-76E-R(76.5E) 
satellite network and GARUDA-4A(80.5E) 
satellite network on C and Ku Bands

5.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
134E (134E), CHINASAT-138E (138E) dengan 
jaringan satelit PALAPA PAC-3R (144E) pada 
C dan Ku bands

5.	 Coordination between CHINASAT-134E(134E), 
CHINASAT138E(138E) satellite network and 
PALAPA PAC-3R(144E) satellite network on C 
and Ku bands

6.	 Koordinasi antara jaringan satelit APSTAR-142E 
(142E), APSTAR-142E-R (142E), APSTAR-2 
(134E) dengan jaringan satelit PALAPA PAC-
3R (144E), PALAPA PAC-C (146E), PALAPA 
PAC-KU 146E (146E), PALAPA PACIFIC-3 
(144E), pada C dan Ku bands

6.	 Coordination between APSTAR-142E(142E), 
APSTAR142E-R(142E), APSTAR-2(134E) 
satellite network and PALAPA PAC-3R(144E), 
PALAPA PAC-C(146E), PALAPA PAC-KU 
146E(146E), PALAPA PACIFIC-3(144E), satellite 
network on C and Ku bands

7.	 Koordinasi antara jaringan satelit CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-C3-X (118E), pada  C 
band 

7.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
PALAPA-C3-X(118E), satellite network on C 
band

8.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E, CHNSAT-2-130E dengan jaringan 
satelit  GARUDA-1 (118E), PALAPA PAC-3R 
(144E), PALAPA PACIFIC-3 (144E), PALAPA 
PAC-C 146E (146E), PALAPA PAC-KU 146E 
(146E) pada C dan Ku band

8.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E, 
CHNSAT-2-130E satellite network and GARUDA-
1(118E), PALAPA PAC-3R(144E), PALAPA 
PACIFIC-3(144E), PALAPA PAC-C 146E(146E), 
PALAPA PAC-KU 146E(146E) satellite network 
on C and Ku band

9.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  GARUDA-2 (123E), GARUDA-
4A (80.5E) pada C band 

9.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
GARUDA-2(123E), GARUDA-4A(80.5E) satellite 
network on C band
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10.	Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
64 (98E), CHINASAT-65 (103E) dengan 
jaringan satelit  GARUDA-1 (118E), GARUDA-
4A (80.5E), PALAPA PACIFIC-3 (144E), PALAPA 
PAC-C 146E (146E), PALAPA PAC-KU 146E 
(146E) pada C dan Ku bands 

10.	Coordination between CHINASAT-64(98E), 
CHINASAT-65(103E) satellite network and 
GARUDA-1(118E), GARUDA-4A(80.5E), 
PALAPA PACIFIC-3(144E), PALAPA PAC-C 
146E(146E), PALAPA PAC-KU 146E(146E) 
satellite network on C and Ku bands

11.	Koordinasi antara jaringan satelit  COMPASS-
110.5E (110.5E) dengan jaringan satelit 
PALAPA-C3-X (118E) pada C band

11.	Coordination between COMPASS-
110.5E(110.5E) satellite network and PALAPA-
C3-X(118E) satellite network on C band

PT. TELKOM & PT. INDOSAT PT TELKOM & PT. INDOSAT

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

1.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHNSAT-
72E/-130E/-142E, CHNSAT-2-130E dengan 
jaringan satelit  PALAPA-C4/-C4-A/-C4-K 
(150.5E) pada C dan Ku band 

1.	 Coordination between CHNSAT-72E/-130E/-
142E, CHNSAT2-130E satellite network and 
PALAPA-C4/-C4-A/-C4-K(150.5E) satellite 
network on C and Ku band

2.	 Koordinasi antara jaringan satelit APSTAR-142E 
(142E), APSTAR-142E-R (142E), APSTAR-2 
(134E) dengan jaringan satelit  PALAPA-C4, 
C4-A,-C4-K (150.5E) pada C dan Ku Band 

2.	 Coordination between APSTAR-142E(142E), 
APSTAR142E-R(142E), APSTAR-2(134E) 
satellite network and PALAPA-C4,C4-A,-C4-
K(150.5E) satellite network on C and Ku Band

3.	 Koordinasi antara jaringan satelit  CHINASAT-
35C (144.5E), COMPASS-160E (160E) dengan 
jaringan satelit  PALAPA-C4/-C4-A (150.5E) 
pada C band

3.	 Coordination between CHINASAT-35C(144.5E), 
COMPASS-160E(160E) satellite network and 
PALAPA-C4/-C4-A(150.5E) satellite network on 
C band

LAPAN LAPAN

Koordinasi yang sudah selesai Coordination accomplished:

Koordinasi antara jaringan satelit  CE-1 
dan COMPASS series dengan jaringan satelit  
LAPANSAT (NGSO) pada S band

Coordination between CE-1 and COMPASS 
series satellite network and LAPANSAT (NGSO) 
satellite network on S band
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BAB V  CHAPTER V
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 
NON-TAX STATE REVENUES

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN 
PAJAK (PNBP) T.A. 2010
PER : 31 DESEMBER 2010

REALIZATION OF NON-TAX STATE REVENUE 
OF BUDGET YEAR 2010
PER: 31 DECEMBER 2010

NO MAP JENIS PNBP TARGET REALISASI 
    2010 APBN 2010 S.D. DESEMBER 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 423141 Sewa Rumah Dinas 
  

90,000,000  
  

271,147,263  

2 423214 BHP Frekuensi 
  

6,992,947,426,464  
  

10,693,583,819,427  

        

3 423214 
Pendapatan Hak dan Perijinan 
(Penerimaan JASTIP) 

  
25,000,000  

  
49,000,000  

        

4 423216 Biaya Sertifikasi 
  

35,000,000,000  
  

53,883,832,001  
        

5 423222 BHP Telekomunikasi 
  

571,106,793,164  
  

574,012,243,628  

        

6 423511 Pendapatan Uang Pendidikan (REOR) 
  

334,875,000  
  

75,600,000  

        

7 423116 
Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum 
(KKPU USO) 

  
1,433,103,836,422  

  
1,522,111,622,838  

        

8 423752 
Lain-lain/Denda/PGBL Belanja Tahun 
Yang Lalu/Penghapusan Aset   

  
511,187,891  

        

9 423214 IAR dan KRAP   
  

913,981,752  

      

    
  

9,032,607,931,050  
  

12,845,412,434,800  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
ATTACHMENTS 

A. PERANGKO CETAKAN TAHUN 2010 A. FIRST DAY COVER ISSUED IN 2010
1.  Prangko seri Shio Macan 1. Shio Macan stamp series

Tanggal terbit	     : 06 Februari 2010
Jenis Penerbitan	     : Istimewa
Desain dan nominal    : - 1/3 WAJAH MACAN Rp. 1.500,00
                                       - 2/3 MACAN BERJALAN Rp.1.500,00
                                       - 3/3 MACAN LONCAT Rp. 1.500,00
Ukuran		      : 41,06 mm x 25,31 mm
Perforasi		      : 13,50 x 12,75
Komposisi Sheet	     : 24 KEPING (6 X 4)
Harga PER-SHEET	    : Rp. 36.000,00
Warna		      : 4 (empat) warna
Jumlah cetak	     : 300.000 set
Perancang	     : PIDIE BAIQ
Pencetak		     : Perum PERURI

Date published	 : February 6, 2010
Publication Types	 : Special
Design and Face	 : - 1 / 3 FACE TIGER Rp. 1500.00
                                 - 2 / 3 TIGER WALK Rp. 1500.00
                                 - 3 / 3 TIGER Skip Rp. 1500.00
Size		 : 41.06 mm x 25.31 mm
Perforation		 : 13.50 x 12.75
Sheet composition	: 24 pieces (6 x 4)
PER-SHEET Price	 : Rp. 36.000.00
Color		 : 4 (four) color
Number printed	 : 300,000 sets
Designer		 : Pidie Baiq
Printing company	 : Perum PERURI

GAMBAR SHP:

2. Prangko seri Warisan Budaya 2. Cultural Heritage stamp series

Tanggal terbit	     : 29 Maret 2010 
Jenis Penerbitan	     : Definitif
Desain dan nominal    :  - 1/6 Wayang Arjuna 
                                       - 2/6 Wayang Kresna
                                       - 3/6 Wayang Hanoman 
                                       - 4/6 Batik #1 
                                       - 5/6 Batik #2 
                                       - 6/6 Keris 
Ukuran		       : 25.31 x 41.06 mm 
Perforasi		       : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	      :  50 Keping 
Harga PER-SHEET	     : - 1/6 Wayang Arjuna Rp. 100.000,-
                                       - 2/6 Wayang Kresna Rp. 125.000,-
                                       - 3/6 Wayang Hanoman Rp. 75.000,- 
                                       - 4/6 Batik #1 Rp. 50.000,-
                                       - 5/6 Batik #2 Rp. 250.000,-
                                       - 6/6 Keris Rp. 150.000,-
Warna		       : 4 (empat) warna + Invisible Ink 
Jumlah cetak	      : 750.000 set 
Pencetak		      : Perum PERURI 

Date of issue		 : March 29, 2010
Publication Type		 : Definitive
Design and Face		 : - 1 / 6 Arjuna Puppet
                                  - 2 / 6 Krishna Puppet
                                  - 3 / 6 Hanuman Puppet
                                  - 4 / 6 Batik # 1
                                  - 5 / 6 Batik # 2
                                  - 6 / 6 Keris
Size		 : 25.31 x 41.06 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition		: 50 pieces
Price PER-SHEET		 : - 1 / 6 Puppet Arjuna Rp. 100.000, -
                                  - 2 / 6 Puppet Krishna Rp. 125.000, -
                                  - 3 / 6 Hanuman Puppet Rp. 75.000, -
                                  - 4 / 6 Batik # 1 Rp. 50.000, -
                                  - 5 / 6 Batik # 2 Rp. 250.000, -
                                  - 6 / 6 Kris Rp. 150.000, -
Color		 : 4 (four) color + Invisible Ink
Number of prints		 : 750.000 set
Printing company		 : Perum PERURI
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GAMBAR SHP

3. Penerbitan Prangko seri Piala Dunia FIFA Afrika 
Selatan 2010

3. Publishing Stamp series FIFA World Cup South 
Africa 2010

Tanggal terbit	     : 01 Mei 2010
Jenis Penerbitan	     : Istimewa
Desain dan nominal    : 4 X Rp1.500,-			 
Ukuran		      : 25.31 mm x 41.60 mm
Komposisi Sheet	     : 48 keping (10x 5) dengan gutter
Harga PER-SHEET	    : Rp. 72.000,-
Warna		      : 6 (enam) warna
Jumlah cetak	     : 300.000 set
Perancang	     : Tata Sugiarta
Pencetak		     : AMG Sucirity Printing

Date published		   : May 1, 2010
Publication Types		   : Special
Design and nominal  : 4 X Rp1.500, -
Size	    : 25.31 mm x 41.60 mm
Sheet composition	   : 48 pieces (10x 5) by Gutter
PER-SHEET Price	    : Rp. 72,000, -
Colors		    : 6 (six) colors
Number printed		    : 300,000 sets
Designer		    : Tata Sugiarta
Printing company		    : AMG Security Printing

GAMBAR SHP
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4.  Penerbitan seri Peduli Lingkungan 4. Publishing a series of Environmental Concern

Tanggal terbit	   : 5 Juni 2010
Jenis Penerbitan	   : Istimewa
Desain dan nominal  : - 1/3 Anak dan Lingkungan 
                                       Rp 1.500,00
		       - 2/3 Dampak Perusakan Lingkungan 
                                       Rp. 1.500,00
		       - 3/3 Memelihara Keanekaragaman
                                       Hayati Rp. 1.500,00
Ukuran	                   : 25,31 mm x 41,06 mm
Perforasi		    : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	   : 12 keping (3x4 dan 4x3)
Warna		    : 4 (empat) warna + 1 (satu) invisible ink
Jumlah cetak	   : 300.000 set
Perancang	   : Dadan R
Pencetak		   : PERUM PERURI 

Date of issue		 : June 5, 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : - 1 / 3 Children and the Environment
                                     Rp 1500.00
                                  -  2 / 3 Impact of Environmental
                                     Destruction Rp. 1500.00
                                  - 3 / 3 Maintaining Biodiversity
                                     Rp. 1500.00
Size		 : 25.31 mm x 41.06 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition	: 12 pieces (3x4 and 4x3)
Color		 : 4 (four) color + 1 (one) invisible ink
Number printed		 : 300,000 sets
Designer		 : Dadan R
Printing company		 : PERUM PERURI

GAMBAR SHP

5.	 Penerbitan seri 1 Abad Muhammadiyah 5. Publishing a series of Age of Muhammadiyah

Tanggal terbit	   : 3 Juli 2010
Jenis Penerbitan	   : Peringatan
Desain dan nominal  : - 1/3 Masjid Kauman Yogjakarta
                                       Rp 1.500,00
		       - 2/3 KH. Ahmad Dahlan Rp. 1.500,00
		       - 3/3 Muhammadiyah dan Pendidikan
                                       Rp. 1.500,00
Ukuran		     : 48 mm x 32 mm
Perforasi		     : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	    : 24 keping (3 x 8)
Warna		     : 4 (empat) separasi + 1 (satu) invisible 
                                     ink
Jumlah cetak	    : 300.000 set
Perancang	    : DataSign
Pencetak		    : AMG Security Printing 

Date of issue		 : July 3, 2010
Publication Type		 : Warning
Design and Face		 : - 1 / 3 Mosque Kauman Yogjakarta
                                     USD 1500.00
                                  - 2 / 3 KH. Ahmad Dahlan Rp. 1500.00
                                  - 3 / 3 Muhammadiyah and Education
                                    Rp. 1500.00
Size		  : 48 mm x 32 mm
Perforation		  : 12.75 x 13.50
Sheet composition	 : 24 pieces (3 x 8)
Color		 : 4 (four) separation + 1 (one) invisible ink
Number printed		 : 300,000 sets
Designer		 : DataSign
Printing company		 : Security Printing AMG

GAMBAR SHP
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6.	 Penerbitan Prangko seri Makanan Tradisional 6. Traditional Food Stamp Issuance of series

Tanggal terbit	    : 6 Juli 2010
Jenis Penerbitan	    : Istimewa
Desain dan nominal   : - 1/7 Sup Lobster Kelapa Muda
                                        (Sulawesi Barat) Rp. 1.500,00
		        - 2/7 Gulai Iga Kemba’ang (Bengkulu)
                                        Rp. 1.500,00
		        - 3/7 Ayam Cincane
                                        (Kalimantan Timur) Rp. 1.500,00
		        - 4/7 Sate Udang Pentuk Asam Manis 
                                        (Jambi) Rp. 1500,00
		        - 5/7 Lempah Kuning
                                        (Bangka Belitung)Rp. 1500,00
	                       - 6/7 Asam Padeh Baung (Riau)
                                        Rp. 1500,00
		        - 7/7 Lapis Palaro (Maluku Utara)
                                        Rp. 1500,00
Ukuran		     : 41,06 mm x 25,31 mm
Perforasi		     : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	    : 24 keping (6 x 4) dengan gutter
Harga PER-SHEET	   : Rp. 31.500,00
Warna		     : 4 (empat) warna + invisible ink
Jumlah cetak	    : 300.000 set
Perancang	    : ArCom Bandung
Pencetak		    : AMG Security Printing

Date published		 : July 6, 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : - 1 / 7 Lobster Coconut Soup
                                    (West Sulawesi) USD. 1500.00
                                  - 2 / 7 Curried Ribs Kemba’ang
                                    (Bengkulu) USD. 1500.00
                                  - 3 / 7 Chicken Cincane (East 
                                    Kalimantan) USD. 1500.00
                                  - 4 / 7 Pentuk Acid Sweet Shrimp Satay
                                   (Edinburgh) USD. 1500.00
                                 -  5 / 7 Lempah Yellow (Bangka Belitung) 
                                    USD. 1500.00
                                 - 6 / 7 Acid Padeh Baung (Riau)
                                    USD. 1500.00
                                 - 7 / 7 Layer Palaro (North Maluku)
                                    USD. 1500.00
Size	 : 41.06 mm x 25.31 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition	: 24 pieces (6 x 4) with the Gutter
PER-SHEET Price	 : Rp. 31500.00
Color		 : 4 (four) color ink + invisible
Number printed		 : 300,000 sets
Designer		 : Arcom Bandung
Printing company		 : Security Printing AMG

GAMBAR SHP
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7.	 Prangko seri Youth Olympic Games 2010 7. Stamp series Youth Olympic Games 2010

Tanggal terbit		  : 15 Juli 2010
Jenis Penerbitan		  : Istimewa
Desain dan nominal	 : 1/2 & 2/2 Pemain Bulutangkis 
                                                  (setenant) 
Nominal			   : Rp. 1.500,00
Ukuran			   : 41,60 mm x 25,31 mm
Perforasi			   : 12,75 x 13,50
Komposisi Sheet		  : 20 KEPING (4 X 5)
Harga Per-SHEET            	 : Rp. 3.000,-
Harga Per lembar		  : Rp. 30.000,-
Warna			   : 4 (empat) separasi + invisible 
ink
Jumlah cetak		  : 300.000 set
Perancang			   : Tata Sugiarta
Pencetak			  : Perum PERURI

Date published		 : July 15, 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : 1 / 2 & 2 / 2 Badminton Player (setenant)
Nominal		 : Rp. 1500.00
Size		 : 41.60 mm x 25.31 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition	: 20 pieces (4 X 5)
Price Per-SHEET		 : Rp. 3.000, -
Per sheet Price		 : Rp. 30.000, -
Color		 : 4 (four) + invisible ink separation
Number printed		 : 300,000 sets
Designer		 : Tata Sugiarta
Printing company		 : Perum PERURI

GAMBAR SHP:

8.	 Prangko seri Presiden dan Wakil Presiden 8. Stamp series President and Vice President

Tanggal terbit		  : 17 Agustus 2010 
Jenis Penerbitan		  : Istimewa
Desain dan nominal	 : - 1/2 Presiden RI : Rp. 2.500,-
                                        	   - 2/2 Wakil Presiden RI : 
                                                    Rp. 2.500,-
Ukuran			   : 40 x 40 mm 
Perforasi			   : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet		  :  12 Keping dengan gutter pair 
Harga PER-SHEET	                : Rp. 30.000,-
Warna			   : 4 (empat) warna + Invisible Ink 
Jumlah cetak		  : 500.000 set
Perancang		  : I Ketut Wiarsana 
Pencetak			  : Perum PERURI 	

Date published		 : August 17, 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : 1 / 2 President: Rp. 2500, -
                                  2 / 2 Vice President: Rp. 2500, -
Size		 : 40 x 40 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition	: 12 pieceswith Gutter pair
PER-SHEET Price	 : Rp. 30.000, -
Color		 : 4 (four) color + Invisible Ink
Number printed		 : 500,000 sets
Designer		 : I Ketut Wiarsana
Printing company		 : Perum PERURI

GAMBAR SHP
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9.	 Prangko seri 200 Tahun Kota Bandung 9. Stamp series 200 Years of Bandung

Tanggal terbit		  : 25 September 2010
Jenis Penerbitan		  : Istimewa
Desain dan nominal	 : - 1/4 Jembatan Layang 
                                                    Pasupati : Rp. 1.500,-
			     - 2/4 Jalan Braga : Rp. 1.500,-
			     - 3/4 Aktifitas Sepak Bola:
                                                    Rp. 1.000,-
			     - 4/4 R. Dewi Sarika :
                                                    Rp. 1.000,-
Ukuran			   : 25.31 mm x 41.06 mm
Komposisi Sheet		  : 16 keping (4 x 4)
Harga PER-SHEET	                : Rp. 40.000,-
Warna			   : 4 (empat) warna + 1 invisible 
                                                  ink
Jumlah cetak		  : 300.000 set
Perancang		  : Herry Dim
Pencetak			  : PT. AMG Security Printing

Date of issue		 : 25 September 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : - 1 / 4 Flyover Pasupati: Rp. 1,500, -
                                  - 2 / 4 Jalan Braga: Rp. 1,500, -
                                  - 3 / 4 Football Activity: Rp. 1.000, -
                                  - 4 / 4 R. Dewi Sartika: Rp. 1.000, -
Size		 : 25.31 mm x 41.06 mm
Sheet composition	: 16 pieces (4 x 4)
PER-SHEET Price	 : Rp. 40.000, -
Color		 : 4 (four) color ink + 1 invisible
Number printed		 : 300,000 sets
Designer			  : Herry Dim
Printing company		 : PT. AMG Security Printing

GAMBAR SHP

10.	Penerbitan Sampul Peringatan (SP) seri Indonesia-
Belanda

10. Publishing Commemorative Cover (SP) series 
Indonesia-Netherlands

Tanggal terbit		  : 6 Oktober 2010
Jenis Penerbitan		  : Peringatan
 Desain	 : Pada halaman utama sampul menggunakan objek
  	   Komodo dan Bunga Rafflesia Fatma dengan 
                  prangko prisma bergambar Penari Bali dan Jabat 
                  tangan masing-masing kepala negara.

Date of issue       : October 6, 2010
Publication Type  : Commemoration
Design                : On the main page of the cover using 
                             the object  Komodo and Fatma Rafflesia
                             flower with prism pictorial stamps
                             Dancers of Bali and handshake each
                             head of state.

GAMBAR SP



Annual Report of the Directorate General of Post and Telecommunication of 2010

99

11.  Prangko seri Kehidupan Bawah Laut 11. Underwater Life Stamp Series

Tanggal terbit	   : 24 Oktober 2010
Jenis Penerbitan	   : Istimewa
Desain dan nominal  : - 1/4 Penyu Lekang/
                                       Lepidochelys olivacea
		       -  2/4 Penyu Hijau /
                                        Chelonia mydas			 
		       -  3/4 Penyu Belimbing/
                                        Dermochelys coriacea
		       - 4/4 Penyu Sisik/Eretmochelys 
                                        imbricata
Nominal		    : Rp. 1.500,-
Ukuran		    : 41,06 x 25,31 mm
Perforasi		    : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	   : 16 keping (4 x 4)
Warna		    : 4 (empat) separasi + invisible  
                                     ink
Jumlah cetak	   : 300.000 set
Perancang	   : Dadan Rusdiana
Pencetak		   : AMG Security Printing 

Date published		 : October 24, 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : - 1 / 4 Sea Turtle Dark / Lepidochelys
                                    olivacea
                                 -  2 / 4 Sea Turtle Green /
                                    Chelonia mydas
                                 - 3 / 4 leatherback turtle / 
                                    Dermochelys coriacea
                                 -  4 / 4 Hawksbill / Eretmochelys imbricata
Nominal		 : Rp. 1,500, -
Size		 : 41.06 x 25.31 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Sheet composition	: 16 pieces (4 x 4)
Color	 : 4 (four) + invisible ink separation
Number printed	 : 300,000 sets
Designer	 : Dadan Rusdiana
Printing company	 : Security Printing AMG

GAMBAR SHP
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12.	Prangko seri Identitas Flora dan Fauna Propinsi 12. Stamp Identity Flora and Fauna series Province

Tanggal terbit	   : 5 November 2010
Jenis Penerbitan	   : Istimewa
Desain dan nominal  : -  1/11 Gracula Religiosa 
                                        Robusta & cananga odorata 
		       -  2/11 Panthera tigris sumatra 
                                        & Cytostachys renda
		       -  3/11 Heralctos malayanus & 
                                        amarophallus titanium
		       -  4/11 Tarsius bancanus 
                                        saltator & Palaquium rostratum
		       -  5/11 Haliastur indus & Salaca 
                                        Zalacca
		       -  6/11 Nasalis Larvatus & Mamifera 
                                        casturi
		       -  7/11 Geopalia Striata & 
                                        stelechocarpus burahol
		       -  8/11 Aceros cassidix & Barassus
                                        flabellifer
		       -  9/11 Tarsius Spechtrum & 
                                        ficus minahassae
		       -  10/11 Semiopthrea wallaci & 
                                         Syzygium Aromaticum
		       -  11/11 Cervus timorensis dan 
                                         diospyros markophylla
Ukuran		    : 48 mm x 32 mm
Perforasi		    : 12,75 x 13,50 
Komposisi Sheet	   : 24 keping (3 x 8)
Warna		    : 4 (empat) separasi + 1 (satu) 
                                    invisible ink
Jumlah cetak	   : 300.000 set
Perancang	   : DataSign
Pencetak		   : AMG Security Printing 

Date published		 : 5 November 2010
Publication Types		 : Special
Design and Face		 : - 1 / 11 Gracula religiosa Robusta & 
                                    Cananga odorata
                                  - 2 / 11 Panthera tigris Sumatran & 
                                    Cytostachys lace
                                  - 3 / 11 Heralctos malayanus & 
                                    amarophallus titanium
                                  - 4 / 11 Tarsius saltator bancanus & 
                                    Palaquium rostratum
                                  - 5 / 11 Haliastur indus & Salaca Zalacca
                                  - 6 / 11 Nasalis larvatus & Mamifera 
                                    casturi
                                  - 7 / 11 Geopalia striata & stelechocarpus
                                    burahol
                                  - 8 / 11 Aceros cassidix & Barassus
                                    flabellifer
                                  - 9 / 11 Tarsius Spechtrum & ficus 
                                    minahassae
                                  - 10/11 Semiopthrea wallaci & Syzygium 
                                     aromaticum
                                  - 11/11 Cervus timorensis and 
                                    Diospyros markophylla
Size		  : 48 mm x 32 mm
Perforation		  : 12.75 x 13.50
Sheet composition	 : 24 pieces (3 x 8)
Color		  : 4 (four) separation + 1 (one) invisible ink
Number printed		  : 300,000 sets
Designer		  : DataSign
Printing company		  : Security Printing AMG

GAMBAR SHP
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13.	Penerbitan Sampul Peringatan (SP) seri Indonesia-
Rusia

14.	 Perangko Seri Lambang Propinsi 14. Stamp Series Province Emblem

Tanggal  terbit	   : 13 Desember 2010
Jenis Penerbitan	   : Istimewa
Desain dan Nominal : - 23/33 North Sumatera
		      - 24/33 Jambi
		      - 25/33 Bengkulu
		      - 26/33 Kepulauan Bangka Belitung
		      - 27/33 DKI Jakarta
		      - 28/33 DI Yogyakarta
		      - 29/33 Kalimantan Selatan
		      - 30/33 Sulawesi Selatan 
		      - 31/33 Sulawesi Utara
		      - 32/33 Maluku Utara
		      - 33/33 Nusa Tenggara Barat
Nominal		  : Rp. 1500
Ukuran		  : 48 x 32 mm
Perforasi		  : 12.75 x 13.50
Komposisi Sheet	 : 10 keping dengan gutter pair (2 x 6)
Warna		  : 4 separasi + invisible ink
Jumlah Cetak	 : 200.000 set
Perancang	 : Dadan Rusdiana
Pencetak		 : AMG Security Printing

Date Published	         : 13 December 2011
Publication Type	         : Special
Design & Denomination : - 23/33 North Sumatera
		          - 24/33 Jambi
		          - 25/33 Bengkulu
		          - 26/33 Bangka Belitung Island
		          - 27/33 DKI Jakarta
		          - 28/33 DI Yogyakarta
	          - 29/33 South Kalimantan
		          - 30/33 South Sulawesi
		          - 31/33 North Sulawesi
		          - 32/33 North Maluku
		          - 33/33 West Nusa Tenggara
Nominal		 : Rp. 1500
Size		 : 48 x32 mm
Perforation		 : 12.75 x 13.50
Composition		 : 10 sheets  with gutter pair (2 x 6)
Color		 : 4 separation + invisible ink
Quantity		 : 200.000 sets
Designer		 : Dadan Rusdiana
Printing Company 	 : AMG Security Painting
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FOTO-FOTO KEGIATAN DITJEN POSTEL 2010
ACTIVITY PHOTOS of DGPT 2010

Pelayanan yang baik merupakan suatu keinginan 
dari pelanggan maupun pemberi pelayanan. Ciri 
pelayanan yang baik antara lain faktor manusia 
(customer service officer) yang melayani masyarakat 
(pelanggan) dan juga faktor sarana dan prasarana 
yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan 
keakuratan pekerjaan. Dalam kaitan ini  diberlakukan 
Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio 
telah menyediakan sistem antrian agar pelanggan 
merasa nyaman dalam mendapatkan layanan. Sistem 
antrian 	 meliputi pengambilan ISR, permohonan ISR, 
pencetakan SPP, sertifikasi REOR dan SKOR.

Good service is a desire from customers and service 
providers. Characteristics of good service among 
other, human factors (customer service officer) who 
serve the public (customers) as well as facilities 
and infrastructure factors that support the speed, 
precision, and accuracy of work. In this regard the 
Radio Frequency Spectrum Management Directorate 
has provided a queuing system so that customers 
feel comfortable in getting service. Queuing system 
involves taking the ISR form, notice payment printing, 
certification REOR and SKOR.

Sertifikasi operator radio merupakan sertifikasi 
kompetensi untuk Komunikasi yang dilakukan 
petugas di atas kapal. Sertifikasi ini dilaksanakan 
atas perintah dari Radio Regulation maupun IMO 
Model Course. Pemegang sertifikasi operator radio 
(ROC, GOC, SRE I dan SRE II) diakui di seluruh dunia 
dan berlaku global. Ditjen Postel yang berkedudukan 
sebagai regulator di bidang telekomunikasi 
senantiasa melakukan sertifikasi ini secara periodik. 
Adapun untuk mendapatkan sertifikasi ini dilakukan 
melalui ujian tertulis dan praktek sebagaimana terlihat 
dalam gambar.

Radio operator certification is a certification of 
competence for communication officers carried on 
board. This certification is executed on the orders of the 
Radio Regulations and the IMO Model Course. Radio 
operator certification holders (ROC, GOC, SRE SRE I 
and II) are recognized worldwide and apply globally. 
DG Postel as a regulator in the telecommunications 
field is always doing this certification periodically. As 
for getting the certification is done through a written 
exam and practice as showed in the picture.
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Dalam International Telecommunication Conference 
Plenipotentiary Conference 2010 (PP-10) yang 
dilaksanakan tanggal 4 s.d 22 Oktober 2010 
bertempat di Expo Guadalajara, Meksiko Indonesia 
telah sukses memperjuangkan kepentingan nasional 
diantaranya telah diterimanya proposal Indonesia 
tentang Number of Council Seat dan terpilihnya 
Indonesia menjadi anggota Council ITU periode 
2010-2014 dengan nomor urut pertama yang telah 
mengalahkan Jepang, Korea, China, India yang 
selama ini biasanya mendapat nomor urut teratas.

In the International Telecommunications Conference 
2010 Plenipotentiary Conference (PP-10) held on 4 to 
October 22, 2010 held at Expo Guadalajara, Mexico, 
Indonesia’s proposal on Number of Council Seat has 
been received.  In this event, Indonesia also became 
the first ranking member of the ITU Council period 
2010-2014, on top of Japan, Korea, China, and India. 

Kegiatan jalan sehat memperingati hari bhakti postel ke 65
Healthy walk to commemorate the 65th bhakti postel day

Hari Bhakti Postel ke 65 yang diperingati setiap 
tanggal 27 September adalah merupakan acara 
peringatan atas dikuasainya kantor jawatan PTT 
oleh Angkatan Muda PTT dari tangan kedudukan 
pemerintah Jepang. Acara ini adalah sebagai simbol 
ungkapan rasa syukur dan penghargaan oleh 
komunitas postel terhadap pendahulunya. Berbagai 
acara dilaksanakan untuk memeriahkan antara lain, 
lomba futsal, jalan sehat, dan upacara peringatan.

Bhakti Postel  Day which is commemorated every 
27th of September  is the day to remember the taking 
over of the Post and Telecommunication Office from 
Japanese occupation by The Young Generation of 
Post, Telephone and Telegraf. This event is a symbolic 
expression of gratitude and appreciation by the Postel 
community against its predecessor. Various events to 
be held  such as futsal competitions, healthy walk, 
and ceremonial event. 
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Outbond pegawai ditjen postel 2010 di purwakarta
Employees outbound dgpt 2010 in purwakarta

Kegiatan Outbound Pegawai digelar dalam tiga 
gelombang dan diikuti oleh seluruh pejabat dan 
pegawai di lingkungan Ditjen Postel. Kegiatan ini 
bertujuan antara lain untuk membangun kerjasama  
dan menciptakan semangat kebersamaan diantara 
para pegawai. Dalam kegiatan outbound para 
pegawai belajar memahami kepemimpinan, 
pentingnya komunikasi efektif, dan membangun jiwa 
pantang menyerah.

Employee Outbound activities is attended by all level 
of employees of the Directorate General of Post and 
Telecommunication in three batches. The activity 
aims to build cooperation and to create a spirit of 
togetherness among the employees. In this activity 
the employees learn to understand leadership, the 
importance of effective communication, and build the 
unyielding spirit.

Penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba 
Desain Perangko tahun 2010. Para pemenang 
didampingi oleh Direktur Pos-Ditjen Postel, Inggrid 
Roswita dan Sekjen Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Basuki Yusuf Iskandar.

The prize awarded to the winners of the National 
Stamps Design Competition in 2010. The winners, 
accompanied by the Director of Post-DGPT, Ingrid 
Roswita and Secretary General of the Ministry of 
Communications and Information Technology, Basuki 
Yusuf Iskandar.
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Sidang Asian-Pacific Postal Union Executive Council 
(APPU-EC) 2010 Bali menghasilkan beberapa 
rekomendasi yang akan dibahas pada pertemuan 
EC berikutnya di Mongolia dan Indonesia sebagai 
negara tuan rumah penyelenggaraan sidang APPU-
EC mendapat apresiasi yang sangat baik dari banyak 
delegasi atas penyelenggaraan sidang APPU-EC.

The meeting of the Asian-Pacific Postal Union 
Executive Council (APPU-EC) 2010 Bali produced 
several recommendations to be discussed at the 
next EC meeting in Mongolia. Indonesia as the host 
country  had a very good appreciation from the guest 
delegations for the good organising.

Suasana penertiban perangkat telekomunikasi yang tidak berijin di roxy, jakarta.
The inspection for law enforcement on the telecommunication equipments marketed in the Roxy Shopping Mal, 

Jakarta.

Perangkat telekomunikasi harus disertifikasi 
sebelum perangkat bersangkutan dipasarkan. Bukti 
sertifikasi adalah adanya label pada perangkutan 
bersangkutan. Jika tidak didapatkan label pada 
sebuah perangkat berarti perangkat tersebut memiliki 
potensi untuk menganggu jaringan komunikasi lain. 
Untuk melindungi kepentingan konsumen, Ditjen 
Postel secara rutin mengadakan inspeksi kepada 
pihak yang menjual peralatan telekomunikasi, yang 
tidak lain adalah untuk menjamin bahwa perangkat 
telah tersertifikasi dan sesuai dengan peraturan yang 
ada.

The inspection for law enforcement on the 
telecommunication equipments marketed in the 
Roxy Shopping Mal, Jakarta.Telecommunications 
equipment must be certified before the device is 
marketed. Proof of certification is a label on the 
telecommunication device. If not found a label on 
a device means the device has the potential to 
disrupt other communications networks. To protect 
the interests of consumers, DGPT routinely conduct 
inspections to the party who sells telecommunications 
equipment to guarantee that the device has been 
certified and in accordance with existing regulations.
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Menteri Komunikasi dan Informatika membuka acara 
IPV6 Summit di Bali. Penerapan IPv6 akan membuka 
pintu untuk berkembangnya aplikasi-aplikasi dan 
konten berbasis IP, seiring dengan tersedianya 
layanan data yang mengalir lancar dan didukung 
oleh keamanan jaringan yang lebih baik.

Minister of Communications and Information 
Technology in an opening ceremony of the IPv6 
Summit in Bali. Implementation of IPv6 will bring the 
opportunity to the development of applications and 
IP-based content, along with the availability of data 
services that flows smoothly and is supported by a 
better network security.

 Peresmian Desa Informasi Tahun 2010 di Desa Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika

The 2010 launching of ‘Desa Informasi’  in Desa Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang West Kalimantan by 
the Minister of Communication and Information Technology

Desa Informasi adalah salah satu program 
Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 
mengatasi kesenjangan digital melalui penggunaan 
teknologi informasi di desa-desa. Desa Informasi 
termasuk di dalamnya Desa Berdering (Desa dengan 
koneksi telepon) dan Desa Pinter (desa dengan 
koneksi internet).

‘Desa Informasi’ is  one of the ministry’s  programs to 
overcome digital divide through the use of information 
technology in the villages.  It includes Desa berdering 
(Villages with phone connection) dan Desa Pinter 
(The villages with internet connection).
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REKAPITULASI PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN 
IZIN, SPP DAN PENERIMAAN BHP FREKUENSI
POSISI : S.D 31 DESEMBER 2010

RECAPITULATION OF APPLICATION FOR LICENSE 
AND LICENSE ISSUED
POSITION: UNTIL DECEMBER 31, 2010

Permohonan Izin Baru 
New License Application

JUMLAH BERKAS JUMLAH STASIUN
FILE NUMBER TOTAL STATION

TOTAL TOTAL
1. Maritim & Pantai (Maritime & Coastal) 3,159 7,018
2. Penerbangan (Flight) 475 1,434
3. Darat (Army) 2,543 62,980
4. Radio Siaran & TV (Broadcast Radio & TV) 278 337
5. Satelit (Satellite) 60 3,511
6. Penggudangan 727 11,708
7. Mutasi/Perangkat  (Mutation / Device) 65 2,153
JUMLAH 7,307 89,141

Penerbitan Izin
License Issued

ISR BARU ISR PERPANJANGAN
NEW ISR ISR EXTENSION
TOTAL TOTAL

1. Maritim & Pantai (Maritime & Coastal) 1,645 5,842
2. Penerbangan (Flight) 417 1,162
3. Darat (Army) 68,858 225,868
4. Radio Siaran & TV (Broadcast Radio & TV) 251 1,245
5. Satelit (Satellite) 1,290 1,155
JUMLAH (TOTAL) 72,461 235,272

DINAS

Rekapitulasi Izin Amatir Radio (Iar), Ikrap Dan Skar
Posisi Bulan Januari S.D Desember  2010

Recapitulation Of Licensed Amateur Radio (Iar), Ikrap And 
Skar 
Position January To December 2010
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NO WILAYAH JUMLAH KET
REGION TOTAL DESCRIPTION

IAR IKRAP SKAR
1 JAKARTA 1,034 764 52 218
2 NAD 369 93 164 112
3 MEDAN 274 143             -   131
4 PADANG 94 40 54              -   
5 JAMBI 165               -   24 141
6 PEKANBARU 213 33 115 65
7 BATAM                 -                 -               -                -   
8 PALEMBANG 81 43             -   38
9 BENGKULU 76 41 10 25
10 LAMPUNG 44 32 12              -   
11 PONTIANAK 167 23 33 111
12 BANJARMASIN 353 128 41 184
13  PALANGKARAYA 1 35 17 48 70
14 BANDUNG 1,353 860 493              -   
15  SEMARANG 4 58 247 110 101
16 SURABAYA 1,331 784 31 516
17 YOGYAKARTA 428 333 36 59
18 DENPASAR 229 94 22 113
19 MATARAM 53               -               -   53
20 KUPANG 107               -               -   107
21  SAMARINDA 1 13 79 6 28
22 BALIKPAPAN 39 5             -   34
23 MANADO 168               -   24 144
24 PALU 5 5             -                -   
25 UJUNGPANDANG 234 5             -   229
26 KENDARI 11               -   11              -   
27 JAYAPURA 182 96 51 35
28 SORONG 35               -   35              -   
29  MERAUKE 4 6               -               -   46
30 AMBON 53 6 1 46
31  TERNATE 1 03               -               -   103
32 PANGKAL PINANG 152 71 57 24
33 GORONTALO 118 10             -   108
34 BANTEN 110 17 46 47

JUMLAH   :  8 ,333 3,969 1,476 2,888

TYPE OF LICENCE/CERTIFICATE
JENIS IZIN/SERTIFIKAT

DATA PESERTA UJIAN NEGARA SKOR
POSISI BULAN : JANUARI S.D. DESEMBER 2010

Keterangan :
IAR Izin Amatir Radio/Amateur Radio License

IKRAP Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk / Radio Communication Between Resident Permits
SKAR Surat Kecakapan Amatir Radio / Letter Amateur Radio Skills




